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MOTTO :

“Bahwasanya tidaklah manusia memperoleh sesuatu kecuali apa
yang ia usahakan. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan
diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan
kepadanya dengan balasan yang paling sempurna®.

{Q.S. : AlNajm/53 : 39-41 ).

“Barangsiapa menghendaki kesejahteraan hidup didunai, maka
harus ditempuh dengan ilmu. Dan barangsiapa menghendaki
kebahagiaan di akherat hendaklah ditempuh dengan ilmu. Dan
barang siapa menghendaki kedua-duanya maka hendaklah

ditempuh dengan iimu”. { Al- Hadits ).

“Karena itu bila engikau telah selesai dari satu pekerjaan , garap

pulalah urusan yang lain dengan tekun” ( Q.S. :Al- Insyirah : 7 )

- PERSEMBAHAN :

Tesis ini ku persembahkan kepada :
Bapak dan Thu tersayang
Isteri dan anak-anak { Ari, dan Uddin dan Salma )
tercinta
Kakanda dan adinda serta

Kawan-kawan yang saya sayangi.
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ABSTRAK

Semenjak lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan pada bulan November 1998, telah memberi pengakuan yang
lebih tegas mengenai keberadaan dan perfunya bank-bank berdasarkan
prinsip syariah, serta memberikan peluang yang lebith besar bagi
pengembangan bank berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang
tersebut, antara lain, mengatur tentang keharusan adanya Dewan
Pengawas Syariah bagi Bank Syariah.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat
yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, serta mempunyai peran
yang sangat strategis bagi penyelenggaraan negara, maka pada tahap
pelaksanaan operasionalnya mutlak diperiukan pengawasan terhadap
tumbuh dan berkembanganya sistem perbankan di Indonesia, .

Berkaitan dengan kepentingan tersebut, Bank Indonesia dan
Dewan Pengawas Syariah diberi kewenangan dan kewajiban untuk
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Bank Muamalat
Indonesia, baik yang bersifat prefentif dalam bentuk penetapan ketentuan-
ketentuan, petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara
represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-
tindakan perbaikan agar kondisi Bank Muamalat Indonesia selalu sehat
dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Bank Muamalat Indonesia
dalam operasionalnya belum mampu menjalankan prinsip syariah secara
murni, misalnya dalam hal dana likuidatas dan Dana Kredit Primer
Anggota dari Bank Indonesia, yang menggunakan instrumen bunga,
scdang Bank Muamalat Indonesia dalam pembiayaannya menggunakan
prinsip bagi hasil. Selanjutnya dalam hal pembiayaan mudharabah Bank
Indonesia mengharuskan adanya jaminan/agunan karena pembiayaan
mudharabah indentik dengan pemberian kerdit bagi Bank Konvensional,
padaha! menuvut prinsip mudharabah tidak dikenal jaminan, karena bila
terjadi kerugian bank  ( shahubul mal ) yang harus bertanggung jawab.

Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, bagi Bank Indonesia
merupakan pelanggaran terhadap rambu-rambu kesehatan bank, yang
berakibat timbuinya sanksi bagi pengelola bank, baik sanksi administras,
pidana maupun perdata, sedang bagi Dewan Pengawas Syariah
pelanggaran tcrhadap ketentuan fatwa, scpanjang bersifal sementara
(darurot ) diperbolehkan, karena adanya perbedaan prinsip antara
ketentuan Bank Indonesia dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
Konsekuensinya Bank Indonesia harus segera menyempurnakan peraturan
perundang-undangan yang mampu mengakomodir sistem perbankan
syariah dan memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Pengawas
Syariah untuk dapat pembina dan pengawasi bank syariah secara mandiri.




ABSTRACT

The announcement of 1998 Act No.10 of Banking on November
1298 has recognized more firmly the presence of and the

" importance of syariah (Islamic law) principle-based banks and

their developments. The Act regulates such as the presence of
Dewan Pengawas Syariah (Syariah Superintendent Board) for
Syariah Bank. :

Given - that banks primarily work using people funding,
saved at the bank based on trust and have strategic role in
nation coordination. It appears that caretaker of the
developing Indonesian banking systems at operational level is
necessary. '

In accordance with that, Indonesia Central Bank (Bank
Indonesia) and Dewan Pengawas Syariah (Syariah Superintendent
Board} have authorities and duties to do monitoring and
fostering teo Bank Muamalat Indonesia. ~ Terms of monitoring
and fostering can be both preventive, such as making rules,
guidance, advice, and directions, and «repressive such as
inspections followed by improvement steps to maintain its
appropriateness to syariah-principle and its healthy.

The result of present study showed that Bank Muamalat
Indonesia in - its operation has not been able to implement
syariah principles entirely. For example are i1ts liguidity
funds and Dana Kredit Primer Anggota Ffrom Bank Indonesia that
use interest rate insktrument, while on its Funding, Bank
Muamalat Indonesia use profit sharing basis. Morecover, for
mudharabah funding Bank Indonesia reguires deposit or guarantee
gsince mudharabah funding is similer to credit funding at
Conventional Banks. Eowever, based on mudharabah principles,
there are no deposit or guarantee because if failure occurs
bank (shahabul mal) has to be responsible.

Bias to that rule is a violation of bank's healthiness
signs that can incur sanction, in term of administrative, civil
and criminal, from Bank Indonesia to bank administraters. In
the other hand, running that rule is a wviolation of Fatwa Dewan
Syariah Nasional {National Syariah Board’s Guidancea).
Eventhough it is toclerable as loung as it is temporary because
of the difference principles of PBank Indonesia’s rules and
Fatwa Dewan Syariah Nasional {(National Syariah Boeoard’'s
Guidance) . Hence, Bank Indonesla has to accomplish its rules
so that they can accommodate syariah banking systems and give
full authority to Dewan Pengawas Syariah to fostar and monitor
syariah bank independently.




KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM.
ASSALAMU ALAIRUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Alhamdulillahirabbil ‘aalamin, penulis panjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Atas
Rahman dan Rahimnya-Nya, schingga Tesis dengan judul “ASPEK
PENGAWASAN PADA BANK MUAMALAT INDONESIA” (Kajian Pada
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang) ini akhirnya dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada Rasulullah
Muhammad SAW. Sebagai Uswatun Hasanah seluruh umat manusia, yang telah
menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang
benderang, dari kejahiliyahan, kebodohan menuju Nur Illahiyah. |

Secara yuridis keberadaan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya
masih refatif baru, yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Namun dalam kurun waktu yang
singkat ini perkembangan perbankan syariah sudah cukup pesat. Hal im
membuktikan bahwa keberadaan dan peranan perbankan syariah  semakin
dibutuhkan olch masyarakat sebagai alternatif pendanaan dalam proses
pembangunan nasional, disamping perbankan konvensional yang telah ada lebih
dahulu.

Penulis menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih
luas aspek lain yang belum terungkap, namun diharapkan hasil penelitian ini dapat
menjadi bahan kajian lebih mendalam guna mendukung pengembangan imu
hukum, khusuénya aturan pelaksana perbankan dengan prinsip syariah atau
menurut sistém hukum Islam. Serta diharapkan pula dapat digunakan scbagai
salah satu model bagi upaya mengantipasi persoalan hukum terutama berkaitan

dengan sistem perbankan syariah, sehingga secara kescluruhan hasil penelitian ini
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bisa bennanfaét wacana dalam pengelolaan serta pengembangan perbankan

dengan prinsip syariah di Indonesia.

Akhimya dalam penulisan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima
kasih dan hormat pada sejumlah nama :

Pada kesempatan pertama, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan
hormat disampaikan kepada Prof. H. Abdullah Kelib, S.H. selaku’ pembimbing
dalam penulisan tesis ini. Karena selama membimbing penulis, Beliau dengan
penuh kesabaran menaschati dan keikhlasannya, schingga penulis dapat
menyelesaiakan penulian tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan hormat berturut-turut penulis
sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Ir.JJ1. Eko Budihardjo, MSc.

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  Semarang,
Prof. Dr. H.Barda Nawawi Arief, S.H. selaku penanggung jawab dan yang
telah mengesahkan penulisan ini.

3. Anggota Tim Penguji, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.JI. dan Tulus
Sartono, S.H. yang banyak memberikan masukan dan saran untuk perbaikan
dan kesempurnaan penulisan tesis ini, sehingga menjadi bermakna.

4. Para Guru Besar dan staf pengajar Program Pascasarjana Magister Iimu
Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang dengan perantaraannya
penulis mendapatkan tambahan ilmu serta pengalaman berharga, yang akhirnya
dapat membuka cakrawala dan pola pikir kritis bagi penulis.

5. Sekretaris Progam Magister Ilmu Hukum UNDIP, Budiharto, S.XL. M.S. serta
seluruh staf Sekretariat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang
banyak memberikan bantuan dan kemudahan sclama pelaksanaan studi pada
Progran Pascasarjana Magister [lmu Hukum.

6. Gubernur Bank Indonesia, cq. Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Bapak
Harisman dan Bapak M.Rowi Qohar, yang bersedia untuk ditemui pada saat

penulis melakukan penelitian pada Bank Indonesia di Jakarta.
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10.

Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, cq. Biro Muamalat Institut Bank
Muamalat Indonesia, Bapak H. Ahmad Nuryadi Asnawi, LLB. MA. Serta
stafnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang bersedia untuk
ditemui pada saat penulis melakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia
di Jakarta.

Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, Bapak Drs. HM.
Hidayat, MBA. Serta stafnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
yang bersedia untuk ditemui pada saat penulis melakukan penelitian pada Bank
Muamalat Indenesia di Jakarta.

Direktur Bank Muamalat Indonesia, Cabang Semarang Bapak Zulkarnaen
Hasibuan dan Bapak Syah Rizal, Serta stafnya vang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu, yang bersedia untuk diterui pada saat penulis
melakukan penclitian pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang di
Semarang.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Drs.H. Zaenal Arifin
Syam, S.H. yang telah memberi ijin dan banyak memberikan dorongan,

dukungan motivasi secara moril yang tidak dapat dihitung nilainya schi ngea

~ penulis bersemangat untuk menyelesaikan studi secepatnya.
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- Ketua Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. H. Yahya Arul, SH, yang

telah memberi jjin dan banyak memberikan dorongan, dukungan motivasi
secara moril dan materiil yang tidak dapat dihitung nilainya sehingga penulis

bersemangat untuk menyelesaikan studi secepatnya.

. Kepada semua rekan dan semua pihak yang telah memberikan dukungan baik

moril, maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat
waktu.

Dan akhimya sccara khusus kepada ayahanda, ibunda, isteri, ananda,

kakanda serta adinda yang tercinta, ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling

dalam penulis sampaikan, karena keterbatasan yang ada serta atas do’a dan

bantuannya yang diberikan kepada penulis, sehingga tercapai cita-citanya, semoga
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Allah SWT. Selalu meridhoi dan membalas amal kebaikkannya, dan semoga ilmu
yang diterima oleh penulis bermanfaat fiddun ya wal akhirat, amin.

Mudah-mudahan, tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan
bagi umat, khususnya pembaca, guna pengembangan ilmu, dan Pengembangan
Bank Syariah pada saat kini maupun masa yang akan datang. Sebagai manusia
yang sangat dhoif; penulis menyadari dalam tulisan ini masih jauh dari
kesempurnaan, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat
diharapkan demi kesempurnaan tesis ini,

Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan penulis dan mudah-
mudahan Allah SWT, memberikan kekuatan dan hidayah untuk selalu berinovasi
dan berkreasi dengan lebih baik Jagi dimasa yang akan datang.

Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah SWT, maka janganlah
kamu ragu untuk menerimanya dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan maka
kesalahan itu berasal dari penulis sendiri sebagai manusia yang biasa dhoif yang
tidak luput dari dosa dan kesalahan, oleh karena itu penulis memohon ampun dan
perlindungan dari Allah SWT atas segala kesalahan-kesalahan yang diketahui
maupun yang tidak diketahui olch penulis.

Wallahualam hishawab. Aamiin, Yaa Rabbal Aaalamin
WASSALAMU'ALAIK UM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Semarang, Juni 2002 -

Penulis

WIRYANTO
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BAB ¥

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia menga]ami_ suatu
penyakit dualisme ekonomi-syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul
akibat dari‘katidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu
yaitu, ekonomi dan Syz.lria.h‘ vang secharusnya saling mengisi dan
menyempurnakan.

Disatu pihak kita mendapatkan,’ para ekonom, bangkir dan bisnismen
vang aktif menggerakkan roda pembangunan ekonomi, tetapi lupa membawa
pelita apama karena memang tidak menguasai syariah. Dilain pihak kita
menemukan para kvai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-
konsep fikth, usul fikik, ulumul al-qur’an dan ilmu Islam lainnya, tctapi
mercka kurang mcrguasai dan memantau tentang fenomena ckonomi dan
gejolak bisnis yang terjadi disckelilingnya. Akhirnya terjadi semacam tedensi
“da kulla umurinddunyalil qaisar wafawwidh kulla wmuril akhirah il baba™
artinya biarlah kami mengatur urusan akhirat dan mereka untuk urusan dunia.

Pada hal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat. Umat Islam harus

" Muhammad, Lembaga-Lembaga Kenangan Umat Kontemporer, UL Pres, Yogyakarta,

2000, hal. 1-2
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mampu memadukan dan mengendalikan kedua urusan tersebut.

Risalah Islam yang dibawa oleh Rosulullah ini memiliki keunikan
tersendiri. Syariah Tslam bukan saja komprehensif tetapi juga wniversal.
Konprehensif artinya Islam ini merangkum seluruh aspek kehidupan baik
ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal dimaksud dapat
diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti.

Perkembangan sistem ekonomi Islam dan bisnis yang berlandaskan
Syariah - Islam telah menunjukkan trend yang cukup menggembirakan,
khususnya didalam dunia perbankan dengan diundangkannya Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 tanggal 25 Maret 1992, maka mulai saat itu
berlaku dengan resmi operasional perbankan di Indonesia dengan
menggunakan sistem bagi hasil, yang kini telah disempurnakan dengan
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. .Hadimya Bank Islam
dan BPRS-BPRS di seluruh Indonesia menunjukkan kemajuan keberadaan
sistem ekonomi dan bisnis Islam di tanah persada ini. Kondisi ini berarti
bahwa kita telah mampu memandang bumi dan segala isinya sebagai “amanah
dari Allah kepada manusia  sebagai kholifah di muka bumi, untuk
dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia”.

Adanya sistem bagi hasil dalam perbankan di Indonesia, didasarkan

pada suatu pemikiran bahwa untuk menggali sumber dana yang amat




diperlukan dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional, perbankan
diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga yang mampu berperan®, harus
diarahkan pada kemampuan, termasuk penduduk Indonesia yang
masyarakatnya mayoritas muslim. |

Dalam rangka merealisasikan potensi ekonomi masyarakat muslim
tersebut, perlu ditambah upaya mengakomodasikan semua aspirasi masyarakat
muslim yang masih memandang pola kegiatan usaha yang selama ini terdapat
dalam praktek perbankan di Indonesia yang didasarkan pada sistem bunga
tidak sejalan dengan kajian agama Is]an;m" dan aspirasi mereka, serta
menginginkan adanya kegiatan perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip-
prinsip Syariah Islam, yaitu berupa bagi hasil dan jual beli. Qleh karena itu
pemerintah memandang pertu untuk melengkapi sistem perbankan Indonesia
dengan bank-bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip

Syariah [slam.

2 Syharwardi K, Lubis, Hukum Rkonomi [sfam, Sinar Grafika, Medan 1999, 58-59,
berbicara tentang peran sesuatu tidak dapat dipisahkan dengan Bank Syariah yaitu, meningkatkan
kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia hingga semakin
mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi, dengan demikian akan melahirkan pembangunan
nasional, antara lain : (a) sebagai usaha peningkatan kerja, (b) sebagai usaha peningkatan kualitas
kegiatan usaha, dan (c) scbagai usaha peningkatan pendapat masyarakat banyak;

? Ibid, hal, 59, (Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat
berdasarkan efisiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak
sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain dengan memperluas jaringan
lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil, sebab sebagian besar masyarakat
Indonesia menganut agama Islam dan masih banyak diantaranya yang enggan untuk mengadakan
hubungan muamalah dengan bank konvensional.)




Sebagai salah saty badan usaha, lembaga perbankan tidak sama
dengan badan usaha lainnya, utamanya dalam hal pengawasan terhadap
operasionalisasinya. Sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang
tentang Perbankan, baik Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 maupun pada
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.*

Ada beberapa alasan mengapa badan usaha lembaga perbankan periu
diterapkan pengawasan secara khusus. Perfama, lembaga perbankan
mempunyaf posisi yang sangat strategis dalam Pembangunan Nasional. Hal ini
dijumpai dalam penjelasan Undang-Undang No: 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia yang menerangkan bahwa perbankan merupakan salah satu sarana
utama dalam menyerasikan serta menyeimbangkan masing-masing unsur
dalam pembangunap. Hal im bisa dimengerti karena perbankan merupakan
penggerak roda pergkonomian, pendukung utama pelaksanaan kebijaksanaan
moneter yang efektif di Indonesia.

Kedua, bahwa bank sebagai suatu lembaga, menurut Undang-Undang
Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian terscbut di atas dapat

dipahami bahwa bank dalam operasionalisasi usahanya pada dasarnya

4 Baca, Undang-Undang No, 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No.

23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.




memanfaatkan dana dari masyarakaf, menyimpan untuk masyarakat peminjam.
Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Pérbankan
ditegaskan bahwa bank terutama bekerja cié'ngan dana dari masyarakat yang
disimpan pada bank atas dasar kepf.:fc'a}raan. Sebelum berlakunya Undang-
Undang Bank Indonesia baru di atas, berdasarkan Paket F ebruari 1991 sejalan
dengan sfandar yang ditefapkan oleh Bank For International Settiements
(BIS), terhadap seluruh bank dibebani kewajiban Penyediaan Modal Minimum
atau Capital A'dequal‘ Ratio (CAR) sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang
Menurut Risiko (ATMR). Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dalam
pengoperasionaian suatu bank bisa dipastikan 92% dananya adalah milik
masyarakat, sédang modal bank sendiri hanya 8%-nya.

Ketiga, lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan

kcpcrcayaqnr——lnaéi;ﬁ;%;?;'at. " Artinya, apabila sampai terjadi masyarakat
kelli]aqgé;;l kepercayaan terhadap ‘bank, di maﬁa salah satu indikasinya bila
terjadi rush atau penarikan dana simpanan secara serentak oleh para nasabah,
hal itu akan menyebabkan dunfa" perbankan tidak bisa mengoperasikan
usahanya. '- :

Pada gilirannya dunia perbénkan tidak lagi mampu menopang
berjalan efektifnya kebijakan moneter yang ada. Sebagaimane dikutip oleh

Sutan Remi Sjahdeini dari pendapat Simon jr. bahwa hubungan antara bank

dengan nasabah bukan sekedar hubungan debitur-kreditur semata, tetapi juga




SLlatLl‘ﬁd?iCi(l}'l_}f relationship, karena bank adalah « place of special safety and
profity.? Apabila kzspercayaan masyarakat terhadap perbankan hilang, maka
dapat menimbulkan akibat-akibat fatal bagi dunia perbankan. Salah satu di
antaranya ialah hilangnya kesediaan masyarakat untuk menyim'pan dananya di
bank.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang
di simpan pada bank atas dasar kepercayaan, serta mempunyai posisi yang
sangat strategis bagi penyelenggaraan negara, maka setiap bank selalu
menjaga segala kesehatan dirinya yang merupakan suatu konsekuensi guna
mendukung terciptanya perbankan yang sehat. Ketentuan perundang-undangan
yang dcmikian'merupak-a-tﬁmééfaﬁ satu bentuk perlindugan hukum kepada
masyarakat, khususnya para nasabah yang rtiéﬁjfi’ihpan dana selama suatu bank
masili melakukan kégiatan"_-_u‘sahanya.(’ Untuk itu, pada tahap pelaksanaan

operasionalnya mutlak diperlukan pengawasan terhadap tumbuh dan

berkembanganya setiaia bank di Indonesia.

| Berkaitan dengan kepentingan tersebut, Bank Indonesia diberi
kewenangan dan kewajiban terhadap perbankan di seluruh Indonesia dengan
mengambil upaya-upaya yang bersifat prefentif dalam bentuk ketentuan-

ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara

* Sutan Remi Sjahdeini, Sudah memadaikah Periindungan Yang Diberikan Oleh Hukum
Kepada Nasabah Penyimpan Dana, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL/Lustrum VI UNAIR,
Surabaya, 1994,

® Ibid hal. 6.




represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan
perbaikan.”

Kehadiran lembaga perbankan dengan sistem bagi hasil di Indonesia
sejalan dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap kaidah dan
syariah Islam. Peningkatan pemahaman ini bisa dikatakan secara langsung
maupun tidak Jangsung sebagai hasil pembangunan, khususnya di bidang
pembinaﬁﬁ agama.® Fenomena bank tanpa bunga/dengan bagi hasil ini
menguatkan pendapat Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang pakar ekonom
Islam yang menyatakan bahwa salah satu perubahan pokok yang dapat dilihat
dalam kebangkitan transformasi Istam dari suatu perekonomian modern adalah
penggantian pranata bunga dengan prinsip syariah atau bagi hasil dalam upaya
untuk mentaati ajaran Al Qur’an. Sebagaimana firman Alah swt “.Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (QS.2: 275).

Undang-Undang Bank Indonesia tidak membedakan perlakuan antara
bank-bank konvensional dengan bank-bank non konvensional yang beroperasi
berdasar prinsip syariah. Oleh karena itu, semua ketentuan bank konvensional

pada dasarnya juga berlaku terhadap bank-bank non konvensional, termasuk di

7 Bank Indonesia, Hal-hal Pokok Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Temtang
Perbestkan, Jakarta, 19932, -

* Karnaen Perwataatmadja, Hukum Fkonomi Islam : Analisa Tentang Bank Syariah Dan
Asuransi Takgful, Makalah Penataran Staf Pengajar Hukum Islam Tk, Nasional, FH, Ul, Depok,
10-14 Juli 1995.




dalamnya m‘engenai. pengawasan terhadap produk-produknya, baik pada
pengerahan maupun pada penyaluran dana, oleh Bank Indonesia.

Pada dasarnya, aktivitas Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan
bank-bank konvensional yang telah ada. Perbedaan pokok antara keduanya
terletak pada konsep dasar pemberian imbalan yang pada gilirannya
menyebabkan perbedaan pada substansi dan bentuk operasionalnya. Sebagai
lcmbalga yang keberadaannya masih relatif baru, tidak dipungkiri bahwa masih
menghadapi perimasalahan--permasalahan dalam melaksanakan aktivitasnya.

Te.r_]ebih lagi mengingat salah satu kelemahan yang menyertai
kehadiran bank dengan prinsip syariah ini ialah berprasangka baik kepada
semua nasabahnya, berasumsi terhadap semua orang yang terlibat dalam Bank
Syariah adalah jujur. Oleh karena itu bank ini sangat rawan terhadap mercka
yang beritikad tidak baik, dengan kata lain bank berdasarkan prinsip syariah
berisiko lebilt tingg% dibanding bank konvensional.’

Selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana
dengan pihak yang membutubkan dana, secara khusus Bank Syariah yang juga
mempunyai fungsi amanah tersebut perlu adanya pengawasan melckat pada
sctiap orang yang terlibat dalam aktivitas perbankan, baik berupa motivasi

keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan.

Di ringkas dari Markum Sumitro, asas-asas Perbankan Islam don lembaga terkait

(BMUI) den takaful di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 hal. 27-30Chal. 27-30




Sejalan dengan pernyataan di atas dalam menjalankan aktivitas
usahanya, selain diawasi oleh Bank Indonesia, Bank Syariah juga diawasi oleh
Dewan Pengawas Syariah. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah dalam Bank
Syariah, rnerupakan pelaksanaan Pasal 5 (1) Peraturan Pemerintah No. 72
Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan Pasal 1 huruf
(9) Peratiran Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, tentang Bank Umum
Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu dewan yang
dibentuk untuk mengawasi jalannya bank berdasarkan prinsip Syariah agar
dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah
menurut Syariah/Hukum Islam , Hukum Dagang positif serta peraturan
perundang-undangan yang lainnya.

Berkai'tan dengan adanya lembaga pengaﬁ?as lamn yang mempunyai
kewenangan dan independensi yuridis tersebut, maka Bank Sentral dalam
melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah, sudah barang tentu akan
menggunakan pendekatan atau cara-cara baru, tidak sebagaimana biasanya
terhadap bank-bank konvensional. Hal ini dikarenakan, sebagai bank
berdasarkan prinsip Syariah ia memiliki kekhususan baik di bidang organisasi
maupun bentuk-bentuk kegiatannya. '®

Dari pengalaman sejarah praktik perbankan, sekalipun telah

ditetapkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan usaha agar suatu bank

10 Ihid hal. 125-140
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khususnya dan perbankan pada umumnya selalu dalam keadaan sehat, naimun
tidak mustahil bahwa suatu bank pada akhimnya tidak dapat menghindarkan
diri dari keadaan yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Salah satu
contoh kasus yang biasa terjadi dalam industri perbankan pada awal Nopember
1997 dimana Pemerintah mengumumkan 16 bank swasta ditutup (likuidasi)
dan di cabut izin usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bank
merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kesehatan perbankan.
Dalam contoh kasus tersebut, mengatasi masalah likuiditas merupakan salah
satu implementasi tugas Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi
pengawasan, antara lain meliputi pemberian beberapa macam kredit likuiditas
untuk membantu penyelamatan suatu bank.

Pada intinya pembinaan dan pengawasan bank adalah untuk
menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, sehingga kesehatannya
tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank juga terpelihara.

Untuk mengatasi masalah sebagaimana di atas, Bank Indonesia selaku
Dewan Pengawas sckaligus pembina perbankan di Indonesia yang memiliki
otoritas pengawasan sangat diharapkan berperan dalam menciptakan sistem
perbankan yang profisional dan sehat dan pada gilirannya akan menciptakan
terpeliharanya kepentingan masyarakat sebagﬁi penyimpan dana disatu pihak

dan, dilain pihak sebagai pengguna jasa yang berhak untuk memperoleh
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layanan sebaik-baiknya dan jaminan untuk terciptanya suatu sistem perbankan
yang sehat.
B. Rumusan Maéalah
Berdasarkan ﬁraian tersebut di atas, tema pokok j/ang diangkat
dalam  penelitian untuk tesis ini berfokus pada permasalahan tentang aspck
pengawasém pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. Bertitik tolak
pada fokus permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya
sebagai berikut: |
1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan
Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Muamalat Indonesia ?
2. Apakah sanksi hukum bagi Bank Muamalat Indonesia yang melakukan
penyimpangan terhadap prinsip syariah?,
C. Tyjuan Peneclitian
Penelitian ini dilakukan bertyjuan memperoleh penjelasan tentang
pengawasan  terhadap Bank Syariah vkhususnya Bank Muamalal Indoncsia
( BMI) dalam hal-hal yang berkaitan dengan :
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara pengawaszan dan mekanisme
pengawasan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank

Muamalat Indonesia;
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum bagi Bank Muamalat
Indonesia terhadap pelanggaran rambu-rambu kesehatan bank dan
pelanggaran prinsip syariah.

D. Kontribusi Penelitian

Lahimya Bank Syariah di Indonesia baru pada tahun 1992, walaupun
institusinya sudah dikenal secara luas namun konsep dasar, prinsip
beroperasinya dan mekanisme ketjanya belum memasyarakat secara luas.
Belum banyak penelilian yang dilakukan oleh kalangan akademik khususnya
ilmu hukum tentang aspek Pengawasan Bank Muamalat Indonesia.

Mengingat akan semakin pentingnya pefanan Bank Muamalat
Indonesia dalam bidang lembaga keuangan perbankan, penelitian diharapkan
dapat memberikan kontribusi dari sisi teoritis dan praktis.

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan kajian
lebih mendalam guna mendukung pengembangan Imu Hukum,
khusuénya aturan pelaksana perbankan dengan Prinsip Bagi Hasil atau
menurut sistem1 Hukum Isfam.

2. Secara Praktis, hasil pénelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
salah satu model bagi upaya pengantisipasi persoalan hukum tcrutama
berkaitan dengan pengawasan terhadap Bank Syarizh. Sehingga secara

keseluruhan hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah wacana
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dalam pengelolaan serta pengembangan perbankan dengan prinsip Syariah

di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam literatur perbankan Islam di Indonesia, istilah lain yang
diperiukan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademis,
istitah Islam dengan Syariah memang mempunyai pengertian lain, Namun
secara teknis di Indonesia penyebutkan Bank Islam dan Bank Syariah
mempunyai pengertian yang sama.

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam ialah lembaga keuangan yang
usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas
pembayaran serla peredaran wang yang pengoperasiannya  disesuaikan
dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. H

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Istam berarti bank yang tata cara
beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni
mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Al Hadits? sedangkan
pengertian muamalah sendiri ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur
hubﬁmgan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara
perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-

beli (bui 'j, bunga (riba), piutang (gard), gadai (rahan), memindahkan utang

W Ibhid Hal.5
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(hawalah), bagi untung dalam perdagangan (girad), jaminan (dhamanah),
persekutuan (syirkah), persewaan dan perburuhan (ijarah).

Dalam operasionalnya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman
pada praktek-praktek usaha yang dilakukan di jaman Rasululllah.s.a.w, bentuk-
bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah,
atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan mustim
yang tidak menyimpang dari ketentuan Al Qur’an dan Al Hadits.'*

Bentuk-bentuk perdagangan sejak pra-Islam yang saﬁ]pai sekarang
dikembangkan dalam dunia bisnis modem antara lain : al musyarakah (joint
venture‘),ﬁ al Bai’at-Takjiri (venture capital), a/ [arah (leasing), at takaful
(insurance), af Bil'u Bithaman Ajil (insta]ment-—sale), kredit pemilikan barang
(al Murabahah), pinjaman dengan tambahan bunga (riba).

Pada masa Rasulullah SAW. yang membawa risalah Islam scbagai
petunjuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-
bentuk perdagangan mana yang boleh dilakukan dan dikembangkan serta yang
dilarang karena tidak sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu bentuk yang
dilarang 1alah perdagangan yang mengandung unsur riba. Ayat tentang
larangan riba ini diperkirakan furun menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada
usia 60 tahun. Sehingga beliau belum sampai memberikan penjelasan secara

rinci tentang riba. Oleh karena itu maka peranan jjtihad dari para ulama atau

"2 Ibid, hal. 6
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/

- cendekiawan muslim yang bisa diharapkan sebagai penggali konsep-konsep
- dasar tentang bentuk-bentuk perdagangan yang mengandung unsur riba.
Dengan demikian akan diperoleh konsep perdagangan tanpa riba yang salah

satu bentuk kelembagaan berupa Bank Islam, Bank Syariah atau bank tanpa

“bunga.

Pengertian bank tanpa bunga di sini hendaknya tidak diartikan bahwa

“bank yang pada operasinya mengganti imbalan bunga dengan bagi hasil. Lebih
lanjut hendaknya pengertian bagi hasil tidak disama-artikan dengan pembagian
laba pada perseroan. Pengertian bagi hasil di sini tidak ada keterkaitan dengan
?tanda bukti pemilikan saham atau sejenisnya. Oleh karena itn, bank tanpa
bunga mensyaratkan adanya kebersamaan, keterbukaan, kejujuran antara bank
dengan nasabahnya sehingga kedua belah pihak dapat merasakan adanya

. 3
- keadilan. e

Bank Islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah

memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, prinsip tersebut

adalah:**

3 Chalid Hasibuan, Proposal Bank Syariah Islam di Indonesia, Maret 1991
" Muhammad, Op Cit. hal.51-52
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Prinsip Simpanan Murmni

Prinsip simpanan mumi merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank
Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana
untuk menyimpan dananya dalam bentuk al waidah. Fasilitas al wadiah
bisa diberikan untuk tujvan keamanan dan pemindah bukuan dan bukan
untuk investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan

dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-Wadiah indentik

dengan giro.

2. Bagi Hasil

Sistem ini adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara
pembagian hasil usaha antara penyediaan dana ( shaibul mal) dengan
pengelola dana (mucdharib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara
bank dengan penyimpan dana, yang didasarkan prinsip ini adalah
mudharabah dan musyarakah., Lebih jauh prinsip mudharabah dapat
digunakan sebagai dasar baik untuk produksi pendanaan ( tabungan dan

deposito } maupun pembiayaan.

. Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli
( al Bai'u ) dimana bank akan terlebih dahulu membeli barang yang
dibutuhkan atau mengangkat nasabah secbagai agen bank atau scbagai

kuasa bank untuk membeli barang tersebut. Dan nasabah kapasitasnya
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sebagai agen atau kuasa melakukan pembelian barang atas nama bank,
kemudian bank menjual barang tersebut kepadanya dengan harga
sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark up).
4. Prinsip Sewa
Prinsip ini Secara garis besar terbagi dua jenis:
a. [jarah,l sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat
produksi lainnya (operating lease).
b. Bai al z‘akfri, sewa beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk
memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease).
5. Prinsip Fee (jasa)
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank.
Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank garansi,
kliring, inkaso, transfer, jasa transfer.dIl.

Prinsip dan ciri Bank Islam tersebut di atas bersifat universal dan
kumulatif. Artinya, Bank Islam yang beroperasi di mana saja harus memiliki
kesemua ciri tersebut, apabila tidak maka hilanglah identitasnya sebagai Bank
Islam.

Menurut Marulak Pardede, "> bank sebagai badat usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat, harus dapat menjaga keschatannya,

" Marulak Pardede, Tinjauan Terhadap Metode Bank Indonesia Dalam Menciptekan
Perbankan Yang Profesional Dan Sehat, News Letter No. 19 Desember 1994,
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karena kesehatan bank merupakan kepentingan dari semua pihak yang terkait,
baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank
maupun Bank Sentral selaku pembina dan pengawas bank. Dengan demikian,
pembinaan dan pengawasan bank merupakan salah satu upaya yang besar
peranannya dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat dan pada
gilirannya akan menciptakan terpeliharanya kepentingan masyarakat sebagai
penyimpén dana.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia menunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.
Dalam Undang-Undang yang sama, Pasal 24-35, Bank Indonesia ditunjuk pula
untuk melakukan tugas mengatur dan mengawasi terhadap segala kegiatan
perbankan di Indonesia.

Bank Sentral'® merupakan penasehat dalam semua bidang termasuk
kenangan, ‘urusan bank dan pengurusan utang pemerintah yang sangat
mempengaruhi kehidupan ekonomi secara keseluruhan, maka dibutuhkan
pengawasan yang sangat teliti. Berbeda dengan bank pada wmnumnya, tujuan
utama Bank Sentral tidak mencari keuntungan atau menjaga kemampuannya
sebagai roda pemutar kredit, tetapi lebih dimaksudkan untuk menjaga

kemampuan sistem perbankan secara keseluruhan, dengan tanggung jawab

¥ Di ringkas dari Muhammad Djumhana, Hukwm Perbankan di Indonesia, Citra Aditya

Bakti, Bandung.1993, hal 85 - 92
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sebagai pemberi pinjaman yang terakhir. Untuk alasan inilah Bank Sentral
tidak dibenarkan mengambil bunga atas deposito dan menghindarkan diri
untuk berurusan dengan masyarakat luas guna menghilangkan terjadinya
persaingan dengan bank umum.

Perbankan Indonesia éecara umum menampakkan corak sama dengan
yang bérléku di belahan dunia manapun. Namun secara khusus mempunyai
karakteristik yang mungkin sedikit berbeda dengan corak perbankan yang
lazim di negara lain. Salah satu kekhasan dalam perbankan Indonesia yaitu
dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan penggunaan prinsip kehati-hatian, dalam
memberikan kredit, Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Bank Bagi Hasil,
mensyaratkan Bank Syariah wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan
dan kesanggupan debitur untuk mélunas;’ kredit sesuai yang diperjanjikan.
Lebih lanjut dalam penjelasannya diingatkan bahwa kredit yang diberikan
olch bank tersebut menggunakan risiko, schingga dalam pelaksanaannya bank
harus ‘memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk memperoleh
keyakinan iérsebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan
penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan

prospek usaha dari debitur.
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Keharusan memperhatikan penggunaan prinsip keh'ltl-hatlan dalam

proses pemberian kredit ini agar kredit-kredit yang dlkeluarkan tidak mudah

menjadi kredit macet.” Hal ini sangat vital bagi set1a'p bank, karena

|
kemampuan bank uniuk membayar kembali simpanan dana mz!lsyarakat banyak

bergantung pada kemampuan bank untuk memperoleh pemI;Jayaran kembali
kredit-kredit yang diberikan kepada para nasabah debiturnya.
!

Munculnya Bank dengan prinsip Syariah sebagai :a]ternatif sistem

perbankan di Indoncsia, akan menjangkau lapisan masyairﬁkat luas yang

selama ini tidak mau berurusan dengan bank, karena tidak bisa menerima

pranata bunga. Fenomena ini sebagai salah satu sistem perbankan alternatif,

telah berlaku secara Internasional, baik dalam negara yang menggunakan

konstitusi Syariah Islam maupun di negara-negara yang berpe;merintahan non-
Islam.'® Oleh karenanya keberadaan bank dengan prinsip S:.yariah ini tidak
tepat kalau dikatakan schagai issue agama, melainkan issu(ia sistem.'® Pada
perkembangan berikutnya, lembaga perbankan Islam ini merambah keseluruh

penjuru dunia. Dengan demikian, perbankan Islam yang menerapkan prinsip

' Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit hal.13
18 Zainulbahar Noor, Membangun Citra Lewat Pengamalan byarrah Grasindo, Jakarta,

1993.

P Muhamnmad Said Hisyam, Pemanfaatan  Produk  Bank lslam/A redif Uniuk
menduknng Lingkarar Bisnis Amanah, Makalah Seminar Nasional Banl Umum Tanpa Bunga,
FE UNPAD, Bandung 1991.
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Syariah ini bisa dikatakan telah diakui sebagai salah satu sistem perbankan

« D
dunia,*

\
Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan

masyarakat, maka perlu dicarikan berbagai jalan untuk mengerahkan dana dari
masyarakat, khususnya yang belum tertampung dalam lembaga perbankan
vang sudah ada. Oleh karena itu, beroperasinya bank [tanpa bunga dengan
prinsip Syariah diharapkan mampu berperan untuk memobilisasi seluruh
potensi dana masyarakat termasuk masyarakat muslim di Indonesia yang
berjumlah lebih kurang 87 % dari seluruh penduduk Indonesia.?' Dalam
hubungan inilah pemerintah memandang perlu untuk melengkapi  sistem
perbankan Indonesia dengan sistem yang berdasarkan | pada prinsip-prinsip
Syariah Islam.?

Suroso Imam Zadjuli, * mengemukakan beberapa perbedaan yang
terlihat antara lain pada: dasar hukum operasionalnya, |asal hasil usahanya,
landasan teori ekonomi operasionalnya, risiko kerugian, dimensi waktu, beda
harga, motivasi operasional, pinjaman bagi keperluan xonsulﬁsi,‘kewajiban

terhadap pemerintah dan masyarakat, batasan operasional, serta tugas pokok

% Muhammad Syafi’i Antonio, Perkembangan Lembaga Kevangan Islam, dalam buku
Arbitrase Islam Di Indonesia, BMI-BAMUI, 1994,

2 Ibid hal. 4.
2 Bambang Tri Cahyono, Analisis Bank Syariak, BP-IPWI, Jakarta, 1996,
* Suroso Imam Zadjuli, Peran Perbankan Syariah Delam ifnvesa‘a.':i Pembangunan,
Makalah Seminar Ekonomi Islam Mendobrak Era Globalisast, Surabaya, 1995.
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konsultannya. Adanya perﬁedaan-perbedaan tersebut, bagaimanapun juga
merupakan garapan baru bagi pemerintah dalam dunia perbankan, sedangkan
Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang diberi kewajiban untuk
menyelenggérakan pengawasan perbankan perlu mcngadakan. pendckatan-
pendekatan baru.

Pengertian  “aspek pengawasan “ adalah kegiatan pembinaan dan
pengendaliaﬁ (kontro! managemen)™ ;serta pemeriksaan (audit managemen)™.
Sedangkan menurut George R Terry yang dikutip oleh Rastuti Sintaningrum *
adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan kegiatan pengawasan dan
penelitian apakah hasil pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. |

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan perbankan di
Indonesia,-senamiasa melakukan pengawasan guna menjaga kesehataﬁ bank.

Dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Bank

* Pengertian Pembinaan dan pengendalian adalah proses untuk menilai hasil kerja pada
masa kini. Inti dart pembinaan dan pengendalian pada apakah kegiatan usaha yang telah
dijalankan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat dan direncanakan sebelumnya.

% Sedang pemeriksaan (audit managemen ) adalah kegiatan untuk menilai secara bebas
terhadap pencrapan akutansi dan administrasi pembukuan, keadaan keuangan, kebijakan dan
kegiatan — kegiatan lain yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan sistem dan prosedur
(petunjuk })elaksanaan) yang ada.

% Skripsi judul Tirjauan mengenai 3istem Pengawasan terhadap Pelayanan Deposito
Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesiz, Tbk.Fak. Ekonomi, Un.Pembangunan Nasional
Veteran, Jakarta, 2001, hal, 23
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Umum/Bank Umum Syariah, Bank Indonesia  melaksanakan dengan

pendekatan dua cara, yaitu®":

a. Pengawasan yang dilakukan dengan melalui laporan-laporan yang wajib
disampaikan oleh Bank. (Thomas Suyatno dan kawan-kawan,1991:19)
Pengawasan cara seperti ini disebut pengawasan pasif atau tidak langsung.

b.  Pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan ketempat bank yang
bersangkutan, cara pengawasan ini sering disebut pengawasan aktif atau
pengawasan langsung. Dalam rangka pemeriksaan langsung tiem akan
melakukan pemeriksaan dan pengawasan dalam hal sistem dan tata kerja,
keadaan keuangan, administrasi dan lain-lain, secara teliti sehingga setiap
ada penyimpangan yang terjadi akan dapat diketahui.

Bank Tndonesia pada dasarnya adalah pengemban tugas pokok
dalam membantu pemerintah, yaitu untuk mengatur, menjaga, dan
memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi
dan pembangunan, juga memperluas kesempatan guna meningkatkan
Taral hidup rakyat. Dengan tugas tersebut Bank Indonesia bertindak
melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh bank yang ada di
Indonesia, tidak terkecuali Bank Muamalat Indonesia, untuk itu Bank
Indonesia mempunyai langkah dan kewenangan tertentu, yaitu :

a. Menentukan ketentuan tentang keschatan bank dengan memperhatikan
aspek permodalan, kualitas asset, kualitas managemen, rentabilitas,
likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha
bank, {Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan 1992);

b.  Memeriksa, buku-buku dan berkas-berkas pada bank yang dibinanya,
( Pasal 31 ayat (2) UU Perbankan 1992);

¢. Melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun

setiap waktu apabila diperlukan (Pasal 31 ayat (1) UU Perbankan
1992);

¥ Warkum Sumitro, Op.Cit. hal 130
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d. Menetapkan pengecualian bagi Bank Perkreditan Rakyat mengenai
ketentuan kewajiban bank untuk mengaudit neraca, dan perhitungan
laba rugi tahunan untuk diaudit oleh akutan publik ( Pasal 35 UU
Perbankan 1992);

¢. Memberitahukan kepada Menteri Keuangan bila ada bank yang
menurut  penilaiannya  diperkirakan mengalami kesulitan  yang
membahayakan kelangsungan usahanya, (Pasal 37 ayat (1) perbankan

1992),

Kehadiran Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia ) di Indonesia
disamping di bawah pengawasan Bank Indonesia juga adanya lembaga Dewan
Pengawas Syariah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 (1) Peraturan
Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil,
Bank Syarizh wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.?® Dewan Pengawas
Syariah ini mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap produk
perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan
rekomendasi Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga dibawah Majelis
Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariash dalam melakukan
pengawasannya berpedoman terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh

Dewan Syariah Nasional dan juga berpedoman terhadap peraturan - peraturan

lain yang terkait dengan sistem pengawasan .

% Baca, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi
Hasil.
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Dewan Pengawas Syariah adalah suatu perangkat bank yang

independen karena :

1. Ketua dan anggotanya tidak tunduk kekuasaan administrasi bank;

2. Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat umum pemegang saliam;

3. Imbalan bagi Ketva dan Anggotanya tidak ditentukan olch bagian
personalia bank, tetapi ditentukan oleh pemegang saham;

Tugas dan wewenang Dewan Syariah secara garis besar ditetapkan
pada Pasal 16 Akte pendirian Bank Muamalat Indonesia jo Peraturan Bank
Indonesia Nomer 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, sebagai berikut
Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas produk-produk
perbankan, dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana untuk
masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam. |

Tugas dan wewenang tersebut secara garis besar dapat di rinci
sebagai berikut:

1. memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk
mengerahkan maupun menyalurkan dana seﬁa kegiatan bank lainnya,

2. mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah sedang
dijalankan dinilai bertentangan der.gan syariah;

3. memberikan jawaban dalam bentuk fatwa terhadap permasalahan yang

diajukan atau dihadapi oleh pihak eksekutif dan operasi:
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4. Memerjksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan kesesuaian
Syariah dari semua produk dan operasi selama tahun berjalan.

Adauya dua lembaga pengawas bagi Bank Muamalat Indonesia ini,
meskipun secara sepintas bidang tugasnya berlainan, namun tetap saja ada
kemungkinan akan terjadinya benturan dalam rangka menjalankan fungsi dan
wewenangnya serta akibat-akibat hukum yang muncul dari pengawasan
tersebut. Kemungkjnan inflah  yang menurut penulis perlu dikaji dan
diungkapkan sﬁpaya mendapatkan perhatian khusus dalam pengaturan sistem
perunidang-undangan perbankan Indonesia, dengan harapan kehadiran Bank
Syariah atau Bank Mualamat Indonesia, dapat berkembang dan dapat ikut
andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna
meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian  pada dasamnya merupakan,”suatu upaya pencarian” dan
bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang
mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa
Inggris yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali ) dan ro search

. . . p M . &L . 14 29
(mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti “ mencari kembali «.

¥ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Radja Grafindo Persada,
Jakarta,2001, hal. 28.
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Menurut Abfjul]ah Kelib,” Metode Penelitian merupakan salah satu
bentuk peneraban 1né:tode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah,
pengembangan l.lnllgl pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan
secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

Ronny Hanitiijo Soemitro®’ Penelitian merupakan kegiatan akademik
yang menggunakan penalaran empirik dan atan non empirik dan memenuhi
persyaratan metodolc;)gi disiplin ilmu yang bersangkutan.

Metodologi ijenelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu
disesuaikan dengan éilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Sedangkan
metodologi Penelitiaén menurut Ronny Hanitijo Soemitro:*?

Menguraikané dalil logika, dalil postulat-postulat (pernyataan yang
kebenarannya tidakf perlu dibuktikan lagi, karena sudah jelas dengan
sendirinya bagi serhua orang, self evidence ) atau proposisi-proposisi
{pernyataan yang 1nésih harus dibuktikan kebenarannya), yang menjadi latar
belakang dari setiap ja11gka11 dan proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan

penelitian. Kemudian memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk

® Abdullah Kelib, Metodelogv Penelitian Righ dan Hukum Sekuler, Masalah-masalah
Hukum, Majaldh FH. UNDIP, No.5-1995, hal. 3 dari pendapat Suharsini Harikunto, Prosedur
Penelitian { Suatu ”endekatan Praktek) Jakarta, Rneka cipta, 1993.h.12.

Ronny Hanitijo Soemltro Catatan Kuliah Martikilasi, Mahasiswa Barn Hmu Hikum
UNDIP, Angkarcm XIX tahun 2000/2001.

* Muhaimin, Yesis, Fksistensi Bank Syariah dan Pengembangan di Indonesia, 2000,
dari Ronny Hanitijo Soemitro dalam Pelatihan Metodolegl Imu Sosial, UNDIP, Semarang,
tanggal 14-14 Mei 1999,
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dalam memilih alternatif itu serta membandingkan unsur-unsur penting dalain
rangkaian penelitian. Bila keseluruhan yang demikian ditujukan secara khusus
untuk melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, atau secara khusus
ditujukan untuk penelitian baban hukum scbagai sasarannya, maka di sebut
metodologi penelitian hukum.

Aliran legal realism  yang berkembang di Amerika Serikat
mengatakan bahwa dalam mempelajari hukum, pengetahuan law in the book,
adalah sama pentingnya dengan pemahaman law in action.>
Law in the book dalam metode penelitian hukum diimplementasikan dalam
paradigma penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian inventarisasi hukum
positif, asas-asas hukum, penemuan hukum in concreto/klinis, sistem hukum

dan sinkronisasi hukum.

Sedangkan law in action diimplementasikan dalam rangka paradigma
penelitian hukum ron ;Sff)kli‘fnel" . yaitu memahami dan meneliti hukum dalam
kontcks sosialnya hukum dalam masyarakat.

Dalam rangka mempelajari hukum sebagai /faw in action,hukum
bukaniah suatu gejala normatif yang otonom tetapi lebih berfungsi sosial.

Maksudnya bahwa penelitian hukum diperlukan adanya bantuan dari ilmu

*') Ronny Hanittjo Soemitro, Studi Hutkum dan Masyarakat, Alumni, Badung, 1985,

halaman 38.
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lainnya sebagai pendukungnya baik dari sudut metode maupun teori. Metode
penelitian seperti ini sering disebut juga dengan socio legal research.

Mel.l.Lll"ut Antonie A.G. terdapat 3 (tiga) presfekiif” dari fungsi hukum
didalam m.asyarakat, yaitu yang pertama, adalah prespektif kontrol sosial
dari pada hukum. Tinjavan yang demikian ini dapat disebut sebagai tinjavan
dart sudut pandang seorang polisi terhadap hukum ( the policemen view of
the law).

Pémpekﬁf kedua  adalah perspektif sosial engeneering yaitu
merupakaﬁa tinjauan yang digunakan oleh para pejabat ( the official 's
perspektif of the law ) dan oleh karena pusat perhatiannya adalah apa yang
dibuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum, maka tinjavan ini kerap kali
disebut juga the fechnocrat’s view of the law. Yang dipelajari dari sini
adalah sumber—sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilitasikan dengan
menggunakan hukum sebagai mekanisme.

Perspektif ketiga adaleh perspektif emansipasi masyarakat dari pada
hukum, Perspektif ini merupakan tinjauan bawah terhadap hukum ( #he
hottom's up view of the luw) dan dapat pula disebut sebagai perspektif
konsumen (the consumer’s perspective of the law). Dengan perspektif ini
ditinjau kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan hukum sebagai sarana

untuk menampung aspirasi masyarakat.
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Chambliss dan Saidman berpendapat, ** hukum dalam suatu negara
dengan kekuasaan yang dipusatkan tidak hanya merupakan suatu kumpulan
peraturan-peraturan saja akan tetapi juga merupakan suatu proses dinamis
yang melibatkan setiap aspek dari tindakan negara, oleh karena tindakan
negara s;tmpai batas tertentﬁ akan meliputi : pembentukan norma, keputusan
mengenai. isi “norma, keputusan pengadilan, bahwa suatu norma telah
dilanggar atau untuk menjatuhkan sanksi. Proses dinamis inilah yang
membentuk hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode dalam penelitian ini berfingsi untuk menerangkan bagaimana
data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut di analisis serta bagaimana
hasil analisis tersebut akan dituliskan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang
komprehensif, artinya pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk
menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan
perundang-undangan, ‘yurisprudensi dan pendapat ahli hukum serta
memandang hukum secara komprehensif artinya hukum bukan saja
schagéi scperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi

teks Undang-Undang ( law in books) tetapi melihat bekerjanya hukum

* jbid, halaman 45
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( law in actions) yeng menyangkut peran dan mekanisme Badan
Pengawas Perbankan Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah di
Tndone;ia dalam rangka mengembangkan sistem pengawasan perbankan
nasional.
Berdasarkan hal dimaksud tersebut, Juga menggunakan metode penelitian
kua]ita'ih"3 > hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah
(kuantitatif), tetapi data yang ada dianalisis dari berbagai sudut secara
mendalam (holistik).
Nawawi’® menyatakan penelitian  kualitatif sebagai suatu konsep
keselurqhan (holistik) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan: dengan
menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (natural = setting)
mempergunakan cara kerja yang sistematik, terarah dan dapat di
pertanggungjawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat
ilmiahnya,

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, dalam pendekatan ini
tidak lépas dari sisi pendekatan agama. Menurut Abdullah Kelib,*” dalam
hal ini terdapal berbagai kontraversial. Di satu pihak menyatakan bahwa

penclitian agama itu perlu dan dipihak lain menyatakan bahwa penclitian

% Sri*Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagal Perjanjian Tak Bernama, Pandangan

Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Alumni Bandung, 1999 hal 20.

% H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, Penelition terapan, Gajah Mada University

Press, Yogyakarta, 1996, hal 175,

7 Abdulah Kelib, Op. Cit. .hal.20-70.




32

agama tidak perlu. Di satu kubu menyatakan bahwa penelitian agama

perlﬁ menggunakan metodologi dan di kubu yang lain menyatakan tidak
| perlu menggunakan metodologi. Dj satu sisi menyatakan penelitian agama
perlu mémiliki metodologi yang kﬁas dengan pendekatan keélgamaan, dan
disisi lain  menyatakan cukup dengan menggunakan metodologi
penelitian sosial yang sudah ada. Pihak pertama dimotori oleh Mukti All,
Deliar N(_)er, Muttalada, sedang pihak kedua diwakili oleh Snouck
Hurgomjé. H.AR. Gibb, Ciliffod Geetz, Selo Sumarjan, Koentjoroningrat
dan lainnya.

Pendapat Mukti Ali, yang dikutip oleh Abdullah Kelib,** teriepas
dari kontraversial dimaksud, kenyataan menunjukkan bahwa akhir-akhir
ini terdapat kecenderungan ahli-ahli ilmu sosial mempelajari agama dan
sebaliknya ahii-ahli agama mempelajari  ilmu  sosial, Apabila
kecenderungan dimaksud dapat berkembang dengan subur maka dapat
diharapkan bahwa dunia ilmu pengetahuan di Indonesia akan memasuki
dimensi baru, yaitu terjadinya ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu
pengetahuan agama.

Pendapat Noeng Muhadjir, yang dikutip Abdullah Kelib,*? ada tiga

pendekatan dalam penelitian agama, yaitu : (1) Pendekatan Teologik, yang

8 Ibid, hal 4.

Y 1bid hal. 5
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bertolak dari wahyu sebagai kebenaran mutlak. Wahyu diterima sebagai
dokirin, sebagai kriteria kebenaran, sebagai postulat, aksioma dan premis
mayor untuk menguji kebenaran sejumlah empiris, (2} Pendekatan
Antropologik, yang mendudukkan agama sebagai gejala' sosial dan
psikologis. Pendekatan ini akan menampilkan konsep bahwa kepercayaan
agama akan fumbuh dari rasa takut kepada kekuatan gaib terasa
terlindungi oleh Yang Maha Pemurah dan Penyayang, dan (3) Pendekatan
Pizenomenologik, yang mengaku empat kebeparan empirik, yaitu empirik
sensual .(yang dapat dj_iangkau dengan ketelitian indra untuk menangkap
gejala), empirik logik ( yang dapat dijangkan dengan ketajaman akal
pikiran), empirik etik ( yang dapat dijangkau oleh akal pikiran dan hati
nurani) ditangkap, dan empirik transendental ( yang dapat dijangkau hati

nurani dan keimanan kepada Allah semata).

. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia
Cabang | Jawa Tengah, Bank Muamalat Indonesia Pusat di Jakarta, Bank
Indonesia atau Bank Sentral di Jakarta sebagai lembaga otoritaé
pengawas perbankan, serta Dewan Pengawas Syariah di fakarta serta

lembaga-lembaga lainnya yang terkait jika dipandang pertu.

3. Spesifikasi Penelitian
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Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. karena
bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang

menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan

secara statistik .

S‘mﬁber dan Jenis data

Penelitian ini membutuhkan sumber data primer dan data skunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data
‘primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu
yang dipilih secara purposive dengan menentukan informan yang
memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Mereka yang memaha_mi dan
mehéuasai permasalahan perbankan syariah dan bank konvensional,
dari aspek hukum maupun aspek ekonomi, ( 2) mereka yang sedang
terlibat langsung dalam kegiatan perbankan Syariah maupun bank
konvensional, khususnya Badan Pengawas Syariah dan Dewan
Pengawas Bank Indonesia.

b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan guna
memperoleh suatu landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan —
tulisan para ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis
( Hukum positif di Indonesia), Sumber hukum Islam khususnya yang
berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut, serta dokumen-

dokumen, arsip dan Jain-lain data yang diperiukan,
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5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melahui tiga

cara, yaitu : melalui Observasi, wawancara (intervew) dan studi

kepustakaan (iiabary research) yang dilakukan dengan tahapan—tahapan

sebagai berikut :

a)

b)

Pada tahap orientasi awal, disamping melakukan studi kepustakaan
dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-
buku, literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus permasalahan,
juga.‘ akan dilakukan observasi awal. Cara ini dilakukan untuk
memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyelurub,
tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan vyang akan
diteh'til.

Wawancara dilakukan terhadap responden terdiri dari pimpinan atau
pejabat yang berwenang Bank Mualamah Indonesia Pusat maupun
cabangnya, Bank Sentral Pusat maupun cabang, Dewan Pengawas
Syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta responden lainnya yang
terkait dengan perbankan di Indonesia. Wawancara dilakukan baik
dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, artin.ya wawancara
yang dilakukan baik dengan menetapkan sendiri masalah dan

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang
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berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk mencari Jawaban
terhadap pokok permasalahan.
¢) Studi Dokumen, yaitu :meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
6. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama  dan
instrumen penunjang, instlz‘umen utama dalam penelitian ini adalah diri
sendiri, sedz;mg instrumen_l penunjang berupa rekaman tape recorder,
catatan harian di ]apanganf serta daftar pertanyaan yang sudah disiapkan
sebelumnya. |
7. Teknik Pengecekan Validitas Data
Validitas data berﬁaksud membuktikan bahwa apa yang diamati
oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya dalam dunia
kenyataan, dan penjelasan:yang diberikan tentang dunia memang sesuai
dengan sebenarnya®® | untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data
akan dibergunakan teknik triangulasi . Triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan dz{ta vang memanfaatkan sesuatu yang lain  di
luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data

itu, dalam hal ini triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi

0§ Nasution, Metede Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1996, hal
105
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sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu berbeda dalam
metode penelitian kualitatif." Scdangkan dengan triangulasi metode,
menurut Patton terdapat 2 (dua) strategi yaitu: a) Pcngecékan derajat
kepercayaan pemenuhan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan

data, dan b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data

dengan metode yang sama.

8. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam
penelitian ini analisis yang digunakan sebagai berikut :

a) Tahap Pertama , mendasarkan dalam pendekatan doktrinal, analisis
digunakan dengan analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan
diadakan inventarisasi tethadap beberapa norma hukum yang terkait
dengan perbankan dan bank syariah pada khususnya. Dalam hal ini
akan dikum.puikan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang
terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam

suatu sistem yang komfrehensif,

1 Lexy J Moleong, Merodologi Penelitian Kudalitatif, PT. Remadja Rosdakarya,
Bandung, 2000, hal 178. {Menurut Patton (1987:331). Hal ini umumnya dapat dicapai dengan
jalan 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2)
membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan apa yang dikatakan secara
pribadi, 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang pada situasi penelitian dengan apa
yang dikatakannya sepanjung waktu, 4)  membandingkan keadaan dan perspektif sesorang
dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berkaitan. 5) membandingkan hasil
wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan).
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b} Tahap kedua, yang mendasarkan pada pendekatan non-doktrinal,
analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisa
kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
Pertamﬁ--tama dilakukan pemprosesan dan penyusunan data dalam
satuan-satuan tertentu , setelah sebelumnya dilakukan display data
dan reduksi data.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan
menggunakan pola pikir induksi. Teknik ini dilaksanakan dengan
metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Mattew B. Milles
dan A. Machael Hubermen, yang terdiri dari tiga jenis kegia’tén,
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang
dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pengumpulan data,

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi  data “kasar”
yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah

13

suatu * penyajian” sckumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan.

2 Mattew B. Milles dan A. Machael Hubermen, Analisa et 7o ditagif, Buky tentang
sumber melode-metode baru, Ul Press, Jakarta, 1992, hal. 16-18.
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Dibawah ini dapat disampaikan dalam bentuk bagan penyajian

sebégai berikut:

Bagan 1 :Metode Interaktif dari Mattew B. Milles dan A. Machael
Huberman

Pengunipulan
Data

v

( )

Penyajian
Data

Reduksi

Kesimpulan-kesimpulan
Penartkan/Verifikasi

G. Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini diuratkan dalam empat bab. Adapun sistematika
penulisannya disusun berdasarkan pokok masalah atau tema seniral yang
kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub tema sebagaimana felah

dirumuskan di muka. Uraian dari bab-bab tersebut merupakan jawaban atas
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pokok masalah atau tema sentral yang secara garis besar dapat diuraikan
sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah,
permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangléa pemikiran,
metode penelitian yang meliputi : metode pendekatan, lokasi penelitian,
spesifikasi pg:nelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data,
instrumen penelitian, teknik pengecekan validitas data, dan teknik analisa data,
serta diakhiri dengém sistemnatika penulisan.

Bab II mengetengahkan Kajian Teoritis, yang akan menguraikan
tentang Sistem Ekonomi Islam terdiri dari hakekat dan ruang lingkup ckonomi
Islam, dan pandangan Islam terhadap sistem ekonomi, selanjutnya membahas
Pengenian Bémk, meliputi pengertian bank secara umum, pengertian bank
Islam, asas, fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia, tujuan dan ciri-ciri Bank
Islam, dan konsep dasar operasional Bank Islam. Berikutnya membahas
perbedaan Bank Islam dengan Bank Kbnvensional, kemudian Pengawasan
Perbankan di Indonesia, yang menguraikan tentang pengertian pengawasan
secara umﬁm, pengr;rtian pengawasan perbankan, arti penting pengawasan
bank, langkah-langkah pengawasan bank dan dasar hukum perbankan,

Bab III menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan,
nantinya akanrmenganalisis hasil penelitian baik dari aspek hukum maupun

ekonomi, terhadap aspek pengawasan terhadap Bank Muamalat Indonesia dan
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sanksi hukum bagi Bank Muamalat Indonesia terhadap pelanggaran prinsip
syariah.

Bab [V berisi kesimpulan yang merupakan baéian akhir dari
penulisan tesislseka]igus sebagai rangkuman jawaban atas pennas.alahan yang

diangkat dalam tesis ini, serta dilengkapi dengan saran-saran yang dipandang

perlu.
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BABII
KAJIAN TEORITIS

A. Sistem Ekonomi Islam
i. Hak.ekat dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

“ Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi syariah yang memberikan
eksistensi sistem Islam di tengah-tengah eksistensi berbagai sistem
ekonomi modem. Tetapi sistem ekonomi Islam lebih sebagai pandangan
Islam yang komplek hasil ekspresi akidah Islam dengan nuansa yang luas
dan target yang jelas. Ekspresi agidah melahirkan corak pemikiran dan
metode aplikasinya, baik dalam kontek Undang-Undang kemasyarakatan,
perpolitikan atau perekonomian.

" Sungguh kita jauh dari kebenaran jika hendak menguak pandangan
Islam mengenai ckonomi, tetapt tidak mengkaji akidah Islam serta
pandangannya yang komplek kehidupan individu maupun masyarakat.

. Sesungguhnya mengkaji ekonomi Islam bukanlah dominasi para
ekonom. Tetapi kajian ekonomi Islam hendaknya dilakukan para pakar
Islam, yang menguasai pandangan Islam dengan segala aspeknya yang
sempurna. Kemudian setelah itu, baru pengkajian pada para spesialis :
“spesialis perekonomian merumuskan sistem perekonomian dengan tetap
membuat pandangan Islam sebagai landasan dan acuan dasar”. Pandangan

Islam meliputi syariahnya, yang berkaitan dengan sistem perekonomian
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maupun vang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Sebab itu kita
me'mf:)'utuhkan rumusan dasar referensi Hukum Islam. Dengan referensi
Islam inilah, sistem ekonomi Isiam berbeda dengan sistem ekonomi
Modern (kapitalis dan sosialis) sementara pokok dasar Islam berkaitan erat
dengan aqidah Islam.

Berpijak péda landasan pemikiran diatas maka adalah keharusan
sebelum mengkaji ekonomi Islam, mengkaji terlebih dahulu asas dasar
Hukum Islam, sumber dasar dalilnya, dan ketentuan-ketentuan khusus cara
mengambil dalil. Proses demikian bukan berarti keluar dari wacana
perekonomian, tetapi proses demikian memang suatu keharusan: untuk
memahami sistem ekonomi versi Islam. Hal ini merupakan keabsahan
dasar Islami, keistimewaan asas, dan keserasian dalam semua aspeknya
serta mengerti perbedaan prinsip antara ekonomi Islam dengan sistem
perckonomian modern.

Ekonomi Tslam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang

. mempelajari masalah-masalah rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.

Dengan ini tidaklah hendak dikatakan kaum muslimin dicegah untuk

mempelajari masalah-masalah ekonomi non-muslim. Definisi ekonomi

lslam ini secara mencolok bertentangan dengan definisi ekonomi modern.
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Menurut Robbins® “imu  ekonomi adalah ilmu  pengetahuan yang
mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan
sarana langhkah yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif™

IImu Ekonomi Islam dapat diartikan pula sebagal ilmu tentang
manusia, bukan schagai individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu
sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Sepintas antara ekonomi
Istam dengan ekonomi modern tidak jauh berbeda, tetapi secara
substansial ada perbedaan di mana Ilmu Ekonomi Islam dikendalikan olch
nilai-nilai dasar Islam dan Ilmu Ekonomi Modemn sangat dikuasai oleh
kepentingan-kepentingan diri si individu. Lebih lanjut di bawah ini dapat

disampaikan dalam bentuk bagan perbedaan sebagai berikut :

) M.Abdul Manan, Teori dan Praktek Fkonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta,
1997, hal. 19
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Bagan : 2 Perbedaan Nilai-Nilaia Ekonomi Islam dengan Ekonomi Modermn

(A)

Ilmu Ekonomi Istam

(B)

Ilmu Ekonomi Modemn

A.1 Manusia - (sosial namun
relegius )

B.1 Manusia — (sosial )

|

[

!

A2 A3 B.2. B.3.
Kebutuhan- Kekurangan Kebutuhan- Kelkurangan
kebutuhan sarana Kebutuhan Sarana
tidak terbatas. tidak terbatas
(E).Masalah- (E) Masalah-masalah
masalah ekononi
masalah ei|conomi
I

A4, Pilihan diantara B.4.  Pilthan  diantara

alternatif (dituntun oleh
nilai Islam ).

A5, pertukaran terpadu
dan transfer satu arah
(dituntun  oleh  etika

Islami, keckuatan pasar
dan  kekuatan  bukan
pasar),

alternatif ~ (dituntun oleh
kepentingan diri individu)

B.5. pertukaran dituntun
oleh kekuatan pasar.

Jadi ringkasnya dalam ilmu ekonomi Islam kita tidak hanya mempelajari

individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat relegius manusia

(A.1, B1) hal ini karena banyaknya'_kebutuhan ( A.2, B2) dan kurangnya

sarana (A.3/B3) maka timbulah masalah ckonomi. Masalah ini pada

dasarnya sama baiknya, baik dalam ckonomi modern maupun ckonomi

Islam. Namun perbedaan timbul karcna dengan pilihan. lmu ekonomi

Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam (A.4) dan ilmu ekonomi

modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri si individu (B.4). Yang
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membuat ilmu ekonomi Islam benar-benar berbeda adalah sistem
pertukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi
kekurangan sumber-sumber daya, dengan demikian menjadikan proses
pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan menyeluruh manusia,
(A.5) yang berbeda hanya dari kescjahteraan ekonomi (B.5).
2. Pandangan Islam Terhadap Ekonomi
Pandangan Islam terhadap kekayaan berbeda dengan pandangan

Islam terhadap'masalah pemanfaatan kekayaan. Menurut Islam, sarana-

Sarana yang memberikan kegunaan (utility) adalah masalah tersendiri,
sedang perolehan kegunaan (utility) adalah masalah lain karena - itu,
kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan kekayaan sekaligus
Sarana yang bisa memberikan kegunaan (wility) atau manfaat Sehingga
kedudukan kedua-duanya dalam pandangan Islam, dari segi keberadaan
dan  produksinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan
pemanfaatannya serta tata cara perolehan manfaatnya.

Sedang dari segi keberadaannya harta kekayaan sebenarnya
terdapat dalam kehidupan secara alamiah, dimana Allah SWT telah
menciptakannya untuk diberikan kepada manusia. Allah SWT berfirman'*:

“Dialah yang menciptakan untuk kalian semua, apa saja yang ada
di bumi” (Q.S Al-Baqarah, 29),

- Taqyudin  An-Nabhani Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Prespektif Islam),
Risalah Gusti, Surabaya, 1996, Hai 51.
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“Allah yang telah menundukkaﬁ untuk kalian lautan, agar bahtera
bisa berjalan diatasnya dengan kehendak-Nya, juga kalian bisa
mengaimbil kebaikanya” (Q.S. Al-Jatsiah : 12).

Di dalam ayat-ayat serta ayat-ayat lain yang serupa, Allah SWT
telah menjelaskan, bahwa Dia-lah yang menciptakan harta kekayaan dan
tenaga manusia dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal
lain. Semuanya ini menunjukakan bahwa Allah SWT tidak ikut campur
dalam masalah harta kekayaan, termasuk dalam masalah tenaga manusia,
selain menjelaskan bahwa Dia-lah yang telah menciptakannya agar bisa
dimanfaatkan oleh manusia, Begitu pula Allah, SWT. tidak ikut campur
dalam ménentukdn masalah bagaimana memproduksinya. Bahkan, tidak
ada satu Nash Syara’ ]:)l-m yang menjelaskan bahwa Islam ikut campur
dalam menentukan masalah bagaimana inemproduksi kekayaan tersebut,
Justru sebaliknya kita malah menemukan banyak Nash Syara’ menjelaskan
bahwa ‘Syara’ telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia agar
menggali harta kekayaan terschut, juga agar memperbaharui tenaga
manusia. Telah diriwayatkannya bahwa Nabi SAW pernah bersabda
dalam masalah penyerbukan kurma : “kalianiah yang lebih tahu tentang
(urusan) dunia kaliarn” oleh karena itu amatlah jelas bahwa Islam telah
memberikan pandangan (konsep) tentang sistem ekonomi, sementara

tentang ilmu ckonomi tidak. Dan Islam telah menjadikan pemanfaatan
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kekayaan serta mekanisme perolehan manfaat .(u{ilify) tersebut sebagai
masalah yang dibahas didalam sistem ekonomi. Sementara, secara mutlak
Islam tidak menyinggung masalah bagaimana cara memproduksi
kekayaan dan faktor produksi yang dapat menghasilkan kekayaén.

B. Pengertian Bank

1. Pengertian Bank secara Umum

Bank diambil dari kata “Banco”” bahasa Itali, artinya meja,
dahulu para penukar uang (money changer) melakukan pekerjaan mereka
di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para
pengembara dan wiraswastawan turun. Money Changer  itu meletaki-:an
uang penukaran diatas sebuah meja (banco) dihadapan mereka. Aktivitas
penukaran uang diatas banco inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi
keuangan [ﬁenelusuri sejarah dalam bidang ini, dengan nama “bank”, Di
sini berfungsi sebagai lembaga penukaran uang antara bangsa yang
berbeda mata uangnya.

Dalam lalu lintas perckonomian masyarakat modern, bank muncul
sebagai lembaga keuangan vital, dengan ini kegiatan menyediakan jasa
“permintaan dan penawaran”, lazim disebut financial intermediary, di

samping jasa-jasa di bidang lain. Dengan demikian bank berperan

** Mimbar hukum, N0.50 tahun X1! 2001, Al Hikmah & Ditbinbapera Islam, halaman 10
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melancarkan arus transaksi perdagangan dan pembayaran serta memberi
perlindungan  keamanan wang dari berbagai gangguan, seperti
pcrampokan.

Noah Webster® menyatakan bahwa dalam suatu kamus, kata

“bank” diartikan sebagai :

a. Menerima deposito uang, cusfody, menerima uang, untuk memberikan
pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu
dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh
keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.

b. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.

¢. Gedung atau tempat dilakukan transaksi bank atau tempat
beroperasinya perusahaan perbankan.

Disamping itu, ada juga yang memberi arti kepada bank scbagai
suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil,
yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan
pinjaman, dan menerbitkan promissory notes yang disebut dengan bank
bills atau bank notes. Namun demikian fungsi bank yang orisinil adalah
hanya menerima depositi berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain."’

Menurut kamus istilah hukum Fockema Adreac® yang dimaksud

dengan bank adalah :

46 Noah Webster, dalam munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti,
Bandung , 1999, hal.13.

7 Munir Fuady, /bid . Hal 14.

. Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Radja Grafindo,
Jakarta, 1995 hal 4 -
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Suatu Jembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusaliaan
dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak
ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan
kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah
orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur
menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Pasal 1 Undang-Undang Perbankan menjelaskan pengertian bank

dan perbankan adalah sebagai berikut :

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank,
inencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kedalam masyarakat dalam

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Menurut  Abdurrahman™, perbankan (banking) ialah kegiatan
dalam menjual belikan mata uang, serta efek dan instrumen-instrumen
; yang dapat diperdagangkan. Sedangkan Sentosa Sembiring menyatakan®®
bahwa bank adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat

mengingatkan diri dengan pihak keliga.

' Ba¢a Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10
Tahun 1998, Tentang Perbarkan.

®  Abdurrachman, dalam Santoso Sembiring, Hukum Perbanan, Mandar Maju,
Bandung, 2000, hal.1.

. Abdurrachman, A, dalam Munir Fuady, Op. Cit, hal 13.
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Menurut O. P. Simorangkir’® pengertian bank diartikan sebagali :

\

Salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan
memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu
dilakukan baik dengan modal sendiri atau dana-dana yang
dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan
memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

2. Pengertian Bank Islain

Bapk Islam adalah nama lain Bank Syariah. Secara akademik
keduanya terdapat perbedaan pengertian, mamun substansialnya boleh
dikatakan sama. Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam ialah lembaga
keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan Jasa-jasa dalam
lalu lintas pembayaran seérta peredaran uang yang pengoperasia;nnya
disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam,>

B'érdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata
cara berbperasinya di dasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam,
yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis,
sedangkan pengertian muamalat sendiri ialah ketentuan-ketentuan yang
mengaiur hubungan manusia dengan manusia, baik hubuﬁgan pribadi

maupuri antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi

bidang kegiatan jual-beli (bai!), bunga (riba), piutang (qard), gadai

2 0. P.Simorangkir, dalam Sentosa Sembiring, Huktm Perbankan, Mandar Madju
Bandung, 2000, hall.
% Ensikloped Islam, Jakarta, 1994,
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(rahan), memindahkan utang (hawalah), bagi untung dalam perdagangan

(qirad), jaminan (dhamana), persekutuan (syirkah), persewaan dan

perburthan (Yarah),
3. Asas, fungsi dan Tujuan Perbankan dj Indonesia

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun
1992, menegaskan bahwa perbankan Indonesia haruslah berdasarkan
demokrasi  ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Demokrasi ekonomi di sini demokras; yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undan g Dasar 1945.

Sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat.” Hal in; berarti perbankan
dituntut peran yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat
dalam rangka pembangunan nasional,

Thomas Suyetno®, menyatakan tentang keberadaan lembaga
perbankan dalam masyarakat sebagai berikuyt -

Keberadaan bank dalam kehidipan masyarakat dewasa ini,
mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga perbankan
khususnya banik umum, merupakan intisari darj sistem keuangan
tiap negara, Bank merupakan lembaga keuangan npemerintah,
swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melaluj kegiatan
perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani
kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem
pembayaran bagi semua sektor perekonomian,

_—
* Zaenal Asikin, Op. Cif, hal. 5
> Baca pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,

Thomas Suyetno, dalam Sentosa Sembiring, Op. Cit, hai 7,

—_— v
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Iswardono® Melihat fungsinya, Bank Umum mempunyai fungsi

sebagai berikut :

Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan
pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (financial
investmen). ‘
Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang,

Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak
digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran dan lain-
lain,

Menciptakan kredit (created money deposit) yaitu dengan cara
menciptakan demand deposit (deposit yang dapat divangkan) yang
sewaktu-waktu dari kelebihan cadangannya (excess reserves)
Selanjutnya tujuan perbankan nasional adalah bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah
peningkatan kesejahteraan rakyat.”®

4. Twjuan, dan Ciri-ciri Bank Islam

Dibentuknya bank-bank Islam bertujuan ;>

a.

Mengarahkan kegiatan ckonomi umat untuk bermuamalah seccara
Islam, khususnya berkenaan dengan perbankan yang terhindar dari
praktek riba;

Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan
meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, schingga tidak
terjadi  kesenjangan yang mecolok antara sipcmilik modal  dan
pengelola modal; dan

Untuk menyelamatkan umat Islam dari ketergantingan bank non
muslim, -
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Perbankain

Iswardono, sebagaimana dikutip Muhamad Dijumhana, dalam  Hukum

..OP.Cit. hal 87.

** Baca pasal 4 Undang-undang No.7 Th.1992, Op.Cit.
 1sa Abdulrahmar, Al- Muamalat al Haditsah wa akhamauh, Cairo,t.th, sebagaimana
dikutip oleh Abstani Ilyas, Mimbar Hukum, S0/XT[/2001,
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Sedang Bank Islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip
syariah memiliki ciri-ciri dan keistimewaan yang berbeda dengan bank
konvensional. Ciri-ciri tersebut adalah :*

a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian

diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak rigid
dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam
batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu
sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah
masa  kontrak  berakhir  dilakukan kontrak baru  untuk
menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan Al Qur’an surat Al Bagarah,
ayat : 280, yang artinya : “dan jika sipeminjam itu dalam kesukaran,
maka beri tangguhlah sampai dia berkelopangan. Dan kalau kamu
sedekahkan sebagian atau semua hutangnya itu, lebik baik bagimu
kalau kamu mengetahui”;

Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan
pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat
pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem
persentase memungkinkan beban bunga sernakin menjadi berlipat
ganda. Lebih-lebih apabila nasabah tidak mampu mengembalikan
pinjaman itu karena suatu hal, maka pada akhirnya bisa terjadi jumlah
bunga menjadi jauh lebih tinggi dibanding dengan jumlah pokok
pinjaman. Penerapan sistem ini sama dengan bunga-berbunga yang
mana hal ini sangat menjerat terutama peminjam yang pada umumnya
berposisi lemah kemampuan ekonominya;

Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Tslam tidak
menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (fixed
return) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang
mengetahui untung-ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanya
Allah Swt. Artinya bank maupun orang yang bersangkutan sendiri
belum tahu pasti, karena sifatnya masih berusaha. Bank Islam
menerapkan sistem yang didasarkan atas penyertaan modal untuk jenis
kontrak al-mudharabah dan al-musyarakah dengan sistem bagi hasil
(profit and loss sharing) uang tergantung pada besamys keuntungan.
Sedangkan penerapan keuntungan di muka hanya diterapkan pada
jenis kontrak jual-beli melalui kredit pemilikan barang/aktiva (al-

0 1bid hal. 12
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murabahah dan al-bai'u bithaman ajily sewa guna usaha (ijarah),
karena kemungkinan rugi dan jenis-jenis tersebut relatif keci I;

Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan oleh
penyimpan dianggap sebagai titipan (al wadiah) sedangkan bagi bank
merupakan titipan yang diamatinya sebagai penyertaan dana pada
proyek-proyek yang dibiayai bank tersebut untung, maka penyimpan
akan memperoleh bagian keuntungan yang bisa jadi lebih besar dari
tingkat bunga deposito atau tabungan yang berlaku pada bank
konvensional. Bentuk lainnya yang berupa giro dianggap sebagai
titipan murni karena sewakiu-waktu dapat ditarik kembali, dapat
diberikan bonus, ijin penggunaan simpanan itu dalam operasi bank dan
dapat juga dikenakan biaya penitipan; ‘

Bank Islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari
mata uang yang sama, ci mapa dari transaksi itu dapat menghasilkan
keuntungan. Ofeh karena itu dalam memberikan pinjaman pada

umumnya tidak memberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam’

bentuk pembiayaan pengadaan barang. Dengan demikian tidak
diperlukan jaminan kebendaan, karena selama kredit belum lunas
barang tersebut masih menjadi milik bank. Kalaupun ada, hanyalah

jaminan tambahan dan hanya diterapkan pada transaksi bisnis lintas
negara; '

Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan non Halul”
sebagal hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya
menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya digunakan untuk
menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk
kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial;®'

Ciri lain bank Islam adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang
bertugas uniuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut
syariahnya. Sclain manajer dan pimpinan Bank Tslam yang diangkat
harus menguasai dasar-dasar muamalat Islam. Ciri ini yang diharapkan
dapat menjamin bahwa operasional bank Islam tidak menyimpang dari
tuntunan syariah Islam;

Produk-produk Bank Islam selalu menggunakan sebutan-sebutan
dengan istilah Arab, misalnya al-mudharabah, al-murabahah, al-bai’-

4! Karnaen Perwataatmadija, Op. Cit, hal.17




56

bithaman gfil, al-ijarah, bai'v takjiri, al-gardul-hasan dan sebagainya
di mana istilah-istilah tersebut telah dicantumkan dalam kitab-kitab
Fiqih Islam;

i.  Adanya produk khusus yang tidak terdapat dalam bank konvensional,
yakni kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial. Produk ini
diperuntukkan khusus untuk orang-orang miskin/sangat membutuhkan
dan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang urgent. Sumber

dana untuk fasilitas sosial ini berasal dari zakat, infaq, shadagah dan
pendapatan non halal;

j. Fungsi kelembagaan Bank Islam selain menjembatani antara pihak
pemilik  modal/memiliki kelebthan dana dengan pihak yang
membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu tanggung

| jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu

apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan pegjanjian.

5. Konsep Dasar Operasional dan Jenis Usaha Bank Islam

a. Konsep Dasar Operasional Bank Islam.

Selain ciri-ciri  Bank Syariah tersebut diatas, menurut

62

Muhammad menjelaskan,” Bank Islam dalam menjalankan usahanya

minimal mempunyai 5 prinsip konsep dasar operasional yang terdiri
dari :
1. Prinsip Simpanan Murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan olch
Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang
kelebihan dana untuk mcnyimpan dananya dalam bentuk  al
wadiah. Fasilitas al wadiah bisa diberikan untuk tujuan keamanan
dan pemindah bukuan dan bukan untuk investasi guna
mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

52 Muhammad, Op. Cit, hal 51
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Dalam dunia perbankan konvensional Al-Wadiah indentik dengan
giro;

Prinsip Bagt Hasil

Sistem ini adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara

pembagian hasil usaha antara penyediaan dana ( shaibul mai)
dengan pengelola dana (inudharib). Pembagian hasil usaha ini
dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, yang didasarkan
prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip
mudharabah dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produksi
pendanaan ( tabungan dan deposito } maupun pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

i

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tatacara jual
beli  ( al Bai’u ) dimana bank akan terlebih dahulu membeli
barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagaj agen
bank atau sebagai kuasa bank untuk membeli barang tersebut. Dan
nasabah kapasitasnya sebagai agen atau kuasa melakukan
pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang
tersebut kepadanya dengan harga sejumlah harga beli ditambah
keuntungan (margin/mark up).

Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi dua jenis:

a. Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat
produksi lainnya (operating lease).

b. Bai al takjiri, sewa beli, dimana si penyewa mempunyai hak
untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease).

Prinsip Fee (jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang
diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara

‘lain Bank garansi, kliring, inkaso, transfer, jasa transfer.dll.
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Ciri-ciri Bank Islam tersebut di atas bersifat universal dan
kumulatif. Artinya, Bank Islam yang beroperasi dimana saja harus

memiliki kesemua ciri tersebut, apabila tidak maka hilanglah

identitasnya scbagai Bank Islam.

Dalam upaya mencapai tujuan Bank Muamalat Indonesia di

dalam operasionalnya akan mendasarkan strategi usaha sebagai

berikut:®
1. Sasaran Pembinaan

Sasaran pembinaan BMI meliputi pengrajin industri kecil, nelayan,
peternak, pekebun petani tanaman pangan dan holtikultura,
pedagang kecil, pengusaha transportasi dan pengusaha lainnya.
Untuk sasaran tersebut dilakukan kegiatan untuk membina dan
mempercepat  berkembangnya masyarakat kelompok ekonomi
menengah ke bawah untuk mengantisipasi dampak negatif dari
pembangunan, schingga terbentuk landasan yang kokoh bagi
pengembangan manusia seutuhnya dalam pembangunan nasional
jangka panjang kedua.

2. Setrategi Pengembangan

Dalam upaya mencapai tujuan Bank Muamalat Indonesia di dalam
operastonalnya akan mendasarkan kepada Strategi usaha sebagai
berikut
a) bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah
ada dengan cara;
> mengintrodusir dan membina pengembangan produk-
produk dan sistem perbankan berdasarkan syariah Islam;
# Mengintrodusir sistem pengembangan usaha berdasarkan
kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan resiko,

53 Markum Sumitro, Op.Cit. hal.29
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» Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga
swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan nilai
dan pengembangan usaha kecil dan menengal.

~ b) mendorong perkembangan Bank-Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) baru di daerah-daerah potensial, pengembangan usaha

kecil dan menengah dengan cara ;

penyediaan modal perangsang;

penyediaan staf BPR dan pelatihan;

penyediaan mocal kerja dan pembinaan teknis;

pembinaan lanjutan;

merintis dan raengembangkan kerja sama dengan LSM

dalam mendukung peninglkatan kemampuan manajerial dan

teknologi, peningkatan nilai tambah dan pengembangan
usaha pengusaha kecil dan menengah.

¢} bekerjasama dengan badan amal zakat, infaq dan sodakah
(BAZIZ) mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infaq dan

. sodakah untuk proyek-proyek pengembangan usaha kecil dan
menengah,

d) merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-
lembaga penyediaan bantuan teknik manajemen untuk
pengusaha kecil dan menengah.

e) merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-
lembaga penyedia teknologi peningkatan produktivitas.

f) merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik ke lembaga
‘penyediaan bantuan pembinaan ketrampilan akuntansi.

g) mengembangkan peranan lembaga dan melancarkan jaringan
penyediaan bahan baku.

h) mengembangkan peran kelembagaan pemasaran hasil produksi.
(H. Kamnaen Perwataatmadja, dan H. Muhammad Syafi’i
Antonto, 1992;85:87)

VYV VVY

b. Produk Bank Muamalat Indonesia

Prinsip-prinsip produk syariah yang dipergunakan dalam

penghimpunan dana, vaitu :




1.
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Wadigh
Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu

maupun golongan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat

bila pemilik menghendakinya.

Keberadaan prinsip Wadiah'ini didasarkan pada :%¢
(1. A1~Qurzin_ Surat AN-Nisa (4) ayat 58 sebagai berikut:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan
amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya”.

(2). Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 yang artinya:

<

“..... jika kedua belah pihak telah percaya mempercayai, maka
hendaklah yang dipercayai (yang berhutang) itu menunaikan

amanatnya. Dan hendaklah ia Dertaqwa kepada Allah,
Tuhannya....”

(3} Hadist Rasulullah SAW, yang betbunyi:

“tunaikanlah amanah yang berhak menerimanya dan jangan
membalas kianat terhadap orang telah menghianatimu. (HR.
Abu Dand dan Termizi).

Dari Ibnu Umar berkata , bahwasanya Rasulullah SAW, yang telah
bersabda “Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak
beramanah, tiada sholat bagi yang tak bersuci (HR. Tabrani)

% Mohammad Syafi'I Antonio, Op.Cit. hal.85
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2. Mudharabah Mutlaqah

'a) Mudharabah Mutlagah adalah kerja sama antara dua pihak di

mana pihak pertama (shahibul maal} menyediakan modal dan
| memberikan kewenangaa penuh kepada pihak lainnya
(mudharib) dalam menertukan jenis .dan tempat investasi,
sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut
kesepakatan di muka,

b) Mudharabah Muqqayadah adalah kerja sama antara dua pihak
di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal
dan memberikan kewenangan terbatas kepada pihak lainnya
{mudharib) daialﬁ menentukan jenis dan tempat investasi,
sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut

kesepakatan di muka.

Keberadaan prinsip Mudharabah ini didasarkan pada :

a. Al-Quran Surat Al-Muzammil (73) ayat 20 yang artinya:

“.... Dan sebagian dari meraka orang-orang yang berjalan
dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.”

. Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi:

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidina Abbas,
Jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara
raudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa
rengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau
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membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi
peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas
" dana tersebut. Disampaikannya syarat-suarat tersebut kepada
Rasulullah SAW, dan Beliaupun memperkenankannya.

Prinsip-prinsip produk syariah yang dipcrgunékan dalam
penyaluran dana yaitu :

1. Murabahah

Adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah
dcngaﬁ nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk
* pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan
nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga
Jual bank atau harga beli bank ditambah margin keuntungan pada

waktu yang ditetapkan.

Prinsip ini dinyatakan dalam Al-Qur’an surat AN-Nisa’ (4) ayat 29
yang artinya:
Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan
harta (hak) sesamamu dengan jalan curang (bathil), kecuali
dengan cara perdagangan yang berlaku dengan suka rela (suka
sama suka) di antara kamu. ...

Kemudian dalam Hadist Rasulallah SAW, yang berbunyi sebagai

bertkut :
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Dari Suhai ra. Bahwa Rasulallah bersabda - “tiga perkara yang F
didalamnya terdapat keberatan 1). Menjual dengan membayar
kredit; 2) Mugaradhah (mudbarabah); 3). Mencampur gandum

dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual !
(HR. Ibnu Majah) |

2. Mudharabah
Adalah lkerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama
-(shahibul maal) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelcla dana (mudharib) di mana keuntungan dan

kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka.

Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Muzammil - (73)

ayat 20 yang artinya:

“.... Dan sebagian dari meraka orang-orang yang berjalan
. diruka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.”

‘Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi:

Diriwayatkan oleh Tbnu Abbas, bahwasanya Sayyidina Abbas,
. jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara
mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa
mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau
membeli temak yang berparu-paru basah, Jikalau menyalahi
peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas
dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada
Rasulullah SAW, dan Beliaupun memperkenankannya.
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3. Musyarakah

Adalah perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan
nasabah yang membutuhkan pembiayaan, di mana bank dan
naéabah secara bcrsa1ng~sa1na memb ayai suatu usaha atau proyek
yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai
dengan penyertaan di mana keuntuugan dan kerugian dibagi sesuai

kesepakatan di muka.

Pringip ini ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits -

& Al-Quran Surat As-Shad (38) ayat 24 yang artinya berbunyi

sebagi berikut :

...... dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal shaleh.., >

b. Dalam IHadist Rasulallah SAW yang berbunyi:

Bahwa Rasulallah SAW telah berkata, saya menyertai dua
pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya
tidak mengkianati yang lainnya, seandainya berkianat maka
saya keluar dari pernyataan itu (FIR Abu Daud).




65
Salam
Adalah pembiayaan jual-beli di mana pembeli memberikan uang
terlebih dahuin terhadap barang yang dibel yang telah disebutkan
spési fikasinya dengan pengantaran kemudian.
Prinsip ini ditégaskan dalam Al-Qur’an dan hadits, yaity :
‘Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 282 :

Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara funai untuk wakty yang ditentukan, hendaklah kamuy
menulisnya ... © '
Dalam hadits dijelaskan sebagai berikut :
Barang siapa yang menjalankan salaf (salam) hendaknya ia
melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas
pula, untuk jangka waktu yang diketahui,
Istishna
Adalah pembiayaan jual-beli yang dilakukan antara bank dan
nasahah di mana penjual atan pthak bank membnat barang vang
dipesankan oleh nasabah. Bank untuk memenulii pesanan nasabali
dapat melimpahkan pekerjaannya kepada pihak lain,
. [jarah
Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk
~memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang

sewa sesual dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir

maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa dapat
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juga memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan

kepémilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak

lain (ijarah wa iqgtina). -

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang hal ini dapat dilihat

dalam Al-Quran Surat Al-Qashas (28) ayat 26 yang berbunyi

sebagi berikut :

“.... Salah seorang dari kedua gadis berkata: “Wahai Bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena
sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. .

Selanjutnya dalam Surat At-Thalaq (65) ayat 6 menyatakan :

Selanjutnya jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu,
maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar ra. bahwa

Rasulallah SAW telah bersabda :

Berikanlal upah (sewa) buruh ini sebelum kering keringatnya
(HR Ibnu Majah). Dalam Hadist Yang Lain dinyatakan bahwa
dari Abi Sais Al-Hudri ra. Rasulallah SAW telah bersabda
orang siap mempekerjakan pekerja maka hendaklah
menjelaskan upahnya. (HR.Baihaqi).

Prinsip-prinsip produk syariah yang dipergunakan dalam

penyelenggaraan jasa-jasa perbankan yaitu :
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Kafalah

Adalah akad pemberian garansi atau jaminan oleh pihak bank
kepada nasabah untuk menjamin  pelaksanaan proyek dan
pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

Prinsip ini ditegaskan :
a. Al-Qur’an Surat Yusuf (12) ayat 72 yang berbunyi :

Kami kehilangan piala raja, dan siapa vang dapat
mengembalikannya akan memperoleh bahan makan (seberat)
beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.

b. Sununah Nabi Muhammad SAW, yang menceritakan

Bahwa Rasulullah SAW telah dihadapkan kepadanya mayat
scorang  laki-laki untuk disembahyangkan. Apakah ia
mempunyai warisan?, sahabat menjawab tidak, Rasulullah
bertanya lagi apakah ia mempunyat hutang?, sahabat menjawab
ya, dua dinnar. Rasulullahpun menyuruh para sahabat untuk
menshalatkan (tetapi beliau sendiri tidak). Dalam pada itu Abu
Qatadah berkata : “saya menjamin hutangnya ya Rasulullah”,
maka Rasuluilahpun menshalatkan, (HR. Sukhari).

Wakalah
Adalah akad perwakilan antara kedua belah pihak atau bank dan
nasabah, di mana nasabah memberi kuasa kepada bank untuk

mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.
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Al-Qur’an Surat Al Kahf (18) ayat 19 yang menyatakan -
maka suruhlah salah Seorang diantara kamu pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini.. .”

Al-Qur’an Surat An-Nisa (4) ayat 35 yang menyatakan:
maka jikalau kamu kuatirkan ada persengketaan antara

keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai keluarga Jaki-
laki dan seorang juru damai darj keluarga perempuan,

3. Hawalah

Adalah akad pemindahan piutang nasabah kepada bank untuk

membanty  nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat

melanjutkan produksinya dan Bank mendapat imbalan atas Jjasa

pemindahan piutang tersebut.

a. Hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi : dari Aby Hurairah ra.

Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah
suatu bentuk kezaliman, apabila salah seorang diantaranya
diminta untuk dialihkan pembayaran hutangnya kepada yang
berkemampuan maka teriraalah (HR. Bukhari dan Muslim);

b. Bedasarkan metologi usul figh, Hiwalah dapat digiaskan
dengan Al-Kafalah. Karena Kafalah merupakan jaminan yang
diberikan oleh penanggung (kafi) kepada pihak ketiga untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung,
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4. Al-Qardhul Hasan

Prinsip Al-Qardhul Hasan 'ini dapat diartikan sebagai prinsip

'

pemungutan biaya administrasi atas pinjaman kebijakan tanpa
tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan
suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan
talangan dana baik tunai maupun untuk pengadaan barang, disertai
dengan kewajiban membayar biaya administrasi, dengan sistem

pembayaran tangguh atau dicicil, sesuaj dengan kesepakatan,

Keberadaan lembaga ini mendasarkan pada :
a. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya berbunyi:

Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT
pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak....”

b, Hadist Rasulallah SAW, yang berbunyi sebagi berikut :

Dart Ibnu Mas’ud ra, bahwa Rasulallah SAW bersabda:
tidakiah seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali sama
baginya dengan memberi sekali”. Kemudian dalam Hadist tain
Rasulallah bersabda: “dari Abu Hurairah ra. Rasulallah SAW
bersabda : “barang siapa telah melepaskan saudaranya yang
muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT
akan melepaskan dari satu kesusahan di Yaumul Qiamat.
Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di
dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan di
akherat. Sesungguhnva Allah SWT senantiasa membantu
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seorang hamba, selama hamba tersebut membanty saudaranya.

(HR. Mustim).

C. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah dengan Bank Konvensional dalam beberapa hal
memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisine
transfer, teknologi komputer yang digunakan, Syarat-syarat umum
memperoleh pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP), proposal, laporan keuangan dan sebagainya, namun

terdapat perbedaan-perbedaan mendasar diantara keduanya.

Perbedaan tersebut menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha
yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Berikut ini akan diuraikan perbedaan

tersebut adalah sebagai berikut:
1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam BRank Syariah akad yang «lilakukan memiliki duniawi dan
ukrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Seringkali
nasabah berani’ melanggar kesepakatan atau perjanjian  yang  telah
dilakukan bila hukum ity hanya berdasarkan hukym positif belaka, tetapi
tidak demikian bila perfanjian tersebut memiliki pertanggung -jawaban

hingga yaurmnul givamah nanti,




71

Setiap akad dalam perbankan Syariah baik dalam hal barang,

maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti:

a. Rukun : penjual, pembeli, barang, harga dan akad/ijab-qobu].

b. syarat:

» Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa
yang haram menjadi batal demi hukum syariah;

> Harga barang dan jasa harus jelas;

> Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena berdampak pada
biaya transportasi;

» Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikyasai
seperti yang terjadi pada transaksi skorf sale dalam pasar modal;

2. Lembaga penyelesaian,

Sengketa berbeda dalam perbankan konvensional, pada perbankan
Syariah jika terdapat perbedaan atau perselisthan antara bank dengan
nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di Peradilan
Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukuym materi

Syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan

prinsip Syarizh di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase
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Muamalat Indonesia (BAMUI), yang didirikan secara bersama oleh

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majlis Ulama Indonesia,

3. Struktur Organisasi

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan Bank
Konvensional, misalnya dalam hal Komisaris dan Direksi. Tetapi terdapat
unsur yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional
adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) vang bertugas

mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan

garis-garis Syariah.

Dewan Syariah diletakkan pada posisi yang setingkat dengan
Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas
dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Karena itu, biasanya penetapan
anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah

Nasional (DSN).
. Bisnis dan Usaha Pembiayaan

Dalam Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak
terlepas dari saringan syariah. Karena itu Bank Syariah tidak akan

mungkin membiayai usaha yang terkandung dalamnya hal-hal yang di
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55 . . . .
haramkan ¢ Pembiayaan perbankan Syariah syaty Pembiayaan tidak akan

disetujui sebelum dipastikan beberapa hai pokok, diant

aranya  sebagai
beriknt :

a. apakah objek pembiayaan halal atay haram;

b. apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat;
C. apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila;

d. apakah proyek berkaitan dengan perjudian;
€. apakah usaha ity berkaitan den

gan industrj senjata yang ilegal atay
berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal, dan

f. apakah proyek dapat

merugikan syiar Islam, baik secara langsung
maupun tidak langsung '

5. Lingkungan Keija dan Corporate Cultur

| Sebuah bank syariah selayaknya memilik; lingkungan kerja yang

sejalan dengan syarigh. Dalam ha] etika, misalnya sifat amanaly dan

shiddiq, harug melandasi setiap karyawan sehingga tercermin Integritag

eksekutif muslim yang baik. Dij samping itu karyawan Bank Syariah harug

skififul dan profesion. “fathonah), dan mampu melakukan tugas secara

feam work dimang infc masi meraty di seluryh fungsional organisasi

" Mubammad Syafii

Antonio, Op i 2 33 24,

T p Ty
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{tabligh). Demikian pula dalam hal reward dan punishment  diperlukan

prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah, %

Perbedaan  antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional disajikan

dalam tabel adalah sebagai berikut -

Bagan : 3

NO BANK ISI.LAM - BANK KONVENSIONAL

1 Melakukan invenstasi- | Invenstasi yang halal dan
invenstasi yang halal saja haram :

2 Berdasarkan prinsip bagi | Memakai perangkat bunga;
hasil, jual beli, atau sewa

3 -Profit dan falah oriented®’ Profit oriented;

4 Hubungan dengan nasabsah Hubungan dengan nasabah
dalam bentuk kemitraan dalam bentuk hubungan

debitur -- kreditur;

5 | Penghimpunan dan | Tidak ada dewan sejenis.
penyaluran  dana  harus
sesuai dengan fatwa De van

| Pengawas Syariah.

8 Loc. Cit, hal. 34

" falah berarti mencari kemakmuran di duria dan kebahagiaan di akhirat,
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D. Pengawasan Perbankan Di Indonesia

1. Pengertian Pengawasan secara umum,

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pengawasan” berarti
penilikan dan penjagaan ** Dengan demikian, dalam bidémg apa pun
istilah bengawasan itn dipergu;lakan selalu mengandung pengertian
sebagai langkah untuk melihat kembali, memperhatikan, mengamat-amati
atau mengonirol serta sebagai langkah dalam rangka menjaga dengan baik
supaya langkah tersebut sesuaj dengan yang dimaksud atay di rencanakan,

Sédangkan pengawasan dalam istilah umum mempunyai
bengertian  merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus
berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana
mestinya, %

Pendapat senada dikemukalkan oleh Ir. Sujamto (1986), yang
mendefinisikan pengawasan sebagai s2gala usaha dan kegiatan untuk
mengetahui  dan  menilaj kenyatasn yang sebenarnya mengenai

pelaksanaan tugas atay kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya

atau tidak.”

1990,

Poerwaodarmlmo Kanrus Besar Bahas: Indonesia, jakarta, 1995
qofyan Salri Harahap, Unsur Agame Dalam Sistem Pengawasan, FE USU, Medan,

™ Ihid hal. 1.
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Pengertian pengawasan ( Controlling ) menurat Goerge Terry’
adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan kegiatan pengawasan dan

penilaian apakah hasil pekerjaan  telah dapat dicapai sesuaj dengan

Tencana yang telah ditetapkan. Salah satu fungsi dari pe.mimpin atau
manajer terscbul  adalah sebagai  pengawas (Controlling), ¥ ungsi
pemimpin ini berhubungan dengan usaha penyelamatan Jjalannya
perusahaan kearah yang telah dicita-citakan sesuai dengan tujuan yang
| telah ditetapkan. Maka pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses
| untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan

mengoreksi bila perlu dengan maksud Supaya pelaksanaan pekerjaan

sesual dengan rencana semula,

Pengawasan harus dilakukan secara cost benefit ratio artinya
biaya pelaksanaan pengawasan (kontrol) harus lebih kecil dari keuntungan

yang diperoleh dari hasil pengawasan, maka pengawasan hanya efektif

apabila ;7

a. Posisi jabatan pengawas ity benar-benar independen dalam arti tidak
tergantung pada siapa yan g diawasi, dan pekerjaan apa yang diawasi.

i Scorang pengawas tidak boleh melakukan kegiatan opcrasional, ia

: harus berada di Juar supaya dapat dengan bebas memantau
peclaksanaan yang berlangsung:

b. Posisifjabatan pengawas itu harus diatas posisi/jabatan yang diawasi ;

7 Dikutip dari Rastuti Sintaningrum, Skripsi  Judul  Tinjanan mengenai  Sistem

FPengawasan terhadap pelayanco: Deposito Mudharobah pada PT. Bank Muamalat {ndonesia,
Thk. halaman 21.

2 Op.Cit. hal 101
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¢. Harus ada prosedur dan manual yang baku, tertulis dan teryji sebagai
dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan;

d. Pengawas harus memiliki kualitas kejujuran yang tinggi, dan

€. Pengawas harus memiliki pengetahuan teori dan skill yang luas.

Menurut Certo (1985) yang dikutip oleh Sofyan Shafri Harahap,”

agar pengawasan dapat sukses harus disadari bahwa -

a. Langkah Pengawasan (kontrol ) tertentu hanya berlaku untuk suatu
organisasi tertentu. Artinya suatu sistem pengawasan tidak akan
berlaku untuk semua badan; .

b. Kegiatan pengawasan (kontrol) harus. dapat mencapai beberapa tujuan
sekaligus;
¢. Informasi untuk pengawasan (kontrol) harus diperoleh tepat waktu;

d. Mekanisme pengawasan (kontrol) harus dipahami semua orang yang
ada dalam organisasi.

Menurut Duncan  (1975), yang dikutip oleh Sofyan Shafti

Harahap,™ mengemukakan beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai

berikut :

a. pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya oleh karena itu
harus dikomunikasikan;

Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut olch organisasi:
Pengawasan harus diindentifikasi segera;

Pengawasan harus fleksibel, dan

Pengawasan harus ekonomis,

a0 g

Dari batasan pengawasan dj atas, bahwa tujuan utama dari

pengawasan talah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi

“ Ibid, hal 101 - 102
™ Ibid, hat 101 - 102
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kenyataan untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut maka
pengawasan pada syarat pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan
sesual dengan instruksi yang telah dihadapi dalam pelaksanaan rencana
berdasafkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk
memperbarkinya baik pada waktu itu ataupun untuk waktu-waktu yang
akan datang,.

Pada dasarnya pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang
untuk menjainin guna menilai bahwa suatu tujuan akan dapat dicapai
scbagaimana diharapkan, dengan demikian pengawasan mengandung 4
arti yaitu:

Menghindarkan timbulnya kesalahan dan kecurangan;
Mendapatkan dan merumuskan kesalahan dan kecurangan;

Agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana;dan
Meningkatkan efisien kerja.

el

Selain pengertian di atas, pengawasan dapat ditinjau dari 3 (tiga)
segi yaitu:

1. Pengwasan dari segi Waktu.
Dapat dilaksanakan secara preventatif dan secara refresif. Alat yang
dipakai untuk pengawasan preventif ialah perencanaan dan budget,

sedangkan pengawasan secara refresif menggunakan alat budget dan
laporan;

b2

Pengawasan dilihat dari segi Obyek
Adalah pengawasan terhadap produk, keuangan, aktivitas karyawan dan
sebagainya atau disebut juga pengawasan administrasi dan pengawasan
operatif, seperti pengawasan perencanaan produk, pengawasan
anggaran dan pengawasan kebijaksanaan:dan
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3. Pengawasan dari segi Subyek

Pengawasar, ini terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan
ekstern istilah Pengawasan intern mempunyaj beberapa pengertian
yang berlainan, tergantung dar; orang yang menggunakannya,

Dalam  arti yang luas, istilah tersebut disamakan dengan

Managemepy Control, yaitu suatu sistem yang meliputi semug Cara-cara

| yang digunakan oleh pimpinan Perusahaan ynyk mengawasi atay

mengendalikan berusahaan. Dajam pengertian inj Pengawasan intern

meliputi setrukur Organisasi, formulir~formu]ir-atau prosedur, pembuknan

dan laporan,

Dalam artj sempit, istilah tersebut disamakan dengan /nterng;
Control, check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis  untuk
memeriksa keteljtjan data-data administras;.

Selain pengawasan yang bersifat intern, Pengawasan Juga dapat
dilakukan oleh pihak Ekstern, yaity Akuntan Pubik (Certifified Pupiip
Accuntan). Biasanya pada fapat pemegang saham laporan keuangan dan
pertanggungjawaban Direktur dibicarakan, Juga ditetapkan gkuntan mana

yang akan memerikga laporan perusahaan tersebut,

Adapun jenis pemeriksaan yang umum dilakukan oleh Akuntan

Pubﬁk dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaity:
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1. Pemeriksaan Umum,

Yang dimaksud dengan pemeriksaan umum atay General Audit adalah
pemeriksaan  rutin  tentan g kebenaran data-data admin; strasi
perusahaan berikut pelaksanaan pembukuan.

2. Pemeriksaan Khusus, i
Adalah suatu pemeriksaan khusus yang digunakan kepada Akuntan
Publik.

3. Pemeriksaan Neraca,
Dikenal dengan Balance Sheet Audis yaitu suatu pemeriksaan khusus
terhadap neraca perusahaan,

4. Pemeriksaan Sempurna.

Suatu pemeriksaan sempuma (Detail Audit) erat hubungan dengan
pemeriksaan khusus diatas. Pemeriksaan i betul-betul secara

menyeluruh dan bukan secara persial dan memakan waktu Jebih lama
dari pemeriksaan biasa.

. Pengertian Pengawasan Perbankan

Dari definisi-definisi pengawasan secara umum di atas apabila
diterapkan dalam dunia perbankan bisa diberi batasan pengertian, yaitu
sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai
kenyataan yang sebenarnya mengenai tugas atau kegiatan perbankan,
apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, serta sebagai upaya sedini
mungkin untuk menjaga dengan berbagai usaha agar perbankan bisa
“berfungsi sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan.

Pengertian di atas, biasa dipahami bahwa pada dasarnya dalam
“pengawasan” terkandung pengertian pembinaan. Pembinaan di sini

sebagai salah satu fungsi dari tugas penjagaan dengan baik,
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Sedangkan kata “pembinaan” sendiri mempunyai arti sc%.bagai

1
usaha atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya gun!a dan
berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.” |

Pada pelaksanaan pengawasan perbankan akan  selalu

i .
mengandung pengertian adanya “pembinaan” karena dengan adanya

- |
pengawasan tersebut akan adanya tindakan kelanjutan  dari :hasil

. |
pengawasan. Meskipun masing-masing mempunyai  kekhasan metode

|
penanganan, namun dalam peiaksanaannya berjalan beriringan. Olch

I
karena itu penyebutan istilah tersebut dalam perundang- undangan

perbankan juga sering dipakai secara berurutan. Sehingga dalam

pembahasan lanjut, penyebutan “pengawasan perbankan” bukan b@rarti
sesuatu yang lepas dari pengertian pembinaan perbankannya, me]afélkan
hanya untuk efesiensi pemakaian istilah saja, disamping bermaksud I:ebih
menekankan pada aspek pengawasannya. ‘\ |
Pembinaan dan pengawasan bank diatur dalam pasal 29 ayati (1)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan . Dalam P;asal
tersebut ditentukan pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan ;oleh

|
Bank Indonesia. Dalam penjelasannya dikatakan pembinaan adalah upaya-

" Ibid hal. 134.
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upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan  yang
menyangkut aspel ;"

Kelembagaan;

Kepemilikan;

Kepengurusan;

Kegiatan Usaha;

Pelaporan; serta

Aspek Lain Mengenai Kegiatan Operasional Bank.

O

Sedangkan yang dimaksud pengawasan menurut undang-undang
perbankan meliputi, pengawasan tidak langsung yang terutama dalam
bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan
Bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul
dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu Bank Indonesia
diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban, secara utuh untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank dengan menempuh
upaya~11pajfa yang bersifat prefentif dan represif.

Jadj Undang-undang Perbankan yang diubah membedakan secara
tegas yang .dimaksud dengan fungsi “pembinaan’ dan fungsi
“pengawasan” dari bank tersebut. Fungsi “pembinaan” menitikberatkan
pada atau diartikan dengan ‘regulation” sedang fungsi “pengawasan”

menitik beratkan pada atau diartikan dengan “supervision”

7 Baca Pasal 29 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, serta penjelasannya.
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3. Arti Pentiﬁg Pengawasan Bank

Ada beberapa alasan mengapa terhadap lembaga perbankan perlu
diterapkan pengawasan secara khusus, tidak 'sebagaimana. lémbaga
keuangan lain maupun badan-badan uszha lainnya.

Pertama,” lembaga perbankan mempunyai posisi yang sangat
strategis dalam pembangunan nasional. Hal inj dapat dimengerti, ikarena
perbankan sebagai salah satu penggerak roda perekonomiian dan
pendukung utama pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang efektif di
Indonesia.

Kedua, dari pengertian bank sebagai lembaga, menurut Undang-
uhdang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa bank
dalam ope.rasionalisasi usahanya pada dasarnya memanfaatkan dana dari
masyarakat penyimpan untuk masyarakat peminjam. Hal ini ditegaskan
pula oleh penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia yang mengemukakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana

dati masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.

7 Sutan Remy Shehdeini, Sudah memadaikah Perlindungan yang diberikan oleh Hukum
kepada Nasabah menyimpan Dana, QOrast 1lmiah Dies Natalis XL/Lustrum VIil UNAIR, Surabaya,
1994, ’
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Sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia di atas, berdasarkan Paket Februari 1991 mengenai Kewajiban
Penyediaan Moda] Minimum, atau dikenal dengan Capital Adequat Ratio
(CAR), sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Bank for International
Settlements (BIS) terhadap seluruh bank dibebani sebesar 8% dari Akti\?a
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dengan demikian, dalam
pengoperasian suatu bank bisa dikatakan 92% dananya milik masyarakat,
sedangkan inodal Bank: sendiri hanya 8%-nya.”®

Ketiga, lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan
kepercayaan masyarakat, Artinya, apablla sampai terjadi masyarakat
kehrlangan kepercayaan terhadap bank di mana salah satu indikasinya bila
terjadi rush atau penarikan dana simpanan secara serentak oleh para
nasabah, maka akan menyebabkan dunia perbankan tidak bisa
mengoperasikan usahanya.

Pada gilirannya dunia perbankan tidak lagi mampu menopang
berjalan efektifnya kebijakan moneter yang ada. Sebagaimana dikutip oleh
Sutan Remy Sjahdeini dari pendapat Simon jr. bahwa hubungan antara
bank dengan nasabah bukan sekedar hubungan debitur-kreditur semata,

tetapi juga suatu fiduciarty relationship. Mengingat bank adalah « place of

7 Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP, 1993,
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special safety and  profity.” Apabila sampai terjadi kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan hilang, maka dapat menimbulkan akibat-
akibat yang sangat berat konsekuensinya bégi dunia perbankan. Salah satu
.diantaraﬁya yaitu hilangnya kesediaan masyarakat untuk inenyimpan
dananya di bank.

Hal ini akan menyebabkan melemahnya kemampuan bank dalam
memenuht kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan perekonomian.
Hilangnya kepércayaan masyarakat pada suatu bank yang kemudian
mengalami keruntuhan, menyebabkan timbulnya keraguan masyarakat
kepada bank-bank yang lain atau kepada perbankan pada umumnya.

4. Langkah - langkah Pengawasan Perbankan
a. PengaWasﬁn oleh Bank Indonesia
Dari pengertian pengawasan perbankan di atas dikaitkan dengan arti
pentingnya pengawasan perbankan, maka bisa diambil Igaris tegas
mengenai tujuan dari pengawasan perbankan. Secara umum dapat
dikétalcan bahwa pengawasan perbankan dimaksudkan untuk

meningkatkan keyakinan dari semua pibak yang berkepentingan.®

™ Ibid hal. 10,

80 Subardjo Joyo Sumarto, Pengawasan dan Pembinaan Bank, Bank Indonesia, Jakarta,
1993,
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Secara umum langkah-langka pengawasan dapat dilakukan melalui

dua cara vaity ;%!
1)} Pendekatan kelembagaan / institusional approach

Dalam metode pertama fungsi pengawasan itu diserahkan kepada
satu lembaga. tersendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan
pengawasan dalam arti mengusahakan agar tujuan yang telah
ditetapkan tercapai tanpa menemui kesulitan-kesulitan yang
berarti. Untuk menjamin terlaksananya fungsi ini secara efektif
harus diperhatikan kedudukan lembaga itu dalam struktur
organisasinya.

Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu lembaga pengawas

berhasil dalam fungsinya, adalah ;

a) bebaskan lembaga ini dari fungsi operasional atau kegiatan
operasional perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar posisinya
dalam pengawasan itu, bebas dari kepentingan pribadi dan

- bagian; : '

b) usahakan agar lembaga ini tetap dalam posisi “independen”
dengan fungsi operasional maupun secara individu. Ia harus
independen secara nyata dan bebas dari unsur-unsur yang
kelihatannya tidak independen dan mengandung unsur vested;

c¢) Harus memiliki kemampuan, keahlian yang lengkap bahkan
melebihi keahlian diawasi; :

d) Memniliki integritas pribadi, kejujuran, dan bersih dari segala

- kemungkinan penyelewengan.

2) Pendekatan sistem/ system approach.
Dalam metode kedua pengawasan itu dilakukan melalui
pendekatan sistem. Sistem adalah seluruh urutan prosedur yang
dranut dalam menyelesaikan kegia‘an rutin perﬁsahaan/ lembaga,

sistem ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak

*! Sofyan Shafvi Harahap, Akuniansi Pengawasan dan Managemen dalam Prespektif Islam,
F.E. Universitas Trisakti, hal. 108-109
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memungk‘inkan tejadinyz hal-hal yang tidak menguntungkan
perusahaan/lembaga dan harus m:njamin keefisienan serta
diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan/lembaga  secara
maksil‘;ﬂ\‘al. Hal inilah yang discbut internal control.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor ‘]O tahun 1998,

mencgaskan bahwa :

Ayat 1 : Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank
Indonesia;

Ayat 2 ; Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai
dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas
managemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan
aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan
wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip
kehati-hatian;

Ayat 3 : dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lain, bank
wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank
dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya
kepada bank;

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor

10 tahun 1998, tentang Perbankan menjelaskan pula tujuan pembinaan
dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tersebut, yakni :*

1) Kedua fungsi itu harus dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Bank

Sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari

masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan,
- karenanya suatu keadaan perlu dipantau oleh Bank Indonesia;

82 Rachmadi Usman, Asas-Asas Perbarkan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2001, hal. 122 - 123,
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2} Tujuannya agar kesehat;. - tetap tetjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lem bigo ; .ibankan hanya dapat ditumbuhkan

apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selaly berada
dalam keadaan sehat;

3) Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diber; tanggung jawab dap
kewajibar'  secarg utuh  untuk melakukan Pembinaan dan
pengawasan terhadap bank dengan menempuh Upaya-upaya, baik
Yang bersifat preventif dalam  benpyj ketentuan~ketenruan,
petunjuk—petunjuk, hasehat-nasehat, bimbingan dan pengarahan
‘Mmaupun sacarg represif dalam bentyk pPemeriksaan yang disusu]
dengan tindakan-tindakan perbaikan;

4) dipihak Iain Bank  wajib memiliki dap menerapkan  sistem
bpengawasan intemal dalam rangka menjamin teriaksanannya
Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan  bank yang
sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tujuan diberlakﬁkannya prinsip kehati-hatian dap penjabaran
dari prinsip kehati-hatian tersebut adalah antarg lain untyk menjaga
stabilitas sistem keuangan dap melindungi nasabah benyimpan dana.
Diharapkan bahwa dengan dipatuhinya prinsip kehati—hatfan dan
rambu-ramhy kesehatan bank,, maka bank-bank akan Senantiasa dalam
keadaan sehat, sehingga selaly dapat memenuh; kewajfbannya kepada
Para  penyimpan dananya atay liguid dan solvent, sertg dapat
melakukan kegiatan yang menunjang pembangunan nasional. Kareng
demikian tWuannya, dilihat dari segj kepentingan nasabah penyimpan
dana, makg prinsip kehati-hatign dan rambuy-rampy tersebut pada

hakikatnya merupakan bentuk-bentyk perlindungan Yang diberikan

e
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oleh hukum bagi nasabah penyimpan dana selama suatu bank diijinkan

melakukan kegiatan usahanya.

Dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap
Bank, Bank Indonesia sesuai pasal 27 Undang-Undang Nomor 23
tahun 1999 beserta penjelasannya, Pengawasan. Bank oleh Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasr‘l
fangsung dan tidak langsung, *

Menurit  Warkum nSumitro pengawasan dalpat dilaksanakan

dengan pendekatan dua cara, yaitu®*;

1} Pengawasan yang dilakukan dengan melalui laporan-laporan yang
wajib disampaikan oleh Bank. (Thomas Suyatno dan kawan-
kawan,1991:19) Pengawasan cara seperti ini disebut pengawasan
pasif atau tidak langsung.

2) Pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan ketempat bank
yang Dbersangkutan, cara pengawasan ini sering  disebut
pengawasan aktif atau pengawasan langsung. Dalam rangka
pemeriksaan langsung tim akan melakukan pemeriksaan dan
pengawasan dalam hal sistem dan tata kerja, keadaan keuangan,
administrasi dan lain-lain, secara teliti sehingga setiap ada
penyimpangan yang terjadi akan dapat diketahui.

Pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank

Indonesia ini memberikan konsekuensi tertenty terhadap bank. Bank

& Penjelasan Pasal 27 UU 'No. 23 tahun 1999, yaitu; pengawasan langsung adalah dalam
bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedang pengawasan tidak
langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, dan evaluasi laporan bank.

* Warkum Sumitro, Op. Cit, hal, 130-131
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yang diawasi  dengan demikian memiliki kewajiban-kewajiban

tertentu, yaitu™:

1)

45,

Memelihara kesehatannya sesuai dengan  kelentuan-ketentuan
tentang aspek permodalan, kualitas asset, kualitas managemen,
rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang

berhubungan dengan usaha bank ( pasal 29 ayat(3) UU Perbankan
1992);

2) Menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank, dan kepentingan

3)

4)

nasabah yang mempercayakan kepada bank, dalam memberikan
kredit serta kegiatan usaha lainnya, (pasal 29 ayat (4) UU
Perbankan 1992);

Melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian ( Pasal
29 ayat (3) UU Perbankan 1992);

Menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai
usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
(pasal 30 ayat (1) UU Perbankan 1992);

5) Memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-

berkas yang ada padanya, serta memberikan bantuan yang
diperfukan dalam rangka memperolech kebenaran dari -segala
keterangan, dukumen dan penjelasan yang dilaporkan, ( pasal 30
ayat (2) UU Perbankan 1992},

6) Menyampaikan kepada BI neraca, dan penghitungan laba rugi

tahunan serta penjelasannya, juga laporan berkala lainnya, dalam
waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, (pasal 34
ayat (1) UU Perbankan 1992;

7) Sebelum menyampaikan neraca dan laba rugi, bank wajib terlebih

8)

dahulu mengauditnya oleh akuntan publik, (pasal 34 ayat(2) UU
Perbankan 1992;

Mengumumkan neraca, dan perhitungan laba rugi dalam waktu,
dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, (pasal 35 UU
Perbankan 1992); '

Atas dasar tujuan dan pola pendekatan tersebut di atas, terdapat

beberapa aspek strategis yang perfu ditempuh oleh Bank Indonesia

% Muhammad Djumhana, Op. Cit, hal, 160-162
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dalam melakukan pengawasan bank-bank, isehingga tercapainya

perbankan yang sehat direalisasikan dengan lebih efektif, yaitu :
A | _

a) Perubahan pola pikir pihak-pihak yang terkait dengan upaya
|

I
peningkatan kesehatan bank, meliputi : \
I
I

1) Perubahan pola pikir dan sikap pemilik b?nk; ’

I
2) Peningkatan profesionalisme di bidang perbankan;
|

3) Penerapan kode etik di bidang perbankal{;

4) Peningkatan bank mindedness;, :
|

5) Penerapan standar akuntasi di bidang perbankan;

o . . :
6) Penerapan otomatisasi dan pemanfaatan sistem informasi.

. i
b) Penyesuaian sistem pengawasan dan pemb‘maan bank dalam era

deregulasi, meliputi : :
I

1) Landasan hukum terutama yang bertalian dengan prudential
|

\
regulation dan sanksi atas pelanggarannya;
|

: . -
2) Sarana penunjang peningkatan efesiensi dan kelancaran usaha

bank;

|
3) Sistem deteksi dini; |
4) Sistemn pemeriksaan, :

I
5) Upaya yang berkesinambungan dalam memenuhi kualitas !

maupun  kuantitas pengawas  dan  pemeriksa  bank  serta
|

|
penggunaan kemajuan teknologi; \
|
I
|
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6) Desentralisasi pengawasan dan pembinaan bank.
¢) Sistem Pengawasan dan Pembinaan Perbankan.

Untuk mewujudkan sistem perbankan: yang sehat dan
efesien dengan pola pendekatan ‘dan dengan berpedoman pada
strategi sebagaimana dikemukakan di atas, sistem pengawasan dan
pembinaan bank-bank di susun dengan menggunakan jalur yang

terdiri dari beberapa komponen %

a) Landasan operasional yang harus ditaati oleh dunia perbankan.

Landasan operasional diperlukan untuk dapat dijadikan
pedoman bagi bank-bank dalam menjadikan dirinya sebagai
lembaga perantara di bidang keuangan yang dapat dipercaya.
Oleh karena itu landasan operasional bagi bank dimulai sejak
awal penditinya dalam bentuk kelentuan perijinan dan
dilanjutkan dengan pedoman operasional berupa prinsip kehati-
hatian yang perlu dipenuhi dalam melakukan perluasan usaha

dan pedoman untuk mempertahankan tingkat kesehatan,
Sebagian dari landasan operasional tersebut sudah tercakup
dalam Paket 27 Oktober 1988 dan ketentuan pelaksanaannya.
Namun terdapat beberapa landasan yang perlu dimantapkan,
khususnya yang bertalian dengan 3 aspek terakhir.

b) Mekanisme Pengawasan yang Memungkinkan Deteksi Dini,

Untuk memungkinkan dilakukannya deteksi dini, pengawasan
dilaksanakan dengan menggunakan laporan-laporan yang
disampaikan oleh bank-bank, informasi yang bersumber dari
sarana-sarana penunjang kegiatan bank, informasi yang berasal
dari sumber-sumber lainnya. Dari laporan-laporan bank yang
disusun secara benar dan tepat waktu. dapat dilakukan

% Ibid hal. 31.
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pengamatan mengenai perkembangan, keadaan keuangan dan
pola pokok operasionalnya bank. Oleh karena itu, pelaporan
bank yang mencakup materi kecermatan data serta kecepatan
penyampaiannya merupakan salah saiu aspek yang perlu secara
terus-menerus diamati dan disempurnakan. Informasi yang
bersumber dari sarana penunjang kegiatan bank, merupakan
pula aspek yang penting schingga sistem informasi- melalui
sarana-sarana tersebut juga perlu dimanfaatkan secara
maksimal. Karena itu sesvai dengan prinsip keterpaduan dalam
mengupayakan kesehatan bank, maka informasi dari sumber-
sumber lain merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan juga.

Metode Pemeriksaan yang dapat Mengungkapkan Kondisi
Bank Secara Obyektif,

Untuk dapat memperoleh hasil pemeriksaan yang obyektif,

diperlukan:

1) Cara penilaian aktiva produktif yang didasarkan pada
faktor kualitatif dan kuantitatif:

2) Cara pemeriksaan yang antisipatif terhadap kegiatan dan
produk-produk baru;

3) Cara pemilihan yang tepat dari obyek pemeriksaan, waktu
pemeriksaan dari penentuan sarple bank dan kantor yang
diperiksa; _

4) Cara evaluasi hasil pemeriksaan yang konsisten sehingga
dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat;

5) Laporan pemeriksaan yang obyektif dan tepat waktu.
Metode pemeriksaan tersebut harus ditunjang oleh
tersedianya pemeriksa bank yang cukup jumlahnya, dengan
kualitas yang baik dalam arti cakap, Dberdedikasi,
mempunyai ntegritas dan moral yang tinggi. Oleh katena
Itu, pengadaan pemeriksaan bank yang memenuhi
persyaratan  tersebut  merupakan = program  yang
diprioritaskan dan pemanfaatan tenaga dari sumber-sumber
lain seperti akuntan publik perlu dikaji sebagai alternatif.
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b. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah

D1 samping pengawasan terhadap Bank Muamalat Indonesia
Idilakukan oleh Bank Indonesia, menurut Pasal 5 Peratgran Pemerintah
No. 72 tahun 1992, Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas
Syariah  yang berperan dan bertugas”  mengawasi Jalannya
opefasional bank schari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-
ketentuan s;.yariah. Hgl ini karena transaksi-transaksi yang berlaku
dalam Bank Syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan Bank
Konvensional.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan
membuat rekomendasi produk  baru dari bank yang diawasinya.
Dengan demikain Dewan Pengawas Syariah sebagai penyaring
pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dén difatwakan oleh
Dewan Syariah Nasional.

Agar Dewan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,
dengan tetap berpijak pada fungsi amanah, maka keanggotaannya
disyaratkan terdiri dan' &ang—orang yang ahli sfariah dan sedikit

banyak menguasai Hukum Dagang positif serta sudah berpengalaman

dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.

8 Muhammad Syafi’'l Antonio, Op. Cit, hal. 31.
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Selain Dewan Pengawas Syariah secara tidak langsung Bank
Syariah ( Bank Muamalat Indonesia ) juga diawasi pula oleh Dewan
Syartah Nasional. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah
Majelis Ulama Indonesia di pimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama
Indonesia dan Sekretaris (ex, officio). Fungsi Utama Dewan Syariah
Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah
agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi
bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti, Asuransi,
Reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan
pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis produk
syariah yang diambil dari sumber-sumber Hukum Islam. Garis
panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewail‘Pengawas Syariah
pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar
pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan
memberi fatwa bagi produk_—produk yang dikembangf(an oleh lembaga
kevangan syariah. Produk—produk baru tersebut harus diajukan oleh
Dewan Pengawas Syariah lembaga yang bersangkutan kepada Dewan

Syariah Nasional untuk mendapatkan persetujuan.
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E. Dasar Hukum Pengawasan bank

1. Dasar Hukum Perbankan

Hukum perbankan di Indonesia adalah salah satu bagian dari
hukum Nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur ketentuan
perbankan di Indonesia .

Menurut Munir Fuady®, mengatakan bahwa hukum yang
mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (banking
law), yakni merupakan :

Seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, yurisprodensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum,
yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan
aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu harus dipenuhi oleh suatu
bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan
tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis
perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank,
eksistensi perbankan dan lain yang berkenaan dengan dunia
perbankan tersebut.

Muhammad Djumhana® menyatakan bahwa ruang lingkup hukum
perbankan di Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-
masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia. Dengan demikian

hukum perbankan adalah sebagai sekumpulan peraturan hukum yang

mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang mieliputi segala aspek

¥ Munir Fuady dikutip oleh Muhaimin, Op. Cit, hal 88

% Muhamad Djumhana, Op. Cit, hal 9
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~ dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serla hubungannya dengan

bidang kehidupan yang lain.

Dari rumusan tersebut, bahwa pengaturan di bidang perbankan

akan menyangkut diantaranya :

a.

Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan
perbankan seperti, norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank,
profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga
perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya;

Kedudukan hukum pelaku dibidang perbankan seperti: kaidah-kaidah
mengenai pengelolaan seperti Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan
maupun pihak yang terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum
pengelolanya, serta mengenai kepemilikannya;

Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan
kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan
yang tidak wajar, anti trust, perlindungan terhadap konsumen
(nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai
kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus
memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur
pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional;

Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur oraganisasi, yang
mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti
Dewan Moneter dan Bank Sentral;

Kaidah-kaidah yang mengarah kehidupan perekonomian yang berupa
dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya
melalui penetapan sanksi, insentif dan sebagainya;

Keterkaitan satu sama lain dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum
tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan berkaitannya
merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.

Dasar hukum pengawasan perbankan meliputi seluruh ketentuan

perundang-undangan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung
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mengatur masalah pengawasan dan pembinaan bank, Adapun yang secara

langsung mengatur masalah pengawasan perbankan antara lain -

a
b.
C.

Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-
Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; .

Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pencabutan [jin Usaha;

Peraturan Bank Indonesia, Nomor 2/27/PBI/2000, tanggal 15
Desember 2000, tentang Bank Umum;

Surat Edaran Direksi BI, nomor : 3/8/DPNP, tanggal 16 Maret 2001,
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan BI Nomor 2/27/PBI tanggal 15
Desember 2000;

Surat Keputusan Direksi BI No. 23/01/KEP/DIR tanggal 28 Februari
1991 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank;

Surat Edaran BI No. 23/21/BPPP tangga! 28 Februari perihal Tata
Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank:

Surat Keputusan Direksi BI No. 23/82/KEP/DIR tanggal 28 Februari
1991 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan
Bank;

Surat Edaran BI No. 23/22/BPPP tanggal 28 Februari 1991 perihal
Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Bank;

Dalam melakukan pengawasan perbankan, Bank Indonesia tidak

saja mengandalkan pengawasan yang memiliki kemampuan yang handal

dan mempunyai integritas yang tinggi, melainkan juga mengandalkan

perumusan peraturan ( regulation) yang handal pula. Pengawasan

perbankan merupakan suatu konsep yang berkesinambungan, yang

dimulai sejak berdirinya bank, sampai dengan dilikuidasinya suatu bank,

sehingga kelemahan yang timbul dalam pengaturan perbankan akan
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berdampak buruknya dengan kelemahan yang terjadi dalam pengawasan

kegiatan perbankan itu sendiri.

2. Rambu-Rambu Kesehatan Bank

Setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, maka prinsip kehati-hatian dan berbagai rambu di dalam Paket
Februari 1991 tersebut telah diambil alih dan dimasukkan ke dalam
Undang-undang tersebut. Selain dari itu, dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 telah dimuat Juga asas-asas lain dan rambu-rambuy selain dari
asas kehati—hatian. di dalam Paket Februari 1991, yang kini juga
dicantumkan dalam ﬁndang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia.

Rambu-rambu bagi perbankan adalah ditetapkannya persentase
minimal dari modal suatu bank. Hal ini dikenal cfengan apa yang disebut
sebagai Capital Adequat Ratio atau yang biasa disingkat dengan istilah
CAR. Sesuai dengan keputusan Direksi Bank Indonesia No.
26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, persentase minimal dari CAR
ditetapkan sebesar 8%. Ditetapkannya ketentuan minimal CAR tersebut
adalah agar bank merasa ikut bertanggung-jawab dengan éegala transaksi

yang dilakukannya, terutama dalam hal pemberian kredit karena di dalam
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transaksi 1tu terlibat bukan hanya dana dari pihak ketiga yang berhasil
dikerahkannya saja, tetapi terlibat juga modal dari bank itu sendiri.g_”

Ketentuan batas minimum CAR ini menjadi kendali bagi
penetapan Batas Maksimum Pembcrian Kredit atau Legal Lending Limit,
Selain harus memenuhi batas penetapan minimum CAR, bank juga harus
memperhatikan penetapan batas minimum Loan te Deposit Ratio, yaitu
perbandingan antara kredit yang dapat diberikan oleh bank itu
dibandingkan dengan jumlah dana simpanan pihak ketiga yang dikerahkan
‘oleh bank tersebut. |

Berdasarkan ketentvan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank
Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya Loan to Deposit
Ratio ditetapkan tidak boleh melebihi 110%. Denganr ditetapkannya
rambu-rambu berupa Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Loan
Deposif Ratio yang harus diperhatikan oleh setiap bank dalam operasi
perkreditannya, maka bank tidak dapat begitu saja secara Semena—mena
melakukan ekspansi kredit dengan hanya bertujuan untuk secepatnya
membesarkan jumlah assetnya, karena hal itu akan menimbulkan bahaya

bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

* Sutan Remy Syahdeini, Op. Cif hal. 13.
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Penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana ditetapkan dalam
SK Direksi BI No. 26/23/KEP/DIR dan Surat Edaran Bl No.26/5/BPPP
perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat,
bahwa faktor-faktor penilaian kesehatan bank adalah permodalan
(capital), kualitas aktiva produktif (asser guality), kualitas manajemen
(management quality), rentabilitas (earnings) dan likuiditas (Viquidity)
yang keseluruhannya dikenal dengan istilah CAMEL. Faktor lain yang
dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan suatu b_ank adalah faktor
judgement yang mencakup penilaian inkonsistensi dalam CAMF/L dan
perselisihan intern, campur tangan pihak ketiga, (windows dressing), bank
dalam bank, dihentikannya bank dalam kegiatan kliring.
Pelanggaran  terhadap = rambu-rambu  kesehatan  bank
. mengancamkan sanksi-sanksi hukum kepada Direksi dan Komisaris dari
bank, termasuk bank syariah. Sanksi-sanksi hukum tersebut berupa
sanksi pidana dan sanksi perdata bagi Direksi dan Komisaris bank,
sedangkan bagi banknya dapat dijatuhi sanksi administratif oleh Bank
Indonesia. Adapun wujud sanksi-sanksi hukum tersebut adalah :
a. Sanksi Pidana
Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan
menentukan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai

bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang




102

dipertukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan
dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo
Undang-Undang No.10 Tahun 1998, 1'entang‘ perbankan) dan
ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp. 5.000.000.000-, (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Khusus mengenai pembuatan Laporan Keuangan Tahunan

dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum, Surat Keputusa

- Direksi Bank Indonesia No. 31/176/KEP/DIR tanggal 31 Desember

1998 menentukan sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan
Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 apabila dalam
laporan keuangan publikasi terdapat ketidaksesuaian yang
mengakibatkan penilaian yang berbeda terhﬁdap keadaan bank yang
sesungguhnya, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank
maupun pihak terafiliasi lainnya.

Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan
menentukan sanksi pidananya adalah sekurang-kurangnya 5 (lima)

Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta-denda sekurang-
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kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Sedanékan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan menentukan
sanksi pidananya adalah sckurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan
paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000.000,~ (seratus miliar rupiah),

Seperti halnya sanksi-sanksi pidana lain yang diatur dalam
Undang-Undang No.10 Tahun 1998, menurut Pasal 49 ayat (1) dan
Pasal 350 tersebut sanksi pidana itu juga tidak hanya.ditentukan
maksimumnya tetapi juga munimumnya.

. Sanksi Administratif

Selain sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b
tersebut, Undang-Undang Perbankan, juga masih memberikan
ancaman berupa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh
Bank Indonesia. Dari Pasal 52 avat (1) dapat diketahui bahwa selain
kemungkiman dijatuhkannya sanksi administratif kepada banknya
apabila bank tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang Perbaﬁkan, ataﬁ _Pimpinan Bank

~ Indonesia dapat mencabut usaha bank yang bersangkutan.juga sanksi

T R S T e B
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administratif dapat pula dijatuhkan terhadap pemegang saham
tersebut.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bank

Indonesia menurut Pasal 52 ayat (2) ialah antara lain berupa:

denda uang;

~ teguran tertulis;

- menurunkan tingkat kesehatan hank;

- larangan turut serta dalam kegiatan kliring;

- pembekuan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu

maupun untuk bank secara keseluruhan;‘

- pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan
mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang
Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang
tet:ap atas persetujuan Bank Indonesia;

- Pencantuman daftar orang tercela di bidang perbankan.
Sanksi Pérdala |

Menurut Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota Direksi wajib
dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas

| untuk kepentingan dan urusan perseroan. Sc]anjutﬁya dalam Pasal 85

" ayat (2), ditegaskan, bahwa setiap anggota Direksi bertanggung
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Jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau
lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 aszat (1) tersebut.

Begitu juga terhadap Komisaris, bahwa Komisaris wajib
dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan
tugas bentuk képentingan usaha perseroan. Pasal 1365 KUH Perdata
dapat pula merupakan dasar bagi pihak-pthak yang dirugikan untuk
menggugat anggota Komisaris yang bersangkutan secara pribadi
melalui Pengadilan Negeri karena telah tidak menjalankan tugasnya
sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayaé (H tIndang~Undang
‘Perseroan Terbatas. |

Berkaitan dengan pelanggaran rambu-rambu kesehatan bank
dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 98 ayat
(1) itu, terjadinya pelanggaran secara sengaja terhadap rambu-rambu
perbankan tersebut, maka bagi pihak yang dirugikan berdasarkan
Pasal 1365 KUH Perdata dapat untuk mengajukan gugatan lewat
Pengadilan Negeri, akibat kelalaian Direksi dan Komisaris tersebut,
Apabila terbukti Direksi atau Komisaris melanggar rambu-rambu
kesehatan bank, yang mengakibatkan kerugian terhadap para nasabah
.atau merugikan usaha bank, maka Direksi atau Komisaris yang

bersangkutan secara pribadi diwajibkan untuk mengganti kerugian
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tersebut. Ketentuan tersebut tentunya berlaku pula bagi baik Bank

Konvensional maupun Bank Syariah yang berbentuk Perseroan

Terbatas.




BAB HI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olech peneliti_ pada Bank
Indonesia, Bank Muamalat Indonesia Pusat di Jakarta, Bank Muamalat
Indonesia Cabang Semarang dan Majelis Ulama Indonesia ditemukan beberapa
ha}'yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dﬁlam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

A L Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank

Muamalat Indonesia Cabang Semarang.

! dalam rangka mewujudkan suatu sistem -

Menurut Harisman’
perbankan yang sehat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 UU No. 7

" tahun 1992, Bank Indonesia sebagai Pembina dan PengaWas Bank diberi
kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap ting’kaf kesehatan Bank.
Penilaian dimaksud sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998, dapat dilakukan dengan permintaan menyampaikan
laporan bank-bank atau melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara

berkala, hasil pemeriksaan dimaksud tidak untuk diumumkan dan bersifat

rahasia.

®! Harisman, wawancara pribadi, Kepala Biro Perbankan Syariah (Bank Indonesia) di
Gedung Bank Indonesia, tanggal 28 Pebruari 2002,

107
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Berkenaan dengan tugasnya sebagai pembina dan pengawas bank,
Bank Indonesia telah mengeluarkhan berbagai peraturan yan.g berkenaan
dengan kegiatan lembaga perbankan. Pengawasan yang dilakukan oleh
Bank Indonesia berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 tahun 1999,
tentang Bank Indonesia, dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan
pengawasan tidak langsung. Artinya pengawasan langsung adalah dalam
bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan,
sedang pengawasan tidak langsung adalah terutama dalam bentuk laporan
bank.

Bank Indonesia scbagai lembaga yang mempunyai otoritas
pengawasan terhadap lembaga perbankan di Indonesia, dalam hal
pengawasan tidak ada perbedaan baik pengawasan yang dilakukan terhadap
bank konvensional maupun bank dengan sistem bagi hasil/syariah, namun
bagi bank dengan sistefn syariah Undang-Undang mengharuskan disamping
di awasi oleh Bank Indonesia juga di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Langkah-langkah pengawasan didasarkan’ Pasal 24 sampai dengan
Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia,
proses pengawasan diawali sejak perizinan pendirian bank, operasional
bank serta sampai penutupan bank berikut akibat-akibat yang muncul

ditutupnya bank tersebut.

2 Baca Pasal 24 sampai Pasal 35 Undang-Undang No. 23 tatun 1999, tentang Bank

Indonesia .
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Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)
Perat:uran Bank Indonesia Nomor 2/27/PB1/2000 tanggal 15 Desember
20005, ditetapkan bahwa bank hanya dapat didirikan dan melakukan
kegiailtan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kewajiban
untuk memberikan izin usaha bagi bank, dilakukan mengingat bank yang
menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat perlu mendapatkan
pengfawasan yang khusus,

Pemberian izin kepada bank yaitu melalui dua tahap yakni:
persetujuan prinsip, yaitu tahap calon pendiri bank untuk melakukan
persiéapan pendirian bank, dan tahap pemberian izin usaha yaitu izin yang
diberikan untuk melakukan usaha setelah mendapatkan izin prinsip dari
Gubernur Bank Indonesia.

Ditegaskan bahwa :

a. Bénk hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin
Dewan Gubernur Bank Indonesia. (Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank
Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 ),

b. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam
dua tahap :

1) persetyuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan
. pendirian bank; dan

2) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha
- bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai

- dilakukan, ( Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor :
2/27/PB1/2000)
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K.étentuan tersebut menegaskan bahwa bank hanya boleh beroperasi
setelah mendapatkan izin prinsip dan izin usaha dari Gubernur Bank
Indonesia.

1. Pengawasan Tidak Langsung

Menurut hasil pénelitian bahwa pengawasan tidak langsung bank
sudah dilakukan sejak rencana pendirian bank, 0perasioﬁal bank hingga
bank di likuidasi dan berakhir sampai selesainya tugas dari tim likuidasi
dalam menyelesatkan kewajiban-kewajiban bank tersebut.

Kewajiban calon pendiri bank terlebih dahulu harus mengajukan
permohonan izin pinsip dan izin usaha kepada Dewan Gubernur Bank
Indonesia sebelum melakukan kegiatannya. Hal ini pénting karena
Bank‘Um um adalah lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun
dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam memberikan prinsip dan
izin usaha sebagai Bank Umum, Bank Indonesia memperhatikan,
meneliti dan menganalisa permohonan dari calon pendiri dengan
memperhatikan  persyaratan  tentang, susunaﬁ drganisasi dan
kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan,

kelayakan kerja serta tingkat persaingan yang sehat antar bank.

e Sl T e - T
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a. Izin Prinsip
Menurut Ahmad Nuryadi Asnawi”™, untuk dapat mendirtkan Bank,
dimana calon pendiri bank terlebih dahulu mengajukan izin prinsip
kepada Gubernur Bank Indonesia, dari permohonan tersebut
Gubernur  Bank Indonesia  memeriksa dan mencliti seluruh
persyaratan yang telah diajukan oleh calon pendiri bank, persyaratan
yang telah ditentukan meliputi :**
1) Akta Pendirian Badan Hukum, termasuk rancangan Anggaran
Dasar yang sekurang-kurangnya memuat :
1. Nama dan tempat kedudukan;
1. Kegiatan usaha sebagai bank;
~ i1l. Permodalan;
tv. Kepemilikan;dan
v. Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Dewan
Komisaris serta Direksi.
Seseorang yang akan mendirikan bank harus terlebih dahulu
membuat akta Pendirtan Bank di hadapar Notaris yang telah
dilengkapi dengan Anggaran Dasarnya. Hal ini penting karena
bentuk hukum bank yang akan didirikan jelas, hal mana
ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 10 tahun 1998,

jo Pasal 2 SK.DIR. BI. No. 32/34/1999, bahwa bentuk hukum

? Ahmad Nuryadi Asnawi, hasil wawancara pribadi, Kepala Biro Muamalat Institut,
Bank Muamalat Indonesia Pusat, di Jakarta, tanggal 29 Januari 2002

* Baca Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000,
Tentang Bank Umum.
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suatu Bank Umum atau Bank Umum Syariah dapat berupa (a)

Perseroan Terbatas (PT), (b) Koperasi, dan (3) Perusahaan

Daerah.

Dengan kejelasan bentuk hukum dari bank tersebut, maka
disamping harus mengikuti aturan-aturan hukum perbankan Juga
harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan bentuk hukum bank tersebut;

Kepemilikan

Bank hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia, hal
ini menurut Pasal 3 ayat (2) SK.DIR. B1.32/34/1999, yang dapat
mendirikan Bank Umum atau Bank Umum Syariah hanyalah

1. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia,
Badan hukum Indonesia tersebut antara lain  Negara
Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD), Kopera31 dan Badan
Usaha Milik Swasta lainnya, atau

2. Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan

warga negara asing atau badan hukum negara asing secara
kemitraan.
Menurut hemat penulis jika salah satu pihak  yang
mendirikan Bank Umum terscbut adalah badan hukum asing,
maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh
rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi
dimaksud untuk mengetahui kredibilitas dan reputasi badan
hukum asing yang bersangkutan, dalam kegiatan usahanya
dibidang perbankan.

Lebih lanjut ditegaskan lagi, dalam Peraturan Bank Indonesia

Nomor 2/27/PBI/2000, bahwa kepemilikan yang berasal dart
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warga negara asing, atau badan hukum asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b setinggi-tingginya
sebesar 99% dari modal disetor bank.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank
Umum tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas
pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank Umum dan / atau
pihak lain di Indonesia dan berasal dari dan bertujuan untuk
pencucian uang ( money laundering ), atau berasal dari sumber

yang diharamkan menurut prinsip syariah. Pihak-pihak yang

- dapat menjadi pemilik Bank Umum adalah mereka yang :

3).

1. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang
perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;

2. menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan
memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang
tinggi terhadap pembangunan operasional bank yang schat,
dan dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham
bank.

Organisasi dan Kepengurusan Bank;
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubakan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankém, memasukan

kepengurusan bank, yakni anggota Dewan Komisaris dan

Dewan Direksi sebagai pihak yang terafiliasi pada bank. Dalam
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Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998,

ditegaskan :

1. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya,
pejabat, atau karyawan bank;

2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya,
pejabat atau karyawan bank, khusus yang bank berbentuk

hukum koperasi sesuai peraturan perUndang-Undangan
yang berlaku;

3. Pihak yang memberikan jasa kepada bank, antara lain
akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan
lainnya;

4. Pihak yang menurut penilaian Bank Tndonesia turut serta
mempengaruhi pengelolaan bank, -antara lain pemegang
saham dan keluarganya, keluarga Komiisaris, keluarga
Pengawas, keluarga Direksi dan keluarga Pengurus.

Permodalan

Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh
perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank
di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia
qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian bank yang
bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa
pencairannya hanya dapat dilakukan setelzh mendapat
persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Rank Indonsia.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
2/27PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000, untuk mendirikan

Bank Umum baik yang melakukan usaha secara konvensional
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maupun berdasarkan prinsip Syariah dipersyaratkan modal dasar
yang disetor sekurang-kurangnya - sebesar Rp
3.000.000.000.000,- ( tiga triliun rupiah).

Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan
atau badan hukum asing harus berjumlah setinggi-tingginya 99%
dari modal setor bank yang bersangkutan Pasal 4 ayat (3)
SK.DIR Bank Indonesia Nomor 32/34/1999.

Surat pernyataan dari calon pemegang saﬁam bagi bank
yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan
Daerah atau dari calon anggota bagi bank vang berbentuk
Koperasi, bahwa setoran modal dimaksud bukan berasal dari
pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari
Bank dan atau pihak lain di Indonesia, dan atau tidak berasal
dari dan atau untuk pencucian vang ( money lauﬁdering).

Menurut hemat penulis ketentuan tersebut dapat di
simpulkan bahwa apabila ada pihak asing yang menginginkan
untuk mendirikan suatu Bank Umum atau Bank Umum Syariah,
maka pihak asing harus bermitra dengan mitra Indonesia. Namun
ketentuan yang membolehkan mitra asing menguasai saham
sampai 99 % (sembilan puluh sembilan perseratus ) dengan kata

lain mitra Indonesia hanya menguasai saham scbesar 1 % (satu
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perseratus) saja, tidak akan dapat memberikan kedudukan yang
cukup berarti bagi mitra Indonesia tersebut dalam kemitraan di
Bank Umum Syariah. Jika dilihat pula dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, belum
sampai batas minimum dari pemegang saham vang discbut
pemegang saham minoritas yang dilindungi haknya oleh
Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun
1995, untuk dapat memperoleh lhaknya | sebagai pemegang
saham minoritas , pemegang saham tersebut harus memiliki
sekurang-kurangnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah. Apabila mitra Indonesia supaya mendapatkan
hak-haknya sebagai pemegang saham minoritas sebagaimana
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995,
alangkah baiknya bila ditegaskan dalam Anggéran Dasar pada
waktu pendirian bank.

Menurut Jahnson *° modal bank mempunyai tiga fungsi.
Pertama sebagai penyangga untuk menyerap kerugian
operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal
memberikan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

Kedua  sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum

% Fran P Johnson and Richard D. Johnson, yang dikutip oleh Zainul Arifin,
DasarDasarManagemen Syariah , AlvaBet, Jakarta, 2002, hal. 158,
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pemberian kredit. Dalam hal ini memberikan pertimbangan

operasional bagi Bank Sentral memaksa bank untuk melakukan

diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap
kerugian kredit dari satu individu debitur. Ketiga modal juga
menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk
mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam
menghasilkan keuntungan. Dari modal yan_g tersedia inilah
tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan
membandingkan keuntungan bersih dengén ekuitas.

Brenton C.Leavitt, staf Dewan Gubemur Federal Reserve

% menekankan empat fungsi modal bank, vaitu : .

a) untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada
saat bank dalam keadaan insolvable dan likuiditas;

b) untuk menyé:rap kerugian yang tidak diharapkan guna
menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus
beroperasi; |

c) untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya;

d) sebagai alat pelaksana peraturan pengendalian ekspansi aktiva

yang tidak tepat.

% JIbid, hal. 158-159,
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5. Direksi dan Komisaris

Keberadaan Direksi dalam suatu perusahaan merupakan
keharusan atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki
Direksi, karena perseroan sebagai “artificial person™ tidak dapat
berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai “
natural person”.

Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
Nomor 2/27/PB1/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Bank
Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indoncsia Nomor
32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum
berdasarkan Prinsip Syariah. o

Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia nomor 2/27/PBL/2000,
menegaskan, bahwa :

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a) tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang
menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan
Badan Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

b) menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan
memiliki kompetensi dan integritas yang baik;

2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki
kompetensi dan integritas yang baik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang :
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a) memiliki akhlak dan moral yang baik; |

b) mematuhi peraturan perundang-undangan yan g berlaku;

¢) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan

operasional bank yang sehat; dan

d) memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas.
Menurut Pasai 25 ayat (1) calon anggota Dewan Komisaris atau
Direksi wajib memperoleh persetujuan izin dan: Gubernur Bank
Indonesia sebelum diangkat dan menduduki Jabatannya,

Menurut M. Rowi Qohar’’, dalam rangka memenuhi
persyaratan yang wajib dipenuhi oleh anggota Komisaris dan
Direksi Bank Umum Syariah, calon anggota Komisaris dan
Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank.
Dengan memperhatikan Pasal tersebut, bahwa anggbta Dewan
Komisaris dan Direksi wajib memiliki pengetahuan di bidang
perbankan, dengan demikian tidak mungkin seperti masa lalu
suatu bank menempatkan sebagai anggota Komisaris dan

Direksi, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan di bidang

perbankan.

7 M. Rowi Qohar, wawancara pribadi, Pengawas Senior / Wakil Ketua Tim Pengawas
Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Maret 2002.
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Menurut hemat penulis ketentuan ini untuk menjamin
bahwa angpota Dewan Komisaris dan anggota Dircksi suatu
Bank Umum Syariah harus betul-betul orang yang mampu dan
bermoral baik, dan mampu menguasai hukum perbankan secara
umum, juga harus mempunyai kemampuan tentang dasar-dasar
hukum Islam, mengingat bank vyang dikelola adalah Bank
Muamalat Indonesia, yang beroperasi dengan prinsip syariah,
dan juga bank dalam kegiatan usaha menghimpun dan
menyalurkan dana dari masyarakat bukz;n modal pribadi
pemilik bank.

b. Izin Usaha;

Setelah mendapatkan izin prinsip, bank belum| dapat
- beroperasi sebelum mendapatkan izin usaha, kemudian pendiri
bank mengajukan izin usaha, yaitu mengajukan permohonan

kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia.
Bank Indonesia berdasarkan surat permohonan tersebut
melakukan penelitian dan analisis meliputi :
1. Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggafan dasar
vang telah disahkan oleh instansi berwenang;

2. Data kepemilikan sebagaimana yang dimaksud Pasal |6 ayat

(1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen
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sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam
hal terjadinya perubahan;

3. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan
dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, dan horuf h, dalam hal terjadi
perubahan;

4.  Bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet
deposito bank di Indonesia dan atas nama “ Dewan Gubernur
Bank Indonesia qq. salah satu pemilik Bank yang

: bersangkutan, dengan mencantumkan bahwa pencairan
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis
dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;

5. Bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa :
daftar aktiva tetap dan inventaris;

a) bukti kepemilikan, penguasaan a;[au perjanjian sewa
gedung kantor;

b) foto gedung kantor dan tata letak ruang;

¢) contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk

operasional bank, dan
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d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP);

6. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang
berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah
atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk hukum
Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor scbagaimana yang
dimaksud huruf ¢ :

a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan
dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di
Indonesia; dan atau

b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money
laundering );

7. Surat pemnyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) bagi anggota
Dewan Komisaris;

8. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana
dimaksud Pasal 24 ayat ( 2) bagi anggota Direksi;

9. Surat pernyataan dari anggota Komisaris bahwa yang
bersangkutan tidak— menipunyai h‘letiﬁgan keluarga

sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6);
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10. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang
bersangkutan  tidak mempunyai hubungan keluarga
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1); dan

1l. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang
bersangkutan baik secara sendiri-ser;diri mﬁupun bersama-
sama tidak memiliki saham melebihi 25% ( dua puluh lima
perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Secara umum Bank Indonesia dalam rangka memberikan

persetujuan atau penolakan pendirian Bank melakukan :

1. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

2. analisis yang mencakup antara lain tinglkat persaingan yang
schat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan
pemerataan ekonomi pembangunan nasional, dan

3. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali,
calon Anggota Dewan Komisaris dan caibn Anggota Direksi.
(Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PB1/2000 ).

Menurut hemat penulis, persyaratan yang harus dipenuhi
oleh calon pendiri bank, merupakan sesuatu yang wajib, dan
tidak boleh ada negosiasi terhadap kekurangan persyaratan yang

telah ditetapkan, mengingat lembaga bank merupakan lembaga
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kepercayaan dari masyarakat, maka bank yang bersangkutan
harus dapat beroperasi secara sah dan harus menjalankan
kegiatannya sesuai pedoman yang telah dikeluarkan oleh Bank
Indonesia. Dengan demikian dalam tahap awal pendirian suatu
bank, setidaknya Bank Indonesia sebagai Pengawas Bank telah
berperan sejak sedini mungkin, guna menjaga dan mengamankan
dana masyarakat yang akan disimpan kepada bank dan akan
digunakan dalam menjalankan usahanya oleh suatu bank, agar
nasabah yang menyimpan dana tidak dirugikan padﬁ suatu saat.
3. Laporan

Menurut Syah Rizal,*®

Pengawasan tidak langsung
dilakukan dengan melalui laporan-laporan yang disampaikan
oleh Bank Umum Syariah, kepada Bank Indonesia, dan bagi
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang disamping laporan
di sampaikan kepada Bank Indonesia juga disampaikan kepada
Bank Muamalat Indonesia Pusat. |

Laporan-laporan tersebut harus diterbitkan dalam bentuk
laporan komperatif paling tidak, mencakup 1é'poran keuangan

dari periode sebelumnya yang bisa dibandingkan. Metode

penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan yang

%% Syah Rizal, Wawancara pribadi, Wakil Direktur Bark Muamalat Indonesia Cabang
Semarang, tanggal 21 Maret 2002,
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diterbrtkan  harus  dimungkinkan  para pemakai  untuk
membedakan antara perubahan scbenarnya di dalam posisi
keuangan bank, hasil-hasil operasinya, cash fow-nya, investasi
terbatas yang dikelola oleh bank, dan sumber-sumber dan
penggunaan dana gard, dan perubahan akuntansi selama periode
yang dicakup oleh laporan keuangan.

Jumlah yang disajikan dalam faporan keuangan dan
catatan yang terkait harus dibulatkan kesatuan rﬁoneter yang
terdekat. Bentuk dari dan Kklasifikasi yang digunakan dalam
laporan keuangan harus menjamin penyajian yang jelas
mengenal isinya. Di samping itu istilah yang digunakan untuk
mengungkapkan isi laporan keuangan harus memungkinkan para
pemakainya mengerti dan memahami informasi yang terkandung
di dalamnya. Aset dan liabilitas tidak boleh diklasifikasikan
antara curren! dan non-current di dalam laporan posisi
keuangan. |

Laporan Umum Bank Muamalat Indoneéia kepada Bank
Indonesia harus menggambarkan seluruh kegiatan bank, yang

meliputi :
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a. Laporan Posisi keuangan neraca .

Laporan posisi keuangan mencakup seluruh aset, liabilitas,
equity dari para pemilik rekening investasi tidak terbatas dan
sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang harus
diungkapkan,

Mengingat keterkaitannya kepentingan nasabah penyimpan
dana pada bank, maka para nasabah penyimpan dana perlu
selalu mengetahui keadaan keuangan banknya dari waktu ke
waktu. Hal ini antara lain dapat di ketahui melalui neraca dan
perhitungan laba-rugi bank tersebut.

Pelaksanaan kewajiban untuk mengmnumkaﬁ neraca dan
laba-rugi tersebut secara tertib oleh setiap bank { termasuk
bank syariah ) sangat diperlukan oleh masyarakat mengingat
tingkat kesehatan masing-masing bank bersifat rahasia dan
tidak boleh diketahui secara umum. Hanya dengan melalui
neraca dan laba-rugi tahunan dari bank yang bersangkutan,
sebagaimana diumumkan melalui media cetak, masyarakat
dapat mengetahui | ( sckalipun tidak mungkin secara
mendalam dan rinci, tetapi hanya secara superficial saja )

keadaan keuangan bank tersebut.
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Sebagai pelaksanaan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1992, ketentuan mengenai kewajiban bagi bank untuk
mengumumkan neraca dan perhitungan laba-rugi ditetapkan
oleh Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor : 31/40/KEP/DIR tanggdl 9 Juni 1998
tentang laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi Bank Umum dan perubahannya, yaitu Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/176/KEP/DIR
tanggal 31 Desember 1998 tentang -perubahan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/40/KEP/DIR
tanggal 9 Juni 1998 .

Menurut Surat Keputusan Direkst Bank Indonesia  No.
31/176/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998, pengumuman
laporan keuangan publikasi dilakukan 4 (empat) kali dalam
satu tahun, yaitu berupa laporan keuangan intern posisi akhir
bulan Maret, Juni, September dan laboran keuangan akhir
tahun posisi akhir bulan Desember.

Pengumuman laporan keuangan publikasi tersebut dilakukan

selambat-lambatnya :
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1). 2 (dua) bulan setelah berakhimya bulan laporan untuk
laporan keuangan intern posisi akhir bulan Maret, Juni,
dan September.

2). 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun laporan untuk
laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan

Desember yang telah diaudit oleh akuntan publik.

b. Materi Laporan Laba Rugi.

Laporan laba rugi mencakup pendapatan investasi, biaya-
biaya, keuntungan dan kerugian vang harus dituangkan
berdasarkan jenisnya selama periode yang dicakup oleh
laporan laba rugi. Sifat dari pendapatan, biaya-biaya,
keuntungan dan kerugian yang material dari  kegiatan-
kegiatan juga dilaporkan dan bahkan baik keuntungan
maupun kerugian yang mungkin timbul dilaporkan.

Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari
operasi, arus kas dari kegiatan invesfasi dan arus kas dari
kegiatan pembiayaan. Laporan ini harus mengungkapkan
komponen utama dari masing-masing kategori arus kas.
Laporan arus kas menggambarkan kenaikan atau penurunan

netto pada kas dan setara kas dalam periode yang dicakup
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dalam laporan ini dan saldo kas dan setara kas pada awal dan

akhir periode.

d. Laporan Perubahan Modal (equity pemilik) atau laporan laba

ditahan.

Periode yang dicakup oleh laporan perubahan pada equity

pemilik atau laba ditahan diungkapkan dengan menjelaskan

hal-hal sebagai berikut :

1) Modal disetor, cadangan legal dan pilihan ( discretionary)
secara terpisah, dan laba ditahan pada awal periode
dengan pengungkapan terpisah mengenai  jumlah
pendapatan yang diperkirakan yang berasal dari revaluasi
aktrva dan pasiva dengan nilai setara kasnya;

2) Kontribusi modal para pemilik selama periode;

3) Pendapatan (penurunan) netto selama periode;

4) Kenaikan (penurunan) pada cadangan legal dan pilihan
( iscretionary) selama periode; |

5) Laba ditahan pada awal periode dengan pengungkapan
terpisah mengenai jumlah laba ditahan yang diperkirakan
yang berasal dari revaluasi aktiva dan pasiva dengan

nilai setara kasnya;
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e. Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan
Sumbangan,
Laporan yang dimuat dalam periode yang dicakup dalam
laporan ini, harus mengungkapkan tanggung jawab bank atas
pembayaran zakat. Dalam laporannya itu ban.k harus
mengungkapkan seluruh dana-dana yang dibayarkan oleh
bank dari dana zakat dan sumbangan.
f. Laporan Sumber dan penggunaan dana gard.
Dalam laporan sumber-sumber dan pengeluaran dana qard
harus diungkapkan hal-hal yang melipﬁti periode yang
dicakup saldo qard yang beredar dan dana-dana yang tersedia
pada awal periode berdasarkan jenisnya, jumlah dan sumber-
sumber dan penggunaan dana yang disumbangkan selama
periode tersebut. |
Laporan Bank Umum tersebutf merupafc_an kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh setiap Bank. Sesuai Undang-
Undang Nomor 23 tabun 1999 antara lain ditetapkan bahwa
setiap bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank
Indonesia, neraca yang di perhitungkan laba rugi tzhunan dan
penjelasannya, serta laporan-laporan berkala lainnya dalam

waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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Menurut Syah Rizal,” Laporan berkaia tersebut meliputi,
laporan mingguan atau laporan likuiditas minimum dan laporan
data kliring, laporan bulanan atau laporan neraca bulanan bank-
bank dan laporan perkreditan, laporan triwulan .yaitu laporan
neraca dan laba rugi yang diumumkan, laporan semesteran yaitu
laporan Dewam Komisaris Bank mengenai hasil pengawasan
terhadap jalannya usaha Bank, laporan neraca laba rugi  yang
telah diaudit oleh akuntan publik, laporan neraca kerja tahunan
dan laporan-laporan lainnya yang bersifat insedental. Sebagai
Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang berdasarkan
ketentuan tersebut, telah mengirimkan laporan setiap bulan ke
Bank Muamalat Indonesia Pusat, dan Bank Indonesia, hal ini
merupakan bentuk pengawasan tidak langsung terhadap seluruh
kegiatan — kegiatan Bank tersebut, untuk mengetahui sedini
mungkin bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam
usahanya.

Dari hasil laporan ini raka dapat diketahui tentang :

1) kegiatan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya dengan tepat, jika tidak maka

% Syah Rizal, wawancara pribadi, Wakil Direktur BMI, Cabang Semarang, tanggal 21

Maret 2002
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akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat yang pada
akhirnya dapat menimbulkan terjadinya rush.

2) tentang kegiatan-kegiatan operasional bank, kondisi
keuangan, realisasi dan publikasi pembiayaan setiap bulan.

3) tentang  kegiatan-kegiatan operasional bank, kewajiban
memelihara likuiditas minimum, l;al ini mengingat lembaga
perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun
dana menyalurkan dana masyarakat, harus selalu menjaga

kesehatan bank dan menjaga kepercayaan masyarakat yang

diembannya.

2. Pengawasan Langsung
Menurut M.Rowi Qohar'® Pengawasan langsung dilakukan
oleh Bank Indonesia dimulai sejak rencana pendirian Bank, yaitu
dengan memberikan izin prinsip dan izin usaha terhadap Bank yang
telah memenuhi persyaratan pendirian Bank Ulﬁmn atau Bank Umum
Syariah. Disamping itu Pengawasan tidak berhenti dalam pemberian izin
usaha, tetapi dilakukan terhadap bank sepanjang masih beroperasi

hingga ditutupnya bank tersebut.

1% M Rowi Qohar, wawancara pribadi, Pengawas Senior / Wakil Ketua Tim Pengawas
Perbankan Syariah, tanggal 1 Maret 2002
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Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa dalam |
melakukan pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan
yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, artinya apabila di
dalam pemeriksaan tersebut ditemukan penyimpangan-penyimpangan,
Bank Indonesia disa?nping memberikan sanksi juga harus memberikan
pembinaan dan penyelesaian terhadap penyimpangan tersebut.

Bank Indonesia minimal setiap tahun sekali melakukan
pemeriksaan, tetapi apabila laporan bank ada indikasi penyimpangan,
maka Bank Indonesia akan melakukan pengawasan langsung ke Bank
dimaksud. Persyaratan dan tatacara pemeriksaan terhadap bank térsebut
lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor
27/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/1/BPPP
masing-masing tanggal 3 Agustus 1994 tentang tata cara dan
Pemeriksaan Bank.

Pemeriksaan bank merupakan salah satu langkah kegiatan
pengawasan langsung dalam rangka mengetahui :

1) ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
serta ketentuan dan prosedur kerja internal vang ditetapkan oleh
pimpinan bank yang bersangkutan,

2) meyakinkan kebenaran laporan;
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3) mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan dan

keadaan keuangan bank; dan

4) menditeksi terjadinya hal-hal yang mempengaruhi tingkat kesehatan

bank.

Adapun langkah-langkah pemeriksaan bank, yaitu :
1) Tim pemeriksa bank.

a) Sebelum Tim pemeriksa melakukan tugasnya teflebih daulu harus
mendapatkan surat instruksi pemeriksaan dan pada saat
pemeriksaan dimulai wajib menyampaikan surat pemberitahuan
pemeriksaan kepada pimpinan bank yang bersangkutan. Surat
instruksi pemeriksaan“ dan surat pemberitahﬁan pemeriksaan
harus ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Bank
Indonesia.

b) Tim f’emeriksaan Bank minimum berjumlah aua orang terdiri
atas:

- Pejabat/staf Bank Indonesia, atau
- Pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia, atau
- Gabungan antara pejabat/staf Bank Indonesia dengan pihak

tain.
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2) Proses Pemeriksaan
Kelancaran oprerasioanl bank adalah kepentingan utama bagi
managemen puncak ( fop menegement ). Melalui pemeriksaan akan
didapat apakah bank telah melakukan kegiatan usahanya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a) Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu kepada norma dan
standar pemeriksaan yang berlaku secara umum;
Dalam melakukan pengawasan hendaknya terlebih dahulu
menentukan standar yang menjadi ukuran ‘dan pola untuk

melakukan suatu pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Standar

harus jelas, Wajar, obyektif sesuai dengém keadaan dan sumber
daya yang tersedia. Di dalam perbankan standar ini mengacu
pada rambu-rambu kesehatan bank.

b) Bank ciapat menolak pemeriksaan oleh pihak-pihak yang tidak
dilengkapi atau tidak memenuhi persyaratan sclaku pemeriksa
bank; |

c) Bank dilarang menghambat serta mempengaruhi pendapat atau

penilaian tim pemeriksa mengenai kondisi aspek-aspek terkait

dengan usaha kegiatan bank;
d) Bank dan / atau pthak-pihak lain tidak diperkenankan

mempengaruhi hasil pemeriksaan;
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e) Tim pemeriksa akan membahas hasil pemeriksaan dengan

pimpinan bank mengenai kondisi kegiatan usaha bank. Jika

penilaian tim pemeriksa berbeda dengan penilaian pimpinan

Bank, maka pimpinan bank yang bersangkutan dapat

- mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada

pimpinan Bank Indonesia.

3) Laporan hasil pemeriksaan bank.

a) Tim pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

bank yang memuat hal-hal sebagai berikut :

uraian perkembangan usaha bank yang diperiksa serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya;

uraian kuantitatif dan kualitatif keadaan dan perkembangan
faktor-faktor kegiatan bank yang mempengaruhi tingkat
késehatannya berdasarkan hasil pengujian  oleh tim
pemeriksa Bank Indonesia;

analisis atas fakta dan evaluasi kebijakan yang melatar-
belakangi perkembangan usaha bank serta kelemahan-
kelemahan yang dijumpai;

uraian langkah-langkah yang telah dilakukan pengurus bank

untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki kondisi bank;
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- uraian adanya praktek perbankan yang tidak sehat dan
pelanggaran ketentuan yang berlaku;

- uraian hal-hal yang kemungkiman dapat mengganggu
kelangsungan usaha bank.

Laporan Has.il Pemeriksaan oleh Bank Indonesia kepada Bank

yang telah diperiksa.

¢) Laporan Hasil Pemeriksaan bersifat rahasia. Pengurus dan

pegawai  bank tidak  diperkenankan  menyebarluaskan
data/informasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
Penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh bank adalah
dimaksudkan hanya dalam rangka pembinaan agar bank
menjaga dan meningkatkan keschatan bank. Penggunaan
Laporan Hasil Pemeriksaan oleh pihak di luar bank harus
dikoﬁsultasikan / disetuji Bank Indonesia;

Menurut hemat penulis pengawasan terhadap bank oleh

Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan suatu sistem perbankan

yang sehat, sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Indonesia sebagai

pengawas bank diberi kewenangan untuk melakukan penilaian

terhadap tingkat kesehatan bank.
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Pembinaan dan Pengawasan tcrhadap bank  bukan
dimaksudkan untuk :

1. tidak menjamin bank tidak akan bangkrut, Pengawasan pada
hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban dari semua pihak
yang terkait dengan bank, yaitu managemen bank, pemilik
bank, masyarakat termasuk para nasabah bank dan
pemerintah yang dalam hal ini berfungsi sebagai otoritas
pengawasan bank-bank yang diwakili oleh Bank Indonesia.
Semua pihak dimaksud mempunyai pengaruh terhadap arah
dan operasi bank, meskipun pengaruh antara satu dengan
yang lainnya tidak sama.  Pihak yang dapat mempengaruhi
Jjalannya bank adalah managemen bank yang bersangkutan,
karena managemenlah yang secara langsung mengambil
keputusan pengelola bisnis bank sehari-hari, dan managemen
bank ini sangat mempengaruhi penyebab bangkrut atau
tidaknya terhadap kegiatan bank.

2. Pengawasan bukan untuk mencegah atau me'laraﬁg bank
mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya.
Sebagai unit usaha yang berorientasi memperoleh laba, bank

akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatil” bisnis yang
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dapat menjanjikan keuntungan ataupun kemungkinan risiko

rugi.

3. Pengawasan tidak untuk menciptakan distorsi terhadap iklim
persaingan yang sehat dari pasar dan tidak untuk
memaksakan bank untuk melakukan kebijakah moneter atau
kredit tertentu.

Tetapi untuk masa rﬁendatang, tugas, wewenang, dan
tanggung jawab mengawasai bank tidak lagi dilakukan oleh Bank
Indonesia, malainkan akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor
jasa keuangan. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa tugas
mengawasi bank akan dilakukan oleh lewbaga pengawas sektor
keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Uﬁdang—Undang.
Pembentukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal
31 Desember 2002, jadi pada tahun 2003 mendatang, tugas
mengawasi bank tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedang
tugas mengatur bank akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia,
dengan demikian akan ada pemindahan fungsi “pembinaan “ dan

fungsi “pengawasan” terhadap bank.
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II. Sistem Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank
Muamalat Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang
ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada bank. Anggota Dewan
Pengawas Syariah adalah harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah
muamalah  yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang
perbankan,

Menurut H.I\/I.I—Iida.yat,101 peran utama Dewan Pengawas Syariah
adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu
sesual dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-
transaksi yang berlaku dalam Bank Syariah sangat khusus jika
dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan
{guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan irm' disusun dan
ditentukan ol;sh Dewan Syariah Nasional ( DSN).

Dewan Pengawas Syariah adalah bertugas untuk mendiskusikan
masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada Dewan
sehingga dapat ditentukan tentang sesuail atau tidaknya rpasa] ah-masalah
tersebut dengan ketentuan-ketentuan Syariah Islam.

Keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Syariah,

sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

19" H.M.Hidayat, wawancara pribadi, Anggota Tim Dewan Pengawas Syariah, Bank
Muamalat Indonesia, tanggal 5 Maret 2002
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tentang Bank Indonesia yang memuaf ketentuan tentang bank
berdasarkan prinsip bagi hasil/syariah.

Dalam pelayanan produk dan jasa bank, baik dalam mobilisasi
dana maupun dalam menanamkan dananya, Bank Syariaﬁ menawarkan
produk-produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan syariah Tslam.
Sebelum dipasarkan, produk-produk tersebut terlebih dahulu diteliti dan
dipelajari oleh Dewan Pengawas Syariah, kemudian dari hasil penelitian
tersebut dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan baik,
dengan berpijak pada fatwa Dewan Syariah Nasiona[, maka
keanggotaannya disyaratkan terdiri dari orang-orang yang ahli syariah
dan sedikit banyak menguasai Hukum Dagang positif serta
berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan
Pengawas Syariah ini sangat tergantung kepada independensinya di
dalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan sewaktu-
waktu. Independensi Dewan Pengawas Syariah ini‘ diharapkan dapat
dijamin karena'®* :

1. Mereka bukan staf bank, sehingga tidak tunduk dibawah kekuasaan
administratif,

2. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham, demikian juga
penentuan tentang honorariumnya.

"2 Warkum Sumitro, Op.Cit. hal 46
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- 3. Dewan Pengawas Syariah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas
khusus seperti halnya Badan Pengawas lainnya.

Tugas dan wewenang Dewan tersebut secara lebih rinci dapat

dijabarkan sebagai berikut :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit
Usaha Syariah dan pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-
hal yang terkait dengan aspek Syariah;

2. Sebagai mediator antara bank dengan Dewan Nasional Syariah dalam
mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa
dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah
Nasional;

3. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada
bank. Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha
serta perkembangan bank syariah yang diawasi kepada Dewan
Syariah Nasional sekurang-kurangnya satu kali setahun;

4. Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang
kesesuaian syariah dari semua produk dan operasi selama satu tahun
berjalan.

Dalam rangka menjalankan tugas-fugas tersebut Dewan

Pengawas Syariah berhak dan mempunyai wewenang untuk :

1. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kerja kantor
perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan
aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandang Islam.

2. Untuk hal tersebut Direksi dan aparat bank lainnya wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah baik secara rutin maupun berkala

senantiasa memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan kepada

segenap karyawan bank. Dari pembinaan tersebut diharapkan kesyiaran
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Bank Syariah tidak saja tercermin dalam produknya tetapi demikian juga
dalam diri dan segenap aktivitas kehidupan para karyawannya.

Perlu ditambahkan bahwa fungsi dan peranan Dewan Pengawas
Syariah berbeda dengan fungéi dan peranan Dewan Kﬁmisaris. Fungsi
dan Peranan Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap
seluruh kegiatan operasional dan manajemen bank, sedangkan fungsi
dan peranan Dewan Pengawas Syariah mc]akukaﬂ penelitian dan

" pengawasan atas produk-produk dan jasa perbankan yang didasarkan
agar sesual dengan prinsip syariaﬁ. Pembentukan Dewan Pengawas
Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan Penetapan
Dewan Syarigh Nasional. Oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah
dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman terhadap fatwa-Dewan
Syariah Nasional.

Oleh karena Dewan Pengawas Syariah secara administratif
bukan berada di bawah kekuasaan bank, maka dibentuk suatu
penghubung atau perantara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan
Direksi bank. Perantara ini disebut Leason Syariah.

Menurut H.M. Hidayat,'® Tugas-tugas Leason Syariah meliputi :
I Menyusun dan melaksanakan program jangka panjang dan jangka

pendek Sekretariat Dewan Pengawas Syariah.

193 1M, Hidayat, wawancara pribadi, Anggota Tim Dewar Pengawas Syariah, Bank
Muamalat Indonesia, tanggal 5 Maret 2002,
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2. Memberi informasi tentang mekanisme operasional Bank Syariah
dan konsep-konsep syariahnya kepada pihak luar dengan persetujuan
Dewan Direksi dan atau Dewan Pengawas Syariah.

3. Mengawasi jalannya aktivitas dan produk Bank Syariah dan
mengajukan ke Dewan Pengawas Syariah apabila Bank Syariah
melakukan suatu pelanggaran,

4. Menyusun dan melaksanakan paket atau modul-modul tertentu untuk
meningkatkan intelektualitas dan komitmen keislaman segenap
jajaran dan segmen Bank Syariah.

5. Memberikan penjelasan syariah kepada segenap jajaran dan internal
Bank Syé.riah. 104

Agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik seorang
Leason Syariah haruslah menguasai figh muamalah secara mendalam,
selain itu juga menguasai bidang operasiona]isa;i bank konvensional.,

Untuk menyatukan pendapat antara Dewan Pengawas Syariah
yang mungkin berbeda dari satu bank Islam dengaﬁ yang lainnya, telah
dibentuk forum-forum khusus. Untuk tingkat internasional, The Higher

Syariah Supervisory yang telah dibentuk International Association of

Islamic Bank’s yang berkedudukan di Kairo, sedaﬁgkan di tingkat

nasional berdasarkan Surat Keputusan Dewan Majelis Ulama Indonesia

104 arnaen Perwataatmadja dan M.Syafi’i Antonio, (Op. ci.,. hal, 5.
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Nomor Kep-98/MUI/111/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Susunan
Pengurus Dewan Syariah Nasional MUT Masa Bakti tahun 2000 — 2005,
Dewan ini dibentuk di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia bekerja
sama dengan Bank

Atas tuntutan perkembangan ekonomi bisnis, Dewan Pengawas

Syariah menetapkan beberapa faktor tentang jasa-jasa Bank Muamalat

Indonesia beberapa diantaranya :

1. Bank Muamalat Indonesia boleh melakukan transaksi jual beli surat
berharga yang diedarkan oleh bank lain untuk tujuan usaha atas
dasar Underlying Transaction. Dengan syarat bahwa transaksi jual
beli surat berharga yang diedarkan oleh bank iain secara Repurchase
Agreement berdasarkan harga tunai yang disepakati bersama dapat
dipergunakan untuk pengadaan bahan baku, barang investasi dan
usaha-usaha lainnya. Pelaksanaan transaksi jual-beli tersebut
dilakukan melalui bank koresponden dengan terlebih dahulu

melakukan penilaian atas nasabah.'”

2. Bank Mualmalat Indonesia boleh melakukan transaksi Bai'al- Inah
atau pembiayaan ulang bagi nasabah yang telah dibiayai oleh bank
lain dan hendak mengalihkan porto folio pembiayaannya ke Bank

Muamalat Indonesia.

"% Fatwa Dewan Pengawas Syariah No. 01/FAT-DPS/92.
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Transaksi Ba 'ial-inah tersebut dapat dipergunakan untuk mengambil
alih porto folio pembiayaan dari lembaga pembiayaan lain, baik
untuk pembiayaan pengadaan bahan baky perdagangan, atau barang
iﬁvestasi. Pelaksanaan transaksi a/ B 'ial-inah tersebut hanya dapat
dilakukan terhadap barang-barang dan jasa atau pclayanan, '

Secara garis besar mekanisme pengawasan Dewan Pengawas

Syariah dapat di jelaskan sebagai berikut :

I. Dewan Pengawas Syariah mengadakan pengawasan langsung di

lapangan guna meneliti apakah bank telah menjalankan usahanya

sesuat fatwa yang telah di tentukan;

2. Meminta laporan dari Bank Muamalat Indonesia tentang kegiatan

usahanya, baik sedang berjalan maupun yang masih dalam
perencanaan usaha;

Terhadap pengembangan usahanya yang belum ada pedoman
fatwanya, maka Dewan Pengawas Syariah memintakan fatwa
kepada Dewan Syariah Nasional untuk dapat diizinkan sebagai
bidang usaha yang akan dikembangkan cleh Bank Muamalat

Indonesia;

19 Fatwa Dewan Pengawas Syariéh No. 02/FAT-DPS/92,
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4. Melakukan pemeriksaan langsung baik bersama-sama dengan Tim
Pengawas Bank Indonesia atau sendiri.

5. Menyampaikan laporan secara rutin setiap tahun kepada Dewan
Syariah Nasional.

Menurut hemat penulis pengawasan terhadap Bank Muamalat
Indonesia seperti tersebut di atas, baik yang bersifat umum maupun yang
bersifat khusus pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk mempersulit
dan memperketat bank, sehingga Bank Muamalat Indonesia tidak
mampu mengembangkan usahanya ke arah yang lebih survive. Tetapi
Justru sebaliknya, pengawasan tersebut dimaksudkan agar Bank
Muamalah Indonesia di satu pihak akan semakin survive dengan
kemampuan manajerial yang semakin meningkat, sehingga mampu
meningkatkan usahanya guna kepentingan masyarakat banyak. D1 pihak
lain, operasi Bank Muamalah Indonesia tetap berpijak pada landasan
dan vprinsip-prinsip Islam, schingga masyarakat muslim dapat
bermuamalah dengan penuh amanah dan ketentréman melalut jasa-jasa
Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia disamping diawasi oleh Dewan
Pengawas Syariah juga secara tidak langsung di bawah Pengawasan

Dewan Syariah Nasional.
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Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, dengan Surat Keputusan
Nomor: Kep-98/MUI/III/ 2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Susunan
Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI Masa Bakti Tahun 2000-2005,
untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas
lembaga keuangan syariah, Pembentukan Dewan Syariah Nasional
merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam
menaggapl  isu-isu  yang  berhubungan  dengan = masalah
ekonomi/keuangan. Berbagai kasus atan permasalahan  yang
memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh
kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas

Syariah yang ada di lembaga-lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia sebagai payung dari

lembaga dan organisasi ke-Islam-an di tanah air, menganggap perlu
dibentuk suwatu Dewan Syariah Nasional yang membawahi seluruh
Dewan Pengawas Syariah. |

Fungsi utama Dewan Syariah Nasicnal adalah mengawasi
produk-produk lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan syariat
Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi Bank Syarizh tetapi juga
Iembaéa—lembaga lain seperti Asuransi, Reksa Dana, Modal Venture,

dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut Dewan Syariah
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Nasional membentuk garis panduan produk Syariah yang diambil dari
sumber-sumber hukum Islam. Sumber panduan ini menjadi dasar
pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga
keﬁangan Syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adaiah meneliti dan
memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oieh lembaga
keuangan Syariah. Produk-produk itu harus disjukan oleh Direksi
setelah mendapatkan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah pada
lembaga yang bersangkutan. Selain itu Dewan Syariah Nasional juga
memberi rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan
Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan Syariah,

Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional adalah :
a. Badan Pelaksana Harian :

1) Badan Pelaksana Flarian menerima usulan atau peﬁanyaan hukum
mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan
ataupun pertanyaan ditujukan kepada Seckretaris Badan
Pelaksana Harian;

2) Sekretariat di pimpin oleh sekretaris paling [ambat 1 (satu) har
kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan

permasalahan kepada Ketua,
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3) Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli
selambat-larnbatnya 20 hari kerja harus membuﬁ memorandum
khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu
pertanyaan/usulan;

4) Ketua pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pemi)ahasan
ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Niasional untuk mendapat
pengesahan; dan

5) Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

b. Dewan Syariah Nasional

1) Dewan Syariah Nasional mensahkan Ranqéngan fatwa yang
diusulkan oleh Badan ‘Pelaksana Harian Dewan Syariah
Nasional.

2) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu
kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan;

3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataén yang dimuat dalam
laporan tahunan ( amnual report ) bahwa lembaga keuangan
syariah  yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap
ketentuan-ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
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Dewan Syariah Nasional sejak dibentuk, Pebruari 1999 telah
melakukan berbagai program kerja sesuai dengan tugas dan wewenang
yang diberikan. Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa—fatwa‘ yang
menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan,
BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat
terhadap Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga
keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait,

| Hingga kini fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan
Syariah Nasional sebanyak 20 fatwa, yaitu 17

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000
tanggal 1 April 2000, tentang Giro. _

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000
tanggal 1 April 2000, tentang Tabungan.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000
tanggal 1 April 2000, tentang Deposito.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
tanggal 1 April 2000, tentang Murabahah;

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000
tanggal 1 April 2000, tentang Jual Beli Salam.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000
tanggal 4 April 2000, tentang Jual Beli Istishna’.

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
tanggal 4 April 2000, tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh);

8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000
tanggal 13 April 2000, tentang Pembiayaan Musyarakah;

"7 Himpunan Fatwa Dewan Syrariah Nasional, edisi 2001
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9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUL/TV/2000
tanggal 13 April 2000, tentang Pembiayaan Ijarah;

10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUY/IV/2000
tanggal 13 April 2000, tentang Wakalah.

11. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUVIV/2000
tanggal 13 April 2000, tentang Kafalah.

12. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN- MUI/IV/ZOOO
tanggal 13 April 2000, tentang Hawalah;

13. Fatwa Dewan Syariah Nasicnal Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000
tanggal 16 September 2000, tentang Uang Muka Dalam
Murabahah

14. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000
tanggal 16 September 2000, tentang Sistem DlStI‘lbuSI Hasil
Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah;

15. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000
tanggal 16 September 2000, tentang Prinsip Distribusi Hasil
Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah;

'16. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000

tanggal 16 September 2000, tentang Diskon Dalam Murabahah :

17. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000
tanggal 16 September 2000, tentang Sank31 Atas Nasabah
Mampu yang menunda-nunda Pembayaran.

18. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000
tanggal 16 September 2000, tentang Pencadangan Penghapusan
Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah;

19. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
tanggal 9 April 2001, tentang Al-Qardh;

20. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUIL/IV/2001
tanggal 18 April 2001, tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi
Untuk Reksa Dana Syariah,;

b. Mengeluarkan surat-surat Keputusan

Disamping itu Dewan Syariah Nasional telah menetapkan beberapa

keputusan/Fatwa yang menjadi acuan bagi lembaga Keuangan

 Syariah. Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan antara lain;
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1. Surat Keputusan tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah
Tangga (PD-PRT) Dewan Syariah Nasional.

2. Surat Keputusan tentang Petunjuk pelaksanaan Penetapan
Anggota Dewan Syariah Nasional pada Lembaga Keuangan
Syariah;

3. Surat Keputusan tentang Dana Kepesertaan dan [uran Bulanan
bagi Perbankan dan lembaga Keuangan Syariah.

¢. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Syariah Nasional beserta Majelis Ulama Indonesia,
telah memberikan rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai

Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan Syariah

yang hingga kini sudah ada 13 rekomendasi Dewan Pengawas

Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional kepada

Lembaga Keuvangan Syariah diluar Bank Peljlcreditan Rakyat

Syariah, yaitu 6 bank Syariah, 2 Inventasi Syariah dan 4 asuransi

Syariah. |
Dewan Syariah Nasional, berdasarkan hasil laporan Dewan

Pengawas Syariah  dapat memberikan tegoran kepada lembaga
kevuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari
gé.ris panduan yang telah ditetapkan. Jika teguran tersebut tidak

diindahkan Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada Bank
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Indonesia sebagai lembaga otoritas yang berwenang, untuk memberikan
sanksi agar perusahaan tersebut tidak meng}:mbangkan lebih jauh

tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan Svariah.

5. Standart / rambu-rambu Kesehatan Bank

Penetapan rambu-rambu kesehatan perbankan itu bertujuaﬁ agar
bank sebagali financial inlermedic;'y institution yang melakukan kegiatan
usaha perkreditannya, harus selalu dalam keadaan sehét. Secara tegas
Undang-Undang perbankan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal
29 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menentukan bahwa
Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentalibilitas,
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan usaha bank, dan wajib
melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Kewajiban tersebut berlaku tanpa membeda-bedakan apakah bank
itu bank umum atau bank perkreditan rakyat, apakah bank itu bank
konvensional atau Bank Syariah. Semua bank, taﬁpa terkecuali dalam
melakukan kegiatan usahanya, wajib rﬁénerapkan prinsip kehati-hatian
(prudential principle) yang lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk rambu-
rambu kesehatan bank atau prudential standards.

' Dengan demikian, rambu-rambu kesehatan bank atau prudential

standards sebagaimana diuraikan dibawah ini harus mendapat perhatian
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yang cermat dari setiap bank, baik bank yang semata-mata melakukan
kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah (bank syariah) saj_;l, maupun bank
konvensional yang memiliki islamic window (memiliki, cabang-cabang
khusus syariah} . Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut diancam
sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bank Indonesia terhadap
banknya maupun terhadap pengurus dan pemiliknya, namun juga
diancam sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi perdata bagi
pengurus bank syariah yang bersangkutan.

Menurut hemat penulis, diabaikannya rambu-rambu keschatan
bank oleh bank-bank yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip
Syariah memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar dari pada
apabila hal itn dilakukan oleh suatu bank konvensional. Ada paling
sedikit dua alasan mengapa dampak tersebut lebih besar.

Alasan pertama ialah karena risiko yang dihadapi oleh bank
syariah, dalam hal pembiayaan diberikan berdasarkan akad mudharabah
kepada nasabahnya, jauh lebih besar daripada risiko yang dihadapi oleh
bank konvensional yang memberikan kredit dengan jaminan.
Pada pembiayaan mudharabah bank syariah sebagai Prinsip Syariah
tida‘k boleh meminta agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan.

Dengan kata lain, bank syariah semata-mata hanya dapat mengandalkan
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first way our'™ sebagai sumber pengembalian dana yang
diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan mudharabah, yang
notabene dana tersebut berasal dana simpanan para nasabah bank
tersebut. Sedangkan dalam pemberian kredit oleh bank konvensional,
penyerahan agunan oleh debitur merupakan unsur penting sebagai scond
way out. Juga bank konvensional dapat mengandalkan scond way out
berupa agenan kredit dan penjaminan (guarantee) apabila fierst way out
mengalami kegagalan, |

Alasan kedua apabila terjadi kegagalan pada pembiayaan yang
dibeﬁkan oleh bank syariaﬁ, antara lain dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah, nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana
bank tersebut. Sebagaimana telah diuraikan dimuka, misalnya pada
transaksi mudarabah, bank syariahlah yang harus memliki risiko
kehilan;gan dana yang telah diberikan olch bank syariah kepada nasabah

atau mudharib untuk diputarkan dalam kegiatan usaha nasabah,

"8 Dikuti oleh Sutan Remy Sahdeini, Op. Cit, hal. 172-173 (dalam dunia perbankan
konvensional, ada dua pelunasan bagi kredit bank, yaitu yang pertama disebut fist way out. frst
way out. Yang dimaksudkan first out way ialah pendapatan (revenue) bistis nasabah yang
dibiayai dengan kredit bank itu. Apabila ternyata bisnis nasabah mengalami
kegagalan,sehingga dengan demikian nasabah tidak mungkin melunasi kredit dari pendapatan
usaha yang dibiayai oleh bank dengan kredit itu, maka bank akan mengancalkan pelunasan itu
dari hasil penjualan agunan kredit atau dari ekskusi penjaminan (guarenteee) yang diberikan
oleh penjamin (guarentor) baik berupa personal guarentee maupun corporafe guaramtee.
Sember pelunasan yang berasal dari agunan atau penjaminan itu disebut dalam dunia
perbankan konvensional sebagai second way o).
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sedangkan risiko yang dipikul mudharib hanya berupa tidak
memperoleh keuntungan dari jerih payahnya dalam menjalankan dan
mengelola usaha itu. Dengan kata lain, bank syariah-lah yang harus
memikul risiko finansial sedangkan nasabah hanya memikul risiko

nonfinansial'®.

Sejalan dengan apa yang penulis kemukakan diatas, tepat sekali
bila secara spesifik di dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu pada
Pasal 29 ayat (3), diberikan rambu yang secara eksplisit menyebutkan
harus dipatuhi oleh bank yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip
Syariah. Pasal 29 ayat (3) itu menegaskan bahwa “dalam memberikan
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. dan melakukan
kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak
merugikan bank”. Pasal 29 ayat (3) itu secara khusus meminta perhatian
mengenai kepentingan nasabah penyimpan danaf bank yang harus dijaga
yang mungkin dibahayakan sebagai akibat bank tidak memperhatikan
priﬂsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan dan kegiatan usaha
lainnya.

Jenis rambu-rambu kesehatan bank yang harus diperhatikan oleh

bank-bank yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah? jenis

99 Ibid, hal. 174,
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prodential standars atau rambu-rambu kesehatan bank itu tidak berbeda
jenisnya dengan yang harus diperhatikan oleh bank-bank konvensional,
yaitu antara lain:

a. Analisa Pembiayaan

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, Pasal 29 ayat (3)
Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan
kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cér-a-‘cara yang tidak
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang. mempercayakan
dananya kepada bank. Agar tidak sampai merugikan bank dan
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank
itu, Undang-Undang Perbankan memberikan pedoman yang harus
dipatuhi oleh bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan.
Pedoman tersebut dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Perbankan, bank syariah dapat memberik;cm .pembiayaan wajib
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas
itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian
antara bank sebagai shoheb al-mal dan nasabah sebagal mudharib.

dalam hubungan itu, bank syarizh wajib memiliki dan menerapkan
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pedoman pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan

Pasal 8 ayat (2)
b. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Bank syariah wajib mematuhi batas maksimum pemberian
kredit (BMPK) berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Perbankan. Ketentuan
mengenai besarnya maksimum ditentukan oleh Bank Indonesia.
BMPK tersebut akan ditetapkan oleh Bank .Indonesia bagi
pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada:
1) Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau

lebih dari modal setor bank;

2) Anggota Dewan Komisaﬁs;

3) Anggota Direksi;

b dan huruf .
5) Pejabat bank lainnya;dan
6) Perusahaan-perusahaan yang didalammya terdapat kepentingan

pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf ¢, huruf d dan huruf e.

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, demikian menurut

4) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf




160

Ketentuan Pasal 11 ayat (4A) Undang-Undang Perbankan
menentukan bahwa dalam memberikan pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui BMPK berdasarkan
Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud diatas.

Ketentuan mengenai BMPK bank wmum terakhir diatur oleh
Bank Indonesia dengan SK DIR Bank  Indonesia
No.31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998. Menurut Pasal 20
Direksi Bank Indonesia tersebut, ketentuan dalam Surat Keputusan
ini berlaku pula bagi Bank berdasarkan Prinsip Syariah. -

Menurut Pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia itu,
BMPK bagi peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan
pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya :

a) 30% (tiga puluh perseratus) dari modal sejak diberlakukannya
surat keputusan ini sampai dengan akhir tahun 2001;

b) 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal selama tahun
2002;dan o

¢) 20 % (dua puleh perseratus) dari modal sejak tanggal 1 Januari
2003.

BMPK bagi pihak terkait, baik sebagai satu peminjam atau
.kelompok peminjam, ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10%

(sepuluh perseratus) dari modal. BMPK untuk juinlah seluruh pihak
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terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh

perseratus) dari modal.

c. Loan to Deposit Ratio

Loan to deposit ratio (disingkat LDR) adalah perbandingan
antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan danal pihak
ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Berdasarkan ketentuan
yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP
tanggal 29 Mei 1993, besarnya loar to deposit ratio ditetapkan oleh
Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110% (seratus sepuluh
perseratus). Dengan ketentuan itu berarti bank boleh memberikan
kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga asalkan
tidak melebihi 110% (seratus sepuluh perseratus). |

Dengan ditetapkan batas maksimum pemberian kredit
(pembiayaan) dan /loan to deposit ratio yang harus diperhatikan oleh
bank syariah, maka bank syariah tidak dapat begitu saia secara
Sérampangan melakukan ekspansi pembia).faan dengan hanya
bertujuan untuk memperoleh keuntungan ya;lg sebzsar-besarnya atau
-bertujuan untuk secepatnya dapat membesarkan jumlah asetnya,
karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank
;cersebut dan lebih lanjut sudah barang tentu akan membahayakan

dana dari bank itu.
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d. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Bank syariah harus memenuhi kecukupan modalnya
sehingga mencapai kewajiban penyediaan modal minimum bank
atau capital adequacy ratio (disingkat CAR) sebagaimana
ditentukan oleh ketentuan mengenai batas ;ninimurri CAR tersebut
dari waktu kewaktu telah diubah oleh Bank Indonesia.

Dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia
No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank, Bank Indonesia menetapkan
CAR sebesar 80% dari Aktivitas Tertimbang 'Menurut Risiko
(ATMR). Mengingat terjadinya krisis perbankan sebagai akibat
terjadi krisis moneter yang telah mengakibatkan banyak bank
mengalami CAR yang negatif, maka ketentuan minimum CAR
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut telah
diubah dengan Surat Keputusan Direksi .Bank Indonesia
No0.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 manjadi 4% dari
ATMR.

e. Posisi Devisa Neto

Prinsip kehati-hatian telah mengharuskan pula bagi bank

untuk menjaga posisi devisa neto bank wmum, posisi devisa neto

(PND) yang dalam bahasa inggris disebut net open position (NOP),
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adalah angka yang merupakan penjumliahan dari nilai absolut untuk

Jjumlah dari :

1) selisih bersih aktiva dan pasiva dalam rencana untuk setiap valuta

2)

asing ditambah dengan,

selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan
komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk
setiap valuta asing, yang semuanya diﬁyatakan dalam
rupiah.Menurut  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.31/178/KEP/DIR tentang Posisis Devisa Neto Bank Umum
tanggal 30 Desember 1998, besarnya posisi devisa neto yang
wajib dipelihara oleh bank pada setiap akhir hari kerja setinggi-
tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari modal. Posisi devisa
neto yang harus dipelihara oleh bank itu di hutang secara
konsolidasi,'yaitu mencakup selurub kantor cabang di da]alﬁ
negeri maupun di luar negeri. Ketentuan keputusan Direksi Bank

Indonesia tersebut mulai berlaku tanggal 31 Maret 1999.
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Menurut Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
tersebut bahwa ketentuan dalam surat ketentuan tersebut berlaku

pula bagi bank berdasarkan Prinsip Syariah. |

f Giro Wajib Minimum

Ketentuan mengenai gire wajib bank umum pada Bank
Indonesia dalam rupiah dan valuta asing diatur oleh Bank Indonesia
terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.30/89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1997 sebagaimana telah
diteruskan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/10/UPPB
tanggal 30 Oktober 1997.

Di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia di atas
ditetapkan hal-hal scbagai berikut :

1) Persentase giro wajib minimum (GWM) di Bank Indonesia dalam
rupiah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari dana pihak
ketiga (DPK) dalam rupiah, sedangkan GWM dalam valuta asing
adalah 3% (tiga perseratus) dan DPK dalam. valuta asing,

2} Perhitungan pemenuhan GWM menggunakan pola sesuai dengan
Surat Edaran No.28/10/UPPB tanggal 14 Desember 1995 butir II
dengan perubahan sebagai berikut:

i. GWM harian dalam rupiah pada satu masa laporan dihitung

sebesar 5% (lima perseratus) dari rata-rata harian DPK Bank
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dalam rupiah dalam satu masa laporan pada 2 (dua) masa
laporan sebelumnya.

‘1. GWM harian dalam harian valuta asing pada satu masa
laporan dihitung sebesar 3% (tiga perseratué)‘ dari rata-rata
harian DPK bank dalam valuta asing dalam satu masa
laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.30/89A/KEP/DIR tanggal 30 Okfober 1997 itu merupakan
perubahan dari ketentuan sebelumnya, yaitu Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No.28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember
1995 tentang giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia

dalam rupiah dan valuta asing.

g. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi

Tahunan.

Mengingat terkaitnya kepentingan nasabah penyimpan dana
pada bank dimana nasabah itu menyimpan dananya, maka para
nasabah penyimpan dana perlu selalu mengetahui keadaan keuangan

banknya dari waktu kewaktu. Hal itu, antara lain, dapat diketahui

- melalui neraca dan perhitungan laba/rugi bank tersebut. Dalam

rangka, memenuhi kepentingan para nasabal penyimpan dana itu,
maka Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank uniuk

mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi kepada masyarakat

- dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Demikian ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perbankan.
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Pelaksanaan kewajiban untuk mengumumkan neraca dan
penghitungan laba/rugi tersebut secara tertib oleh setiap bank
(termasuk bank syariah) sangat diperlukan olch masyarakat
mengingat tingkat kesehatan masing-masing bank (sesuai dengan
penilaian Bank Indonesia) Bersi'ﬁlt rahasia clan tidak bolech diketahui
-oleh umum. Hanya melalui neraca dan perhitungan laEa/rtlgi tahunan
dari bank yang bersangkutan, sebagaimana diumumkan melalui
media cetak, masyarakat dapat mengetahui (sckalipun tidak mungkin
secara mendalam dan rinci, tetapi hanya secara superficial saja)
keadaan keuangan bank tersebut.

Sebagai pelaksanaan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang
Perbankan, ketentuan mengenai kewajiban bagi bank untuk
mengumumkan neraca dan perhitungan laba/raginya ditetapkan oleh
Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.31/40/KEP/DIR tanggal 9 Juni 1998 teutang-_ perubahan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/ f?6ﬁ<EP/D]R tanggal 31
Desember 1998 tentang perubahan surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No.31/40/KEP/DIR tanggal 9 Juni 1998 tentang laporan
keuangan tahunan dan laporan kevangan Publikasi Bank Umum.

. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No.31/176/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998, pengumuman
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laporan keuangan publikasi dilakukan 4 (empat) kali dalam satu

tahun, yaitu berupa laporan keuangan interimposisi akhir bulan

Maret, Juni, September dan laporan keuangan publikasi tersebut

. dilakukan selambat-lambatnya:

1) 2 (dua) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan
keuangan interim posisis akhir bulan Maret, Juni dan September.

2) 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun laporan untuk laporan
keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik.

Dari hasil penelitian ditemukan pula bahw.a‘ Bank Muamalat
Indonesia sebagai baﬁk syariah belum dapat melaksanakan semua
ketentuan-ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional secara efisien dan
efektif.

| B. Sanksi Hukum bagi Bank Muamalat Indonesia terhadé.p pelanggaran Prinsip
Syariah.

O rata-rata - Bank Syariah

Menurut  Zulkarnaen Hasibuan '
menghadapi masalah likuiditas terutama dalam penyediaan dana sangat
segera dalam memenuhi kewajiban jatuh temponya. Hal ini terutama

disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia karena tidak dapat

melakukan peminjaman dana dengan sistem bank konvensional yang ada.

1% Zulkarnaen Fasibuan, wawancara pribadi, Direktur BMI Cabang Semarang, tanggal
23 Mei 2002,
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Dengan demikian adanya pengembangan instrumen likuiditas yang dibahas
dalam konferensi ke IX itu menjadi sangatlah penting, mengingat bahwa
peran pokok Bank Syariah adalah sebagai perantara dalam arus dana seperti
Juga peran dari bank-bank konvensional lainnya. Hél ini bisa dimengerti
lantaran fasilitas dan instrumen likuiditas yang ada di Bank Indonesia
seperti Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), terutama dityjukan untuk perbankan non syariah. Konsekuensinya,
Bank Indonesia perlu menciétakan fasilitas likuiditas.yang sesuai dengan
prinsip syariah.

Pada prinsipnya, fasilitas likviditas tersebut mémpunyai ciri bisa
diperjual-belikan sebagai surat berharga atas das-ar nominal dengan
perjanjian bagi hasil. Bagi hasil itu sendiri berkaitan dengan pembagian
keuntungan atau kerugian saat pelunasan hutang pokok atas dasar
perjanjian kemitraan. Fasilitas seperti ini sudah diberlakukan oleh Bank
Sentral Malaysia, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM).

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia yc;mg berdampingan dengan
bank konvensional dalam Dual Banking System menuntut Bank Indonesia
sebagat Bank Sentral untuk berperan mengembangkan perbankan syariah
sebagaimana peranannya dalam mengembangkan perbankan konvensional.
Tc‘atapi bagi Bank Muamalat Indonesia dengan mengikuti aturan fasilitas

likuiditas Bank Indonesia, mau tidak mau akan bertentangan dengan Fatwa
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Dewan Syariah Nasional, dimana bank syariah dalam kegiatannya tidak
boleh menggunakan perhitungan bunga (riba), padahal dengan bantuan
dana likuiditas dari Bank Indonesia , Bank Muamalat Indonesia harus
tunduk aturan sebagaimana yang berlaku bagi bank konvensional, karena
Bank Tndonesia dalam hal ini belum memiliki fasilitas likuiditas yang
sesuai prinsip syariah, maka hubungan antara Bank Indonésia dengan Bank
Muamalat Indonesia tetap menggunakan prinsip bunga, sedang bagi Bank
ML.!amalat Indonesia dalam menghimpun dan menyalurkan dana harus
dengan prinsip bagi hasil.

Dalam hal ini menurut Syah Rizal, sikap dari Dewan Pengawas
Syariah, memperbolehkan dengan sifat darurot artinya instrumen likuiditas
yang sekarang berlaku sementara, mengingat peraturan hukum dan
instrumen mengenai bantuan likuiditas bagi bank syariah belum mewadahi.

Persoalan lain yang dihadapi bank syariah di dalam operasionalnya
dan memerlukan peranan Bank Sentral maupun pemerintah seéara
keseluruhan dalam pemecahannya adalah masalah manajemen likuiditas.

Manajemen likuiditas adalah  suaiu proses manajerial yang
diarahkan untuk mengelola kemampuan pendanaan bankl (cash-flow) untuk
setiap saat dapat memenuhi funding risk yang muncul scbagai akibat

adanya pola penarikan dana yang tidak menentu dan kemampuan untuk
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mengantisipasi /nterest rate akibat adanya gapping atau mis-maich antara
Jjatuh waktu. asset dan liability bank yang terjadi secara terus- menerus.

Tujuan manajemen likuiditas antara lain : Perfamu, memastikan
agar cadangan wajib yang ditentukan olch Bank Indonesia selalu terpenubhi.
Saat ini besarnya cadangan wajib atau reserve requirement {RR) scbesar
5% dari jumlah Dana Masyarakat, misalnya‘ Bank Muamalat Indonesia
mempunyai dana masyarakat Rp. 100.000.000,- maka 5% nya yaitu Rp.
5.000.000,- harus disimpan dalam bentuk giro di Bank Indonesia sebagai
cadangan wajib giro di Bank Indonesia. Cadangan wajib ini tidak
mendapatkan bunga, oleh karenanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan
dari sisi syariahnya.

Kedua, meminimalkan dana-dana menganggur. Cadangan wajib di‘
Bank Indonesia karena tidak menghasilkan return apaimn termasuk dalam
kategori dana menganggur. Oleh karena itu, tujuan pertama dana
sedangkan tujuan kedua harus selalu dalam keseimbangan, sedikit di atas
5% namun tidak boleh berubah kurang dari 5%. |

Ketiga, memastikan terpenuhinya kebutuhan cash-flow bank
misalnya, dalam keadaan terdesak akibat shori-fall dalam cash flow, bank
mampu meperoleh dana.

- Persoalan likuiditas ini tidak saja dihadapi oleh Bank Syariah di

Indenesia namun juga dihadapi oleh bank-bank Islam di seluruh dunia.
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Adapun sebagai solusi atas persoalan likuiditas Bank Muamalat Indonesia,
yaitu dalam tugasnya selaku Bank Sentral, Bank Indonesia diberi
wewenang antara lain memberikan kredit likuiditas. Wewenang demikian

adalah bagian dari peran Bank Sentral sebagai Banker’s Bank atau bank

induk dari bank-bank yang lain.
Kredit likuid ini diberikan olch Bank Sentral, baik dalam kondisi
darurat ataupun dalam kondisi normal, apabila suatu bank membutuhkan

alat likuiditas untuk memenuhi kewajiban yang sangat segera dapat ditagih.

Sementara, sebelum hadimya bank bagi hasil atau bank dengan -

prinsip syariah dalam industri perbankan di Indonesia, fasilitas dan
instrumen likviditas yang ada di Bank Indonesia sepertt Surat Berharga
Pasar Uang (SBPU) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ditujukan untuk
perbankan non-bagi hasil. Oleh karena itu, sudah menjadi konsekuensi
logis apabila Bank Indonesia menciptakan fasilitas baru berupa instrumen
likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitﬁ dengan Instrumen
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Perbedaan prinsip antara SBI dengan SWBI terletak pada
perhitungan jasa dimana bagi bank konvensional dikenakan sistem bunga
dengan presentase yang pasti;sedang bagi bank syariaﬁ dikenakan imbalan

yang besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia.
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Menurot pandangan penulis istilah bunga dan imbalan tersebut,
masih mengandung konotasi yang sama karena Bank Indonesia, semestinya
jika memberikan pembiayaan bagi Bank Syariah harus menggunakan
instrumen prinsip bagi hasil, artinya pemberi dana (shahibul ma! ) maupun
menerima dana (mudharib) sama-sama menanggung risiko yang timbul

dalam pembiayaan tersebut.

111

Menurut pendapat M.Rowi Qohar, " Bank Indonesia pada dasarnya

sudah memahami kebutuhan akan fasilitas likuditas bagi Bank Muamalat

Indonesia juga bank bagi hasil lain di [ndonesia. Sebagai persyaratan untuk
memenuhi ketentuan syariah, maka apapun bentuk fasilitas tersebut harus
mempunyal ciri bisa diperjual-belikan sebagai surat berharga atas dasar
nominal deng#n perjanjian bagi hasil sesual dengan prinsip syariah,
Fasilitas sebagaimana di atas telah diberlakukan oleh Bank Sentral
Malaysia, yaitlu Bank Negara Malaysia (BNM). Sedangkan di Indonesia
meski belum mempunyai sandaran hukum yang tegas, Bank Indonesia
senantiasa membuka diri untuk berbagai konsekuensi lanjut bagi tumbuh
dan berkembangnya bank dengan prinsip syarieh di Indonesia. Termasuk
dalam hal ini'Bank Indonesia menyediakan fasilitas likuiditas lain yang

bérdasarkan prinsip bagi hasil.

"1 M. Rowi Qohar, wawancara pribadi, tanggal 30 Mei 2002.
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Kebijakan tersebut di atas bisa dimengerti, karena orientasi aktivitas
Bank Indonesia selaku Bank Sentral tidak sebagaimana bank-bank lamnya
yang profit oriented. Artinya, bagi Bank Indone:v,ia tidek ada tendensi untuk
mencari keuntungan finansial, melainkan semata-mata berfungsi sebagai
Bank Sentral yang mendukung kebijakan Pemerintah dalam bidang
moneter.

Dengan demikian jelas bahwa bagi Bank Indonesia juga tidak
terikat pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992
tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang membatasi penerapan
salah satu sistem penyelenggaraan bank. Artinya, bagi Bank Indonesia bisa
dimungkinkan ditetapkannya dua sistem sekaligus, yakni tetap
menggunakan pranata bagi hasil untuk bank—b‘aAnk' bagi hasil bilamana
diperiukan.

Permasalahan selanjutnya tinggal bagaimana bank-bank bagi hasit,
utamanya dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia bisa mengajukan
konsep yang jelas akan kebutuhan fasilitas bagi hasil dan bisa meyakinkan
pihak Bank Indonesia bahwa pelaksanaan kousep tersebut tetap mendukung

terciptanya perbankan yang sehat.
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Menurut Karnaen dan Syafi’i Antonio, secara praktisnya untuk
mengatasi kesulitan dana yang mungkin terjadi pada bank bagi hasil antara

lain sebagai berikut : '2

1. Melakukan Perjanjian kerjasama dengan bank konvensional untuk
saling membantu dengan memberi pinjaman atas dasar sistem bagi
hasil. :

2. Melakukan perjanjian kerjasama dengan bank konvensional untuk

saling membantu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga secara
timbal-balik.

3. Melakukan pinjaman pada Bank Sentral dengan perjanjian
pengembalian tanpa bunga tetapi dengan sistem bagi hasil,

Solusi lain untuk kasus yang serupa antara lain : Perfama, dengan
memelihara excess reserve, dalam bentuk Giro Wajib Minimum { GWM),
yaitu simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada Bank
Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia  berdasarkan
presentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) . Giro Wajib Minimum
merupakan kewajiban bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian
bank. Dengan menyimpan giro di Bank Indonesia lebih besar dari pada
cadangan wajib misalnya 5% menjadi 7,5%. Sehingga kalaupun terjadi
short fall dalam proses kliring, cadangan wajib 5% masih tetap terpenuhi.
Solﬁsi in1 sangat efektif, namun tidak efisien karena setiap excess reserve

berarti ada dana yang menganggur.

2 Karnaen Perwataatmadja dan Syafi’i Antonio, Op. cit.,, hal, 55.
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Kedua, gunakan Repo's Surat Berharga Pasar Uang (SBPU ) al
Dayn, yaitu transaksi jual beli surat berharga yang timbul akibat jual-beli
barang, antara bank yang membutuhkan likuiditas dengan bank vyang
memiliki kelebihan likuiditas dengan menggunakan surat berharga tertentu
sebagai pendukung transaksi tersebut (underlying fransaction). Transaksi
Reﬁo s diperkuat oleh perjanjian antara Bank pembeli (vendee) dan bank
perjual (vendor) untuk menjual/membeli kembali surat berharga tersebut
sesuai dengan tanggal pembelian kembali (repurchase date) yang telah
disetujui pada jangka waktu dan tingkat diskontonya bank penjual, pada
tanggal pembelian kembali akan membayar sejumlah dana kepada bank
pembeli. Begitu pula sebaliknya, bank pembeli méngembalikan surat
berharga atau custodian recipt kepada Bank penjual.

Repurchase agreement dengan sendirinya akan berakhir pada
tanggal jatuh tempo transaksi tersebut, Bank penjual (vendor) dapat
menyimpan surat berharga yang diterimanya kembali dan vendee sampai
dengan tanggal jatuh tempo surat berkas tersebut atau menjualnya kembali
secara Repo's atau outright.

Terlepas dari kontroversi figif atas produk SBPU al Dayn ini, solusi
dengan menggunakan Repo's SBPU al Dayn adalah efisien karena
me;"upakan aktiva produktif. Walaupun secara teoritis efektifitasnya dapat

dipertanyakan karena sebenarnya transaksi Repo's tidak melalui proses
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Kliring untuk menutupi short full likuiditas, namun dalam prakteknya
instrumen ini terbukti efektif
Ketiga, gunakan fasilitas SBPU mudharabah dari Bank Indonesia.

Fasilitas ini disediakan kepada Bank Muamalat Indonesia untuk mengatasi

kesulitan likuiditas yang bersifat sementara akibat mis-march dalam

pendanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelian SBPU nasabah Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar
nilai nominal SBPU tersebut tanpa sistem diskonto.

2. SBPU nasabah Bank Muamalat Indonesia yang dapat dijﬁal kepada
Bank Indonesia adalah berjangka waktu selama-lamanya 90 hari.

3. Bank Muamalat Indonesia wajib membeli kembali SBPU tersebut di
atas dari Bank Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo
tersebut atau pada tanggal disepakati antara Bank Indonesia dengan
Bank Mumalat Indonesia sebesar nilai nominal SBPU tersebut.

4. Penjualan SBPU tersebut kepada Bank Indonesia Iﬁada dasarnya adalah
sesual dengan prosedur pada umumnya, yaif.u dengan mengajukan
secara tertulis disertai SBPU nasabah Bank Muamalat Indonesia kepada
Urusan Bank Indonesia. Dalam hal Bank Muamalat Indonesia segera
memerlukan dana hasil pénjualan SBPU tersebut; maka pengajuan

SBPU dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimili.




5.

177

Penyediaan fasilitas SBPU bagi hasil oleh Bank Indonesia tersebut
semata-mata dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan likuiditas yang

bersifat sementara, dan tidak dimaksudkan sebagai sumber pendanaan

untuk kegiatan pembiayaan Bank Muvamalat Indonesia. Dengan

demikian, fasilitas dimaksud dapat pula digunakan untuk mengatasi
kemungkinan terjadinya kekalahan HMiring yang tidak dapat diatasi
sendiri oleh Bank Muamalat Indonesia. Dengan hal ini Bank Indonesia
akan melakukan penilaian, apakah Bank Muamalat Indonesia dalam
kondisi kesulitan akibat kesenjangan likuiditas yang bersifat sementara
atau karena kegiatan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia yang
terlalu ekspansif yang kurang didukung oleh penyediaan dana yang
memadai yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat dan

permodalan Bank Muamalat Indonesia.

. Atas penggunaan fasilitas SBPU tersebut, Bank Muamalat Indonesia

menyediakan imbalan dalam bentuk bagi hasil yang berlaku pada Bank
Muamalat Indonesia.

Permasalahan selanjutnya adalah Dana Kredit Primer Anggota dari

Bank Indonesia yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia. Dalam hal

ini Bank Muamalat Indonesia menerima dana dari Bank Indonesia untuk

menyalurkan kepada XKoperasi Primer sebagai anggotanya, tetapi yang

menjadi permasalahan adalah kredit Bank Indonesia terhadap Bank
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Muamalat Indonesia dilakukan sebagaimana bank konvensional artinya
dengan sistem bunga, sedang Bank Muamalat l' Indonesia dalam
pembiayaannya menggunakan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan Dana Kredit Primer Anggota dari Bank Indonesia
sudah tidak dijalankan lagi, mengingat ketentuan tersebut bertentangan
dengan prinsip bagi hasil, sehingga pada saat ini Bank Muamalat Indonesia
hanya menyelesaikan sisa dana yang telah diterimanya.

Solusinya menurut penulis Bank Indonesia semestinya segera
menyiapkan instrumen dan peraturan hukum bagi Bank Umum Syariah
dengan prinsip bagi hasil, karena tanpa adanya perangkat hukum yang
sesual prinsip syariah, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah akan
selalu terbentur ketentnan-ketentuan karena prinsip syariah tidak semua
terakomodir oleh peraturan bank secara konvensional.

Permasalahan selanjutnya menurut Zulkarnaen Hasibuan,'"
berkaitan dengan pembiayaan, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/ 4April 2000
tentang Pembiayaan Mudharabah ( Qiradh). Ditegaskan dalam Ketentuan
Fatﬁa angka (2), bahwa Bank Muamalat Indonesia sebagai pemilik dana
(sakhibul mal ) membiayai 100 % kebutuhan suate proyek (usaha),

sedangkan pengusaha (nasabah ) bertindak sebagai  mudharib atau

"™ 1oid, wawancara tanggal 23 Mei 2002,
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pengelola usaha. sedang menurut ketentuan bagian: pertama angka (6),
Lembaga Kuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung  semua
kerugian kecuali jika mudharib ( nasabah ) melakukan kesalahan yang
disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Menurut pﬁnsip syariah pembiayaan mudharabah tidak dikenal
adanya jaminan/agunan, karena bila terjadi kerugian akan menjadi
ditanggung oleh shahibul mal ( bank ), tetapi karena pembiayaan
disamakan dengan pemberian kredit bagi bank konvensional, maka
menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 beserta
penjelasannya,''* bank syariah dalam memberikan kredit harus memiliki
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi
kewajibannya dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan,
agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, hal merupakan kewajiban
juga bagi Bank Muamalat Indonesia.

Menurut Zulkarnaen Hasibuan ketentuan tersebut bagi Bank
Muamalat Indonesia belum dapat melaksanakﬁn secara penuh, dan
mengenal  pembiayaan yang dilakukan hingga kini masih tetap
mengharuskan adanya jaminan/agunan begitu juga terhadap kerugian yang

diderita oleh debitur tetap menjadi tanggung jawab debitur dan debitur

1" Baca Pasal 8 UU.Nomor 10 tahun 1998 beserta penjelasannya;
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wajib menyelesaikan kewajibannya. Prinsip mudharabah belum dapat

dilakukan secara penuh, karena :

1. Sandaran hukum bank syariah tertumpu pada Undang-Undang Nomor
10 tahun 1998 tentang Perbankan, beserta Undéng—Undang dan
peraturan lainnya, tetapi peraturan yang ada belum mengakomodir
-secara lengkap mengenai operasional bank syariah, sehingga hal ini
menyebabkan perbankan syariah masih harus menyesuaikan produknya
dengan hukum dan peraturan yang berlaku, akibatnya ciri khusus
produk Islami belum ditampilkan secara penuh.

2. Adanya kewajiban bagi Bank Umum/Bank Umum Syariah dalam
pemberian kredit atau pembiayaan harus tetap ada jaminan/agunan;

3. Para deposan dalam menyimpan dananya belum sccara penuh
menggunakan prinsip syariah, misal mudharabah, dan begitu juga
hubungan bisnis antara Bank Syariah dengan bank konvensional tidak
semua dapat menggunakan prinsip syariah.f

Menurut hemat penulis, belum terlaksanﬁnya secafa penuh prinstp
syariah tersebut, di sebabkan peraturan perbaﬁllcan yang berlaku belum
sepenuhnya mengakomodir operasional Bank Svariah. Ketentuan-ketentuan
perlu disesuaikan agar dapat memenuhi ketentuan syariah, schingga Bank

Sy:ariah dapat beroperasi secara efektif dan cfisien. Adapun ketentuan-

ketentuan pokok tersebut adalah tentang ;
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1. Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas;

2. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan
‘pelaksanaan Bank Sentral;

3. Standart akutansi, audit dan pelaporan sesuai prinsip syariah, dan

4. Ketentuan-ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan sebagainya.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar Bank Syariah menjadi elemen
dari sistem moneter yang menjalankan fungsinya secara baik dan mampu
berkembang dan bersaing dengan bank-bank konvensional.

Sikap Dewan Pengawas Syariah terhadép kegiatan operasionéi
Bank Muamalat Indonesia yang belum mampu melaksanakan prinsip
syariah secara murni masih dapat ditolerir dan bersifat darurot, mengingat
keberadaan  bank syariah relatif baru dan pérangkat hukum yang
mengaturnya belum mewadahi. Sedang menurut - Bank Indonesia
peianggaran yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia tersebut,
bukan merupakan pelanggaran yang harus dikenai sanksi, karena tidak
melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu kesehatan bank.

Menurut hamat penulis, solusinya  Bank Indone.sia sebagai
pemegang otoritas sistem  perbankan harus segera menyempurnakan
peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan sistem bank
sya;riah, dan bahkan harus memikirkan pula sistem perbankan syariah yang

memiliki otoritas sendiri, hal ini mengingat instrumen yang ada merupakan
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instrumen Bank Konvensional yang belum mencakup seluruh prinsip

syariah.




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut, adalah :

1. Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh  Bank Indonesia dan Dewan

Pengawas Syariah terhadap Bank Muamalat Indonesia.
> Bank secbagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat, harus dapat
- menjaga keschatannya, karena kesehatan bank merujaakan kepentingan
dari semua ﬁihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, dan
masyarakat sebagal pengguna jasa bank maupun Bank Sentral selaku
pemegang otoritas pembina dan pengawas bank. -Dengan demikian
pembinaan dan pengawasan bank merupakan salah satu upaya yang
besar peranannya dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat dan
pada gilirannya masyarakat sebagai peyimpan dana' disatu pihak, dan di
pihak lain sebagai pengguna jasa yang berhak untuk memperolch
layanan yang sebaik-baiknya dan jaminan untuk {erciptanya suatu

sistem perbankan yang sehat.
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|
Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, Sistf::m

!
Pengawasan yang di lakukan oleh Bank Indonesia adalah pengawasan

langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud pengawasan langsufng
|
adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakajn—

tindakan perbaikan, sedang pengawasan tidak langsung artiniya
‘ |

pengawasan dint melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.
i

Dalam rangka menectapkan standart pengawasan, Bank Indonesia
!

|
disamping bersandarkan ketentuan undang-undang, juga menetapkan

rambu-rambu kesehatan bank yang senantiasa harus ditaati bank, dalém
rangka tertap menjaga terpeliharanya kesehatan bank.

Sedang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, adalah :

a. Dewan Pengawas Syariah mengadakan pengawasan langsung

dilapangan guna meneliti apakah bank telah menjalankan usabangya
i

sesuai fatwa yang telah ditentukan, baik bersama-sama atau tidak
|

dengan Tim Pengawas Bank Indonesia;

b. Meminta laporan dari Bank Muamalat Indonesia tentang kegiatfan

usahanya, baik sedang berjalan maupun yang masih dale:un
perencanaan usaha; |
Disamping pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syarizizh,

Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah juga diawasi olfeh

Dewan Syariah Nasional, sebagai lembaga yang berwenang unthk
!
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mengawasi seluruh Bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan vang
menganut sistem syariah di Indonesia. Adapun sistem pengawasan yang
dilakukan oleh dewan Syariah Nasional adalah dengan menetapkan
fatwa dan keputusan-keputusan lain yang menjadi pedoman bagi semua

lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

2. Sanksi  Hukum bagi Bank Muamalat Indonesia yang melakukan
penyimpangan terhadap prinsip syariah.

» Di dalam pengawasan Bank Muamalat Indonesia ditemukan belum

berlakunya secara optimal prinsip-prinsip syariah, misalnya dalam hal
dana likuidatas dan Dana Kredit Primer Anggota dari Bank Indonesia,
yang menggunakan instrumen bunga, sedang Bank Muamalat Indonesia
dalam pembiayaannya menggunakan prinsip bagi hasil. Selanjutnya
dalam hal pembiayaan | mudharabah Bank Indonesia mengharuskan
adanya jaminan/agunan karena pembiayaan mudharabah indentik
dengan pemberian kerdit bagt Bank Konvensional, padahal menurut
prinsip mudharabah tidak dikenal jaminan, karena bila terjadi kerugian
bank ( shahibul mal ) yang harus bertanggung jawab.

Belum optimalnya prinsip syariah bagi Bank Muamalat Indonesia

secara murni ini, karena :
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a. Sandaran hukum Bank Syariah masih tertumpu pada Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, beserta peraturan
perundang-undangan lainnya, padahal peraturan tersebut sebagian
besar merupakan instrumen Bank Konvensional, dan untuk
Instrumen operasional Bank Syariah belum terakomodir secara
lengkap, sehingga perbankan syariah harus menyesuaikan terhadap
peraturan perundang-undang yang ada sekarang, akibatnya ciri
khusus bank syariah belum ditampilkan secara penuh.

b. Para deposan dalam menyimpan dananya belum secara penuh
menggunakan prinsip syariah, misalnya mudharabah, dan begitu
juga biénis antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional tidak
semua menggunakan instrumen prinsipd svariah. | ‘

» Sikap Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan operasional Bank
Muamalat Indonesia yang belum mampu melaksanakan prinsip syariah
secara murni, juga merupakan pelanggaran, tetapi hal itu masih dapat
ditolerir dan dianggap bersifat darurof, artinj;/a penyimpangan tersebut
tidak boleh berlaku terus menerus, dan harus“segera menciptakan
instrumen peraturan yang sesuai prinsip syariah, sedangkan sikap Bank
Indonesia karena Bank Muamalat Indonesia secara prinsip tidak
melanggar rambu-rambu  keschatan bank, maka baik sanksi pidana,

administratif maupun perdata tidak dapat diterapkan.
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» Namun oleh karena Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan
pedoman bagi operasionalnya bank prinsip syariah, maka Bank
Muamalat Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat

mematuhi fatwa tersebut.

B..Saran / Rekomendasi

L. Perlunya keseriusan pemerintah untuk segera menyelesaikan amandemen

Undang-Undang Bank Indonesia, guna memberikan independen terhadap
lambaga Bank Indonesia agar tidak terintervensi pemerintah atau lembaga
lain, serta Bank Indonesia dituntut untuk lebih pro aktif dalam
melaksanakan fungsi pengawasan dan ﬁembinaannya terhadap bank-bank

di Indonesia agar lebih kompetitif serta profestonal.

. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR sesuai amanat pasal 34 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 1999, untuk dapat merespon keinginan
masyarakat dan khususnya kepentingan industri perbankan agar didalam
pembentukan undang-undangan tentang Lelﬁabaga Pengawas Jasa
keuangan yang independen dapat memberikan kepastizin hukum bagi para

pelaku bisnis perbankan dan akhirnya terjaga sistem perbankan yang sehat.

. Perlunya dipikirkan pula untuk memberikan keleluasaan pengembangan

perbankan syariah, pemerintah harus segera menata kembali peraturan-

peraturan perbankan dan memberikan kewenangan ( otoritas ) yang lebih
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luag terhadap Dewan Pengawas Syariah, agar sctiap permasalahan yang

dihadapi dapat ditangani tanpa adanya interopensi dari lembaga lain.
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